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| PEMALANG

UM 2023
G

DLAAN KEUANGAN DAERAH
AN YANG MAHA ESA
IALANG,

a melaksanakan ketentuan Pasal 3
Menteri Dalam Negenn Nomor 77
g Pedoman Teknis Pengelolaan

periu menetapkan Peraturan Bupat;

-

n Frosedur Pengelolaan J*.II".J.-|11.53,L.|r:

Nomor 13 Tahun 1950 lentang
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam
pinsi Jawa Tengah (Berita MNegara
sia Tahun 1950 Nomor +2):

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
larrah (Lembaran Negarg Republik
in - 2014 Nomor 244, Tambahag
a4 Repuhlik Indonesig Nomor 35387
lah  diubah beberapa kali terakhir
s-Undang  Nomor g fahun 20923
4 Peraturan Pemerintah Pengganti
Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta
L !'r!n_L;-L-'nx'Eetrlg (Lembaran Negarg
81a Tahun 2023 Nomor 4] Tambahan

a Republik Indonesia BHR5H):



Menetapkan :

3, Peraturan Pemoi

Pengelolaan
Republik Indones
Lembaran Negara |
4. Peraturan Ment
2020 tentang |
Daerah (Berita
2020 Nomor 1/8
5. Peraturan Da
Pengelolaan
(Lembaran Daeral

Nomor 8],

Pl b Vi

PERATURAN BUPAII
PENGELOLAAN KEUARNC

ntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

mgan Daerah (Lembaran Negara

| Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

epublik Indonesia Nomor 6322);
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

mnan Teknis Pengelolaan Keuangan

.egara Republik Indonesia Tahun

Nomor 8 Tahun 2020 tentang

ngan Daerah Kabupalen Pemalang

. Kabupaten Pemalang Tahun 2020

[USEKEAN 3

NTANG SISTEM DAN PROSEDUE
A\N DAERAH.

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupat

B,

Daerah adalah kabuj

Peraturan Daeran va:

Perda Kabupaten Pen

Pemerintah Daer
penyelenggara Perm
pelaksanaan

kewenangan Ducral

Bupati adalah Hupall

Sekretaris Daerahn a:

Pemalang.

Pengelola Kkeuangar

ni yang dimaksud dengan:

vaten Pemalang.

g selanjutnya disebut Perda adalah
Alang
adalah Bupati sebagai unsur

rintahan Daerah yang memimpin

san pemerintahan yang menjadi

Dlonom.

Pemalang.

jalah Sekretaris Daerah Kabupalen

Daerah adalah pejabat pengelola

keuangan daerah vang melakukan keseluruhan kegatan

vang meliputi

ncanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasarn Keuangan Daerah



7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
gselanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Fengelolaan Keuangan Daerah.

8. Badan Pengeloluan Keuangan dan Aset Daerah yang
gelanjutnya disebur BPRKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asct Daerah HKabupaten Pemalang
berkedudukan sebagai SKPKD.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daera ang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

10. Kepala BPRAI ialah HKepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Ascl Daerah Kabupaten Pemalang.

11, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagal Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
BUD adalahh FPPED yvang bertindak dalam kapasitas

schagai BUL

13. Knasa BUD ads pcjabatl yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugoes BUD,

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daera vang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Dacra

15. Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungs:i SKPD

yang dipimpinnyva

16. Kuasa PA yang sclanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yvang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi SKPD



18.

19.

20.

a1.

22,

24,

.Pejabat  Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada Skl

Pejabat Penatnusahaan Keuangan PPKD  yang
selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat vang
melaksanakan fungs: tatn usaha keuangan pada PPKD.
Pejabat Pelaksa leknis Kegiatan yang selanjutnya
dizingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan | (satu) atau beberapa kegiatan darl suatu
Program sesuai dengan hidang tugasnya.

Bendahara Pencrimaan adalah pejabat yvang ditunjuk
untuk meneTima menylmpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang dilunjuk untuk menerima, menyimpan,
menvetorkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan wuang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pelaksana
Aparatur Sipil Negara vang diusulkan dan ditetapkan
oleh Kepala SKPD wyang bertugas untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara
Penerimaan SKPD) vang tidak mempunyal kewenangan
yvang sama dengan Bendahara Penerimaan SKPD dan
Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.

. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yvang ditunjuk
menerima, menvimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertangeungiawabkan uang untuk keperluan
Belanja Dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SkPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional vang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

¢



2.

26.

30.

31.

Pembantu Bend . Pengeluaran adalah pelaksana

Aparatur Sipil Negara vang ditunjuk untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara
Pengeluaran SKPD yang tidak mempunyai kewenangan
yang sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

Sistem dan Proscdur Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah keseluruhan kegatan yvang meliputi perencanaan
anggaran, penatausahaan dan pelaporan
pertanggungiawaban keuangan daerah;

7. Dokumen Pelak=anaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah vang sclanjutnva disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yeng momual péendapatan dan belanja ShPD
atau dokumen vang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yvang melaksanakan fungsi bendahara
umum dacrah  vang digunakan sebagal dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

. Dokumen Pelaksansan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkst [aerah yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adnianh dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagal dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh

Pengpuna Angg:i

). Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dar penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk menpatur ketersediaan dana yvang cukup
guna mendana pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membavar selus Fenpeluaran Daerah pada bank vang

ditetapkan.
Surat Permintoan Pembayaran vyang selanjuinya
disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk

mengajukan permintaan pembayaran,



32.

3d.

34,

a6,

37.

a8.

Surat Penyediaan Dana vang selanjutnya disingkat SPD

adalah dokumen vang menyatakan tersedianya dana

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran
atas pelaksanaan APBED.

SPP-Uang Persedinan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen wvang diajukan oleh bendahara
penigeluaran uniuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolting) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-GU adalah Dokumen yvang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran ntuk  permintaan  pengganiti | uang
persediaan yang lidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung,

5. SPP-Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya
disingkat SPP- dalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persediann guna melaksanakan kegatan ShPD
vang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
SPP-Langsung vang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainm a atau data dukung resmi lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumiah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK-SKPD.

Surat Perintah Membayvar yvang selanjutnya disingkat

SPM adalah dokumen vang digunakan untuk penerbitan

surat penciiral ina atas beban pengeluaran DPA-
SKFPD.

Surat Perintah Pencairan Dana vyang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai
dasar pencairan dann atas beban APBD.



39.

40,

41.

4.3.

44.

Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis
Badan vang selanjutnya disingkat UPTD/UPTE adalah
unsur pelaksans icknis operasional dinas atau badan

untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.

Pelaksana tugas vang selanjutnya disingkat Flt adalah
Pelaksana tupss Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk
didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah.
Pelaksana harian vang selanjutnya disingkat Plh adalah
Pelaksanaharian Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk
didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah.

2. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan yan ii kelola untuk menyelenggarakan
Kegiatan BLUD vang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat pengelola BLUD  bertanggunglawab  atas
pelaksanaan kehbijakan fleksibilitas BLUD  dalam
pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada
aspek manfaat dan pelayvanan yang dihasilkan.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yvang memberikan (leksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelovanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan  Kesejahteraan umum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagal pengecualian

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

UMUImnya.

45, Fleksibilitas idalah keleluasaan pengelolaan
keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yvang
dapat dikecualikan dar ketentuan yang berlaku umum,

46. Pendapatan BLUD adalah semua penenimaan dalam
bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang
tidak perlu dibayar kembali.

47. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening

kas yvang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh BLUD.

f



48. Biava BLUD

mengurangt eku

barang dan/at
BLUD.

49, Rekening ¥ |

penyimpanan u

BLUD pada ba

walah  sejumlah pengeluaran yang

r.!'l'.'I'IIT“Fi'ITlElﬂI'I penc

sBLUD.

50. Rencana Bisriis

disingkat FEBA-HI

bisnis dan pen

kegiatan, standa

anggaran BLUL

21. Surat Perminta:

vang selanjutnyva

vang diterbitkas

untuk ITIET

dan/atau belar

pendapatan yan
22. Surat Pernvata

disebut SPTJM B

vang dibuat

dan/fatau belan

dari pendapata:

ad. Burat Pengesal

selanjutnya dis

ocleh BPKAD
pembukuan pe
SP3B.
o4.Tanda bulti
pengeluaran d
APBD vyang

bendahara pen;

tas dana lancar untuk memperoleh

sa untuk keperluan operasional

BLUD  adalah rekening tempat
BLUD yang dibuka oleh pemimpin
imum untuk menampung seluruh

itan dan pembayaran pengeluaran

Anggaran BLUD, vang selanjutnya
} adalah dokumen perencanaan
iran tahunan yang berisi program,

pelayanan minimal, target kinerja dan

rngesahan Pendapatan dan Belanja

lisebut SP3B adalah surat perintah
h Pengguna Anggaran kepada BUD
kan/membukukan pendapatan

vang sumber dananva berasal dari
inakan langsung,

langgung Jawab yang selanjutnya

LLLIL} adalah pernyataan tanggungjawab

‘mimpin BLUD atas pendapatan
SLUD yang sumber dananya berasal
r digunakan langsung.
FPendapatan dan  Belanja VANg
5P28 adalah surat yang diterbitkan
tku  BUD  untuk mengesahkan

patan dan/atau belanja berdasarkan

eluaran adalah dokumen bukti
wmbebanannya ke rekening belanja
morisasi  bendahara  pengeluaran/

ran pembantu dan PPTK.



(1)

(<)

(21

Fragal 2

gistern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peraturan
Bupati ini meliputi ketentuan lentang:

a. Pengelola Keuangan Daerah

b, Pelaksanaan dan Penatausahsan APBD; dan

c. Badan Layanan Umum Dacrah.

Uraian Sistem dan Presedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati im yang t lari:

I : Pengelola Keuangan Dacrah

1l . Sistem dan Prosedur Surat Penyediaan Dana;

11 + Sistemn dan Prosedur Uang Persediaan;

[V - Sistem dan Prosedur Ganti Uang Persediaan;

v - Sistem dan Prosedur Tambah Uang Persediaan;

Vi - Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan

Tambahan Uang Persediaan;
VII @ Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan

Uang Persediaan;

VIIl : Sistem dan Prosedur Belanja Langsung Barang dan Jasa;

X - Sistem dan Prosedur Belanja Tidak Langsung Gaji,

X - Sistem dan Prosedur Belanja Tidak Langsung PPKL;

X1 ¢ Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Hendahara Penerimaan;

Xl : Sistem dan rosedur Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban HBendahara Pengeluaran;

XIll : Sistem dan Pelaksanaan dan Penatausahaan;

X1V : Sistemn dan Prosedur Pelaporan dan Pengendalian;

XV : Sistem dan Prosedur Pengesahan BLUD

Sistemn dan Prosedur Pengelolsan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan informasi, aliran data,

penggunaan dan  penvajis lokumen yang dilakukan secara

elektronik.



Dalam hal terjadi perubahan ne
tata laksana, maka pelaksan
keuangan daerah dilaksanakan
ditetapkan dengan Rkeputusa
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LAMPIEA
PERATLU]
NOMOR
TENTAN
SISTEM
KEL AN

2

YN BUPATI PEMALANG
AHUN 2023

DAN PROSEDUR  PENGELOLAAN

JAERAH

L. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. PEMEGANG KEKUASAAN PLING
1.

el

Pemegang Kekuasaan

Bupari.

Bupati selaku pemegan;

dan mewakili pemerinia

daerah yvang dipisahkan

Pemegang kekuasaan |

kewenangan:

f. MENYVUSUN Tancangarn

b.

h.

tentang perubahan

pertanggungiawaban pel

mengajukan

Perda tentang perubah

pertanggungjawabar
dibahas bersama;

menetapkan Peratu

Peraturan Bupali tentang

Peraturan Bupat: ten!
menetapkan Per 1a

perubahan APBL

pertanggungjawaban p

persetujuan bersams

menctapkan kebijakan

mengambil  tindaka
terkait Pengelolaan

agleh Daerah dan/ata

menetapkan kebijak:

menetapkan KPA;
menetapkan Heni
Pengeluaran;

menetapkan pejabal

pajak daerah dan reiril

rancang

an Bupat

CLIGELTEETE

inara

LOLAAN KEUANGAN DAERAH

wrueloaan  Keuangan Daerah adalah

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

daerah dalam kepemilikan kekayaan

clolaan keuangan daerah mempunyal

'vrda tentang APBD, rancangan Perda

\PBED, dan rancangan Perda tentang
(sanaan APBLD;
in Perda tentang APBD, rancangan

APBD, dan rancangan Perda tentang

wlaksanaan APBD kepada DPRD untuk

tentang Penjabaran APBD,
Penjabaran Perubahan APBD, dan
ing Pergeseran APBL;

ing APBD, rancangan Perda tentang
Perda

ksanaan APBD yang telah mendapat

clan rancangan tentang
y | D._
kait Pengelolaan Keuangan Daecrah;
ricntu  dalam keadaan mendesak
Daerah yang sangat dibutuhkan

maosyarakat;

1 pengelolaan APBL;

Penerimaan dan  Bendahara
ng bertugas melakukan pemungutan

1ai daerah:



k. menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengelolaan

Utang dan Piutang Daeraly;

. menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesual  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

n. melaksanakan kewenangan lain sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4, Belain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yvaitu paling
sedikit menetapkan bendahars penernimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu, bendeshara bantuan operasional sekolah,
bendahara BLUD, bendahara umit orgamsasi bersifat khusus
dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian
atau  seluruh kekuasaannva vyang berupa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada
Pejabat Perangkat Dacrah dengan memperhatkan sistem
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima
atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan

dengan keputusan Bupati.

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Sekretaris daerah selaku  koordinator pengelolaan keuangan
daerah mempunyal fugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penylapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e, koordinasi pelaksangaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.



2. Koordinasi dalam pengelolas

meliputi:

i

b, koordinasi dalam periyt

c.

o leuangan daerah paling sedikit

; «lolaan
koordinasi dalam peny Lsunian sistem dan prosedur penge

keuangan daerah; _ |
sunan kebijakan akuntanst pemerintah

{18 ] b2 I A ELITH u

daerah.

: -laksanaan
Koordinator pengelolaan keunangan daerah dalam pelaks
5% . )

tugAsSnya bertanggung jaw ab kepada Bupatl. -
: —
Koordinator dalam pengelolaan n daerah merup

terkait dengan peran dan fungsi sekretars dacrah membantu

Bupati dalam menyusul

keuanga

kebijakan dan mengoordinasikan

] : i 1 ermasuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daeral t

Pengelolaan Keuangan Dacrah.

PEJABAT FENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.

Kepala SKPKD selaku FPhU mempunyal tugas:

a. menyusun dan melaksanakan  kebijakan  pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBL;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Perda:

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD:

b. mengesahkan DPA-SKPD:

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:

d. memutuskan tindakan diskresi dalam pelaksanaan APBD
berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan,
akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas pemecahan

masalah dalam pelaksanaan APBD:

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas dacrah:




f. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

g. menetapkan anggaran kas dan SPD;

h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah daerah:

l.  melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah:

J. menyajikan informasi keuangan daerah: dan

k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a. mengelola mvestasi;

b. menetapkan anggaran kas;

¢. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d. membuka rekening Kas umum daerah:

e. membuka rekening penerimaan:

. membuka rekening pengeluaran; dan

g menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.,

4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan

dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dapa! melaksanakan pemungutan pajak

daerah,

2. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari

imnvestasi tersebut.

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat melaksanalkan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD
1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Kuasa BUD mempunyai tugas

.
b.

menyiapkan anggaran kas;

menylapkan 3PD;
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menerbitkan SP2D:

d. memantau pelaksanzan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;
€. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi:

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD;

1. melaksanakan pemberian  pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;

J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang dikelola
BPKAD,; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah pada BPKAD.

Dalam pengelolaan kas, Kussa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun
dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

b, Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi

¢. menyiapkan  dokumen pengesahan dan  pencatatan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKFKD dengan pertimbangan besaran

jumlah uang yvang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang

kendali.

Pertimbangan atas besaran jumlah uang vang dikelola, beban

kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan

Bupati.

PENGGUNA ANGGARAN

L.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a. menyusun REA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;




¢. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

[. melaksanakan pemungutan retribusi daerah:

g€. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran vang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM

I. mengelola utang dan piulang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yvang dipimpinnya;

j» menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanasn anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPR-SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolasn keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,
meliputi;

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
rmenyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum  Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah tersebut; dan

[. menyusun dan menvampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepacla PPKD selakua BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA] mempunyai
wewenang, meliputi:

a. menandatangam dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢
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b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

¢. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial:
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undanpgan;

PA bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran material

termasuk akibat dar penerbitan 5PM yang ditandatanganinya dan

tidak menyertakan BUD/Kuasa BUD untuk turut serta bertanggung
jawab

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan

wewenang melaksanakan pemungutan pajak  daerah, PA

melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnyva merupakan akibat yang ditimbulkan

dar pelaksanaan DPA-SKPD

Mengelola utang vang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sehagal akibat:
pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian  kesempatan kepada
penvedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaui tahun anggaran  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

c. akibat putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. kewsgjiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban  tersebut sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yvang menjadi hak daerah sebagai akibat:

perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
c. putusan pengadilan yvang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan
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d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab alss pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

sebagai KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1.

PA dapat melimpahkan sebagan Kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertiimbangan besaran
anggaran kegiatan,/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendal dilakukan terhadap
SKPD vang membentuk Cabang Dinas, Umt Pelaksana Teknis
Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan

PA yvang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA
diatur dengan Surat Bupati/Sekretaris Daerah berdasarkan

pertimbangan PPED.

Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA meliputi:

a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/penanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran vang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
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f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan
E. melaksanakan tugas KpPa lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
Dalam hal kewenangan pemungulan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, Pa dapat melimpahkan kewenangannya
memungut pajak daerah kepada KPA.
Dalam hal PA melimpahkan scbagian kewenangannya kepada
kepala unit SKPD sebagai KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan
SPM-LS.
KPA bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran material
termasuk akibat dari penerbitan SPM yang ditandatanganinva dan
tidak menyertakan BUD/Kuasa BUD untuk turut serta bertanggung
jawab
Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perunda ng-undangan.
KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atay agen pengadaan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terdapat wunit organisasi bersifat khusus, KPA
mempunyai tugas:
menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus:
menyusun DPA-Unit Organisas: Bersifat Khusus:
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
. melaksanakan pemungutan retribusi daerah:
g mengadakan ikatan/perianjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran vang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM UP,/GU/TU/LS:
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD vang dipimpinnva;

f
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), menyusun dan menyvampaikan laporan keuangan unit

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnva;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit Organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;
l.  menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnys dalam unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah, dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah

diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA

rﬂt}i'lpl._]li:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. menylapkan dokumen  pengadaan  barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan /Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan  cvaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan

¢. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kematan/Sub

kegiatan kepada PAJ/KPA



2. Tugas menyiapkan dokum:
atas beban pengeluara:
meliputi:

4. menylapkan Japora
kegiatan:

b. menyiapkan dokum;
dengan persvaratan

perundang- undangan

C. menyimpan dan menin

pelaksanaan kegiatan,

6. Dalam membantu tugas,
kepada PA.

7. Dalam membantu tugas,
Jawab kepada KPA,

8. Dalam hal PPTK berh:
peraturan perundang-undan
yang dilaksanakan cleh PPTK

9. PA dapat menetapkan let
SKPD /Unit SKPD.

10. Pertimbangan penetapan PPT]
dan fungsi

1 1. PPTK merupakan:

a. Megawai ASN vyang
dengan tugas dan fungsu

b. Jabatan struktural s«
adalah pejabal satu ting
dan/atau memiliki kem

¢. Dalam hal PA menetapka
yvang menduduki jabata

dan/atau memilika kem

d. Dalam hal pejabat sirul

ditetapkan sebagai PPR S
struktural satu tingkat
sebagai PPK SKPD.

12, Dalam hal tidak terdapat

struktural vang sesuai dengu

‘alam rangka pelaksanaan anggaran

laksanaan Kegiatan /Sub  kepiatan

inerja  pelaksanaan Regiatan /Sub

dministrasi pem bayaran sesuai

2 ditetapkan dalam ketentuan
1 keutuhan seluruh dokumen

pada SKPD bertanggung jawab

PIK pada Unit SKPD bertanggung

1 sementara  sesuai  ketentuan

FA/KPA mengambil alih mandat

tar1 1 [satu) PPTK di lingkungan

lidasarkan atas pelaksanaan tugas

duki jabatan struktural sesuai

mana dimaksud pada huruf a
1i bawah kepala SKPD selaku PA
in manajerial dan berintegritas;

‘A, PPTK merupakan Pegawai ASN

ktural satu tingkat di bawah KPA

ian manajenal dan berintegnitas;

tural satu tingkat di bawah PA

D, PA dapat menetapkan pejabat

bawah pejabat yvang ditetapkan

ai ASN vang menduduki jabatan

1gas dan fungsinya dan/atau atas
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pertimbangan beban koria dan rentang kendali, PA dapat

menetapkan pejabat jungsional sebagai PPTK dengan kriteria:

a. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

b. Paling rendah menduduki level kelas jabatan 9; dan

c. Melaksanakan tuges dan fungsi yvang berkenaan dengan
kegiatan/sub kegiatan bordasarkan surat tugas dari Kepala

SKPD /Kepala Bagian / Kepala Bidang.

H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
1. PA menetapkan ASN pejabai struktural satu tingkat di atas/setara
PPTK selaku PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD
2. Pada BPKAD selaku SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata

usaha keuwangan scsual ruang lingkup tugas dan wewenang di
SKPKD

3. Pada pola pengelolaan keunngan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan

wewenang BLUD
4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan  retibusi

daerah, Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendanhara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang;

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SFM;

c. melakukan verifikas: laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penenimaan dan Bendahara Pengeluaran:
d. melaksanakan fungs: akuntansi pada SKPD: dan

€. menyusun laporan keuangan SKPD.
6. Verifikasi oleh FPPK SkPD  dilakukan dengan tujuan untuk

meneliti kelengkapan dan keabsahan,
7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK
SKPD melaksanakan tugss dan wewenang lainnya yaitu;
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti keleng \pannya yang diajukan oleh Bendahara
lainnya;

¢




b. melakukan wverifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelehihr pendapatan daerah dari
bendahara penerimas: r

c. menerhitkan surat vataan verifikasi kKelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beseria bukt:
kelengkapannya scba; sar penyiapan SPM.

8. Kepala SKPD dapat menctapkan pegawal yang bertugas
membantu PPR-5SKPD untuk meningkatkan elektivitas
penatausahaan Keuangan SkPD.

I. BENDAHARA

l. Bendahara Penerimasn

8.
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Bupat menetapka: Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD
atas usul PPKD selaku BLUD

Bendahara Penerimzan memiliki tugas dan  wewenang
menerima, menyimpan, menyvelorkan ke rekening kas umum
daerah, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan

pendapatan dacrah yang diterimanya.

Sclain tugas dan wew ng tersebut, Bendahara Penerimaan
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
1] meminta bukii transaksi atas pendapatan yang diterima

langsung melalul RELUD;
2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang

ditetapkan oleh Bupati

1) meneliti kesesuaian antara jumlah uwang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah vang diterimanya; dan

5] menyiapkan dokum pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Unit SKFD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan
oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara Pencrimaa Pembantu  memiliki  tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
Bupati.



Tugas dan wewenang sesual dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

1] menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali uniuk transaksi secara elektronik;

2] meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima

langsung melalul KkLUD
3) melakukan wverifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang

ditetapkan oleh Bupat

4] meneliti kesesuaizn antara jumlah uwang yang diterima
dengan jumlah vang iclah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

6) menviapkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penernimaan dan HBendahara Penenmaan Pembantu
bertanggung jawab secora admimstratf dan fungsional.
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratil atas pencrimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratil dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan

disampaikan kepada kPA

Bendahara Penerimaan bertunggung jawab secara lungsional
dengan membuat |aporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pencrimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku B

Bendahara Penerimaan Pembantu berlanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara fungsional @tas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendshara Penerimaan.

. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat
menetapkan pegawa) vang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan wuntuk moeningkatkan efektivitas pengelolaan

pendapatan daerah.



Pegawal vang bertugss membantu Bendahara Penerimaan

melaksanakan tugas don wewenang sesual dengan lingkup
penugasan vang ditetaplan kepala SKPD.

Pegawai vang bertugas membantu Bendahara Penenmaan
dalam melaksanakan tugasnva bertanggung jawab kepada
Bendahara Penerima:n

Pegawal yang bertugss membantu Bendahara Penerimaan

disebut Pembantu Bel hora Penerimaarn.

Bendahara Pengeluaran

.

b,

d.

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran
kepada Bupati.

Bupati menetapka: Hendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan Tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggeran  belanja  danfatau  pengeluaran
pembiayaan pada SKPPD dan SKPKD.,

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1} mengajukan perminisan pembayaran menggunakan SPP
UPR, SPFP GU, SPP TU, dan SPP L8;

2] menerima dan menvimpan UP, GU, dan TU:

3) melaksanakan pembavaran dan UP, GU, dan TU vang
dikelolanya;

4) menolak perintah bavar dan PA yvang tidak sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5] meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif
kepada PA dan iporan  pertanggunglawaban  secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyelorkan pajak sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain  tugas dan  wewenang, Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wowenang lamnya meliputi:

1) melakukan rekonsilinsi dengan pihak Bank yvang ditetapkan

Bupati;
2] memeriksa kas secura penodik;
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

dokumen fisik dari banlk:

4] mencrnima dan menvetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;



w

menyiapkan dokumen surat tanda setoran  atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan cksternal: dan
6] pelaksanaan anggaran  pengeluaran  pembiayaan pada

ShPD yvang melaksanakan fungsi BUD.,

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA,
Bupati atas usul PPKD) menctapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:

1] besaran anggaran

2] rentang kendali dan/atau lokasi; dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan

wewenang meliputi:

1} mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPPLS;

2} menerima dan menvimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;
3] menerima dan menvimpan TU dari BUD:;

4] melaksanakan pembavaran atas pelimpahan UP dan TU

yang dikelolanva;

3] menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7] memungut dan menyetorkan pajak  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8] membual APCTil pertanggungjawaban SECATA

administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban

secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara
penodik.
Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran
pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1} melakukan rekonsilissl dengan pihak bank vang ditetapkan
oleh Bupat;

2} memeriksa kas secara periodik;

3] menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

dokumen fisik Jdari



P-
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4] menerima dan menyelorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada

tahun berjalan; dan

5| menyiapkan dokumen  surat tanda setoran alas
pengembalian  belanja akibat koreksi atau hasil
pemcriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifal
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupat menciapkan bendahara unit organisasi

bersifat khusus.

Bendahara unit orgamsasi bersifat khusus memiliki tugas
dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratil

bertanggung jawsb atns prlaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara  Pengeluars dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan bertangeung jawab secara administratif dan
fungsional.

, Bendahara Pengeluaran bertanggung  jawab SECAra
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara adminisiratii atas pengeluaran pada SKPD dan

disampaikan kepada PA

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secars
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratil atas pengeluaran pada unit SKPD dan

disampaikan kepada kA

Bendahara Pengeluaran berianggung jawab secara fungsional
dengan membual poran  pertanggungjawaban  secara
fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan

kepada PPED selaku Bl

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapal
menetapkan pegawai vang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.




r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yvang membaniu Hendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,

dan penjualan jas:

2) bertindak sebagai penjamin  atas kegiatan pekerjaan
dan/atau penjualan jasa;

3) menyimpan usng pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun

tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Khusus

u., Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub
kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan
langsung dengan pelaksanaan APBD.

v. Dalam hal bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu SKPD berhalangan:

Jangka Waktu Ketentuan
4 s.d 30 han Bendahara pengeluaran/ pengeluaran |
pembantu SKPD memberikan surat kuasa
kepada pejabat  yang ditunjuk untuk
| melakukan pembavaran dan tugas-tugas
| bendahara pengeluaran atas tanggungjawab
| bendahara/bendahara pengeluaran
pembantu dengan diketahui kepala SKPD _
31 5.d 90 hari | Kepala SKPD menunjuk pejabat bendahara |
pengeluaran /bendahara pengeluaran
pembaniu SKPD dan diadakan berita acara
| serah lerima
Lebih dari 90 | Yang hersanghkutan djﬂﬂgéﬂ].'.} telah
hari mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara
pengeluaran,/ bendahara pengeluaran
pembantu SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD
segera mengusulkan penggantinya ,




w. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam melaksanakan fungsinya PPKD mengusulkan penetapan

Bendahara Pengeluaran PPKD untuk melaksanakan tugas dan

wewenang bendaharn sengeluaran  pada Belanja dan

Pengeluaran Pembiayaan Yang dilaksanakan oleh PPKD.

Bendahara Pengeluaran PPRD ditetapkan dengan Keputusan

Bupati untuk mencrima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan  dal mempertanggungjawabkan  Uang

keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil,

Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan

Pengeluaran Pembiayaar raerah pada SKPKD.

%. Bendahara Pengeluaran BLUD

1) Bendahara Pengeluaran ALUD mencatat pengeluaran pada
buku kas dan menyampaikannya gsetiap bulan kepada
Direktur RSUD «dr. M. Ashari dengan melampirkan bulkti
bukti pengeluarsn vang sah paling lambat pada tanggal 5
bulan berikutmys untuk pengesahan oleh Direktur RSUD
dr. M. Ashan

2) Berdasarkan buku kas Bendahara Pengeluaran BLUD
menyusun laporan realisasi pendapatan kepada Dircktur
RSUD dr, M. Ashari, selanjutnya Direktur RSUD dr. M.
Ashari menyampaikan  laporan  tersebut dengan
melampirkan sural pernyataan (anggung jawab Direktur
RSUD dr. M. Ashari setiap bulan kepada Kepala Dinas
Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

3) Berdasarkan LpOTAN realisasi pengeluaran dan
diintegrasikan dengan laporan penerimaan BLUD, Kepala
Dinas Keschatan menyvampaikan Surat Permintaan

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dibual
Direktur RSUD dr M. Ashari dengan diketahui Kepala Dinas

Kesehatan setisp bulan kepada kepala BPKAD untuk
penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP2B} oleh Krj BPKAD selaku BUD. SP2B dilampin
Laporan Reslisasi Pengeluaran BLUD dan Laporan Realisasi
Penerimaan BLUD vang disusun oleh Direktur RSUD dr. M
Ashari dan diketahui Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala
BPKAD.




4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan

BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan belanja Kepala RSUD dr. M. Ashari SF2B,
dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan.

v. Bendahara Dana Kapitas: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

) Bendahara Dana kapitasi JKN mencatal pendapatan dan
belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan
kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan buku-bukti
pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada

tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala
Puskesmas.

2) Berdasarkan buku kas, Bendahara Dana Kapitasi JKN
menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja
Puskesmas, sclanjutnva Kepala Puskesmas menyampalkan
laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyalaan

tanggung jawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada
Kepala Dinas Keschatan paling lambat pada tanggal 10

bulan berikutnys

3] Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja
Kepala Puskesmus, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan
SQural Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP3B] Puskesmas setiap bulan kepada kepala BPKAD
untuk penerbitan Sural Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP2E) Puskesmas oleh Kepala BPKAD selaku BUD.

4) Pejabat Penatausahasn Keuangan Dinas Kesehatan dan
BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan belanja Puskesmas sesual SP2B, dengan

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

z. Bendahara Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS)
1} Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negen
mencatat penerimann dan belanja Dana BOS pada Buku
Kas Umum bescria Buku Kas Pembantu Bank, Buku
Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek
Belanja pada Bendahara Dana BOS,

2) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri

menyampaikan realisasi penerimaan dan realisasi belanja
setiap bulan kepads Kepala Satuan Pendidikan, dengan
melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah,

¢



paling lama pada langgal 5 bulan berikutnya, untuk
pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

3) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas
Pembantu, Bendahsras [Dana BOS menyusun Laporan
Realisasi Pencrimann dan Belanja Dana BOS masing
masing Satuan Pendiudikan Neger setiap semester.

4] Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana BOS kepada Kepala
Satuan Pendidikan Negeri, untuk selanjutnya disampaikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK] untuk dilakukan
rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10
bulan berikuinya seiclah semester yang bersangkutan
berakhir.

5) Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi

Belanja Dana BO= dilampin Rekening Koran Dana BUs

Satuan Pendidikan Negeri dari Bank, Surat Pernyataan
Telah Menerima Hibah [(SPTMH) Dana BOS oleh Kepala
Satuan Pendidilkas Negeri, Surat Pernyataan

Tanggungjawab Mutlak [(SPTJM] Dana BOS oleh Kkepala

Satuan Pendidikan Negeri dan Rekapitulasi Pembelian
Barang/Aset dari Dana BOS.

6) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi
pendapatan berdasarkan SPTMH dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan

7) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari
Kepala Satuan Pendidikan Negeri, Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudavasn menyampaikan Surat Permintaan

Pengesshan Belanja (SP2H) kepada PPKD selaku BUD vang
dilampiri Relapitulas Rincian Penerimaan dan Belanja per
Satuan Pendidikan Negeri,

8) Berdasarkan SP2H Satuan Pendidikan Negeri, PPKD selaku

BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satuan
Pendidikan Negen

9) Berdasarkan dokumen SPB, PPK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan melakukan pencatatan atas belanja Dana BOS
Satuan Pendidikan Negeri, dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan



TIM ANGGARAN PEMERINTAH

1. Dalam proses penyusun

yvang dipi mpin oleh Sekr

B

dan pejabat pada SKPD L

TAPD beranggotakan terd:

3. TAPD mempunvyai tugas:

a. membahas kebijakan |

b. menyusun dan men
perubahan KUA;

C. Mmenyusun dan meml
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikiasi |

e. membahas rancanga:
rancangan pertanggun

f. membahas hasil eval
pertangpungiawaban A

g. melakukan wverifikas:
perubahan DPA-SKPD

h. menyiapkan surat
penyusunan RKA; das

1. melaksanakan tugas
perundang-undangan

4. Dalam melaksanakan

gesual dengan kebutuhas

15 MAancangan

SKPD;

lnran  Bupat

VERAH (TAPD)

WPBD, Bupati dibantu oleh TAPD

Dacrah.

tas pejabat perencana daerah, PPKD,

sual dengan kebutuhan.

clolaan keuangan daerah;

KUA dan rancangan

rancangan PPAS dan rancangan

D, rancangan perubahan APBD, dan

vaban APBD:

APBD, perubahan APBD, dan

angan DPA-SKPD dan rancangan

1{:nr;-|r|§.3__ e I'iIlTIE-ii ]|

1 sesual dengan ketentuan peraturan

TAPD dapat melibatkan nstans



1.

A.

QISTEM DAN PROSEDUR SURAT PENYEDIAAN DANA

KETENTUAN UMUM

L

SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai

dasar penerbitan SPF atas nelaksanaan APBD.

Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD
tanpa menunggu DPA disahkan.

PPKD selaku BUD dapa! melakukan perubahan SFPD apabila

terdapat kondisi sebagai berikut:

2. Ketersediaan dana pada REUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

b. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat  termasuk  keperluan  mendesak berdasarkan
pertimbangan dan pero shonan perubahan SPD dan PA;

c. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran

berikutnya.

4. Ketentuan Pelaksanaan

o Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran
kas Pemerintah Daerah

b. Kuasa BUD menvampaikan rancangan SFD kepada PPKD selaku
BUD untuk disahkan

c. Kuasa BUD menyvampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepala SKFD.

PIHAK TERKAIT

PPED

Bidang Anggaran SKPLD
Bidang Perbendaharaan SKPKD
SKPD

ALUR PROSEDUR

Kepala SKPD mengisi rencana anggaran kas pada saat penyusunan

rancangan DPA;

Kepala Bidang Perbendaharaan menyusun anggaran kas Pemerintah

Daerah berdasarkan Rencana Anggaran Kas SKPD dan PPKD;




Berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah,

Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD menyiapkan

Rancangan SPD untuk disel hkan dan diotorisasi oleh PPRDY

PPKD kemudian melakukan nengesahan SFD.

Dokumen SPD yang telah disahkan selanjutnya :

a. Dokumen pertama diserahkan kepada Pengguna Anggaran
untuk dijadikan dasar da:am pembuatan SPP;

b. Dokumen kedua dibuat schagal arsip oleh PPKD.

BRAGAN ALIR PROSEDUR

Bidang Bidang
o Perbendaharass ' PPKD SKPD
Fi AT
ngearan selaku Kuasa BUD |
I | l Il
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FORMULIR YANG DIGUNAKAD

PEMERINTAH K

1

ABUPATEN PEMALANG

PEIABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

OO

SURAT PENYEDIAAN DA

, T RS s
TENTANG
WA ANGGARAN BELAMIA DAERAH

TAHUN ANGGARAN

PPED SELAKU BUD

oelerjasul kegiatan tahun snggaran . berdacarkan

DPASKPD/Perubahan DPA-5ERD dan prggar an kasyang te bah ditetaskan, perlu disiapkan
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Eota Tahun Anpgaran

ProwinsifKabupaten/Kota

Peraturan Kepala Daersh Nom:

DA -SEP DY Pe rubahan DPA-SKP

= Peres o Maea (ISP
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D#unjukan kepada SKPD

M ota . Tanggal...___ Bulan.
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Limgai e rikout
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4 Jurnlak Penyedisan Dana EPLEN . e+ s s s s s .
-_ ..I- i I " -I 2 }
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{Tartilang J
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Momor SPD

Tanggal

SEPD

Periode

Tahun Anggaran

Nomor dan Tanggal DR A-
SHPDVPerubahan DPA-SHPD
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III. SISTEM DAN PROSEDUR UANG PERSEDIAAN

A, KETENTUAN UMUM
Sistem dan Prosedur Pengajuan Uang Persediaan adalah sistem dan
prosedur dalam rangka mengisi uang Persediaan di Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilaksanakan pada

saat pertama kalit APBD dilaksanakan. Sistem ini terdin dan

1. Sub Sistem Penetapan Besaran UP SKPD
2. Sub Sistem Penerbitan SPP-UP

3. Sub Sistem Penerbitan SPM-UP

4. Sub Sistem Penerbitan SP2D

5. Bub Sistem Pencairan SP2D

Sub | Sub Sistem Sub Sistem | Sub Sistem L Sub
Sistem Penerbitan —» Penerbitan » Penerbitan Sistem
Penctapan SPP-UP SPM-UP SP2D Pencairan

Besaran SP2D

B. PIHAK TERKAIT
1. SkPD
a. Pengguna Anggaran
b. Kuasa Pengguna Anggaran
¢. Bendahara Pengeluaran
d. Bendahara Pengeluaran Pembantu
e. PPK-SKPD
2. PPKD/BPKAD
a. Bidang Perbendaharaan
b, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
3. PT. Bank Jateng

C. ALUR PROSEDUR
1. Sub Sistem Penetapan Besaran UP
Jumlah /besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
heputusan Bupau. BUD menyvusun rancangan Keputusan Bupati
tentang jumlah /besaran UP dengan mempertimbangkan:
a. Rencana realisasi anggaran vang akan dilaksanakan dengan

mekanisme LS yang disampaikan oleh Kepala SKPD.



b. Analisa BUD atas data realisasi APBD dengan mekanisme GU pada
tahun sebelumnya dan perkiraan realisasi APBD dengan

mekanisme LS.

c. Dalam menetapkan jumlah/besaran UP, BUD dapat

mengeunakan pendekatan

Jumlah anggaran belanja SKPD dikurangi realisasi belanja vg
direncanakan dengan mekanisme LS dibagi 12 (dua belas)
Kepala BPKAD mengajukan rancangan Keputusan jumlah/besaran
UP kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Keputusan sesuai

ketentuan.
2. Bub Sistem Penerbitan SPP-LUT

8. Pada permulaan tahun anggaran setelah Surat Keputusan
Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD
ditetapkan, Bendahara Pengeluaran melakukan Input Data
SPP-UP melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mencetak
dan menandatangani SPP-UP serta melengkapi lampiran-
lampiran yang diperlukan sebagai berikut:
l) Copy SK penunjukkan pengelola keuangan SKPD;
2) Copy DPA-SKPD;
3] Copy SPD;
4) Specimen Pejabal Pengguna Anggaran dan Bendahara

Pengeluaran;
9} NPWP Bendahara Pengeluaran:
6] Nomor rekening Bank Bendahara Pengeluaran pada Bank
Umum Pemerintal

7] Ringkasan SPP-UP;
8) Lampiran-Lampiran lain vang diperlukan.

b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-UP yang telah
ditandatangani beserta |I; mpirannya kepada PPK-SKPD.

3. Sub Sistem Penerbitan SPM-UUP

a. PPK-SKPD meneliti dan menverifikasi SPP-UP  beserta
kelengkapannya, dan mencatat ke dalam register penerimaan
SPP.

b. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambai 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP,
FPK-SKPD menerbitkan Sura Penolakan Penerbitan SPM dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
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Pengeluaran Pembantu beserta dokumen pe ngajuan SPP-UP
untuk dilengkapi dan diperbaiki,

c. PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Pene rbitan SPM dalam
register Penolakan Pencrbitan SPM.

d. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2
(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-
SKPD melakukan Input Data SPM-UP melalui Aplikasi
Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-UP.

¢. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-UF dan Surat Pernyataan
vang menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk
uang persediaan kepada Pengguna Angaran untuk
ditandatangani.

f Pengguna Anggaran menandatangani SPM-UP dan Surat

Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak, serta menyerahkan kembali
kepada PPK-SKPD
PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP yang diterima ke dalam

g

Register Penerbitan SPM
h. PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan
beserta kelengkapan dokumen @

- ‘Burat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

- SBurat Pernvataan Verifikasi dilampiri cek list Kelengkapan
dokumen.

-  Copy Nomor Rekening  Koran Bendahara  vang

ditandatangai/ legalisir oleh PPK SKPD
4. Sub Sistem Penerbitan SP2D
a. Bidang Perbendaharaan menerima SPM-UP yang diajukan ocleh

Pengguna Anggaran.

b. Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP.

1) Apabila berkas tidak lengkap, dokumen SPM-UP dikembalikan
kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi serta mencatat
dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D.

2) Apabila berkas lengkap maka dilakukan Input Data SP2D-UP
melalui Menu Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
diterbitkan SP2D-UP rangkap 5 (lima) dan mencatat dalam
Regster SP2D.
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Pendistribusian SP2D vang telah terbit

1] Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga;

2] Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan;
3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4] Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah,

Sub Sistem Pencairan SP2D

A

BUD dan Kuasa BUD menandatangani daftar penguji SP2D yang
telah diterbitkan.

Berdasarkan SP2D dan daftar penguji yvang diterima dari BUD,
PT. Bank Jateng mentransfer dana dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Bendahara yang tercantum dalam SP2D.
Kuasa BUD mencatal 5P2D ke dalam Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Kas (Format 3.16) pada sisi pengeluaran.



D. BAGAN ALIR PROSEDUR

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (1)
. = SKPD ——
BENDAHARA — i PENGGUNA
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. SPP-UP (Format 3.1)

7 Rincian Rencana Penggunaan UP (Format 3.2)

3. Register Penerimaan SPP (Format 3.3)

4. Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4)

5. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5}

6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-UFP
(Format 3.6)

7. Surat Perintah Membavar (Format 3.7)
8. Register SPM SKPD (Format 3.8)
9. Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9)

10. Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-UP
(Format 3. 1)

11, Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11)

12, Register Surat Penolakan Penerbitan 8P2D (Format 3.13)
13, Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13)

14. Register SP2D (Format 3.14|

15. Daftar Penguji SP2D (Format 3.15)

16, Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16)
17. Register SPP/SPM /SP2D SKPD (Format 3.17)

18. Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18)

Catatan: Format formulir dapat diubah tanpa mengurangl informasi yang bersifat
substansi.

T G R $ T W L B

“mTY
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Format 3.1

FEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
ELRAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PE RSEDIAAN [SPP-UP}

Mpamiar ;.
Mama SEFPDILnt Kerja iR

7. Mama Pengounaiiuasa Pengguna Anggasan

3. Nama Bandahama Pengealuasan

4 NPWP Bandshasa Pengslaaren

5 Mama Bark Per@nma P S 1

B Momoe Fekening Bank

7. Untuk Fapanuan

8 Dasar Pengaluiien it e e E——

SEbesar Ry
Tt ]
Mo I rmam
I |SPD -
Tangga | M oemad == |:-.cp
Il SP20 ==
Targgal ENUWI [1,.
Pals SPP i ivetaphan lEmpras-lamparan vaeg Jipelal i =ilin pada dafiar kelenghnpan dokenen 5FF i
Pamalang
BENDAHARA PENGELUARAN
MANLA,
Wi

Lambar Asli - Untuk Pengguna Anpgaran™PE-SKP0
Salinan 1 . Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 Untuk Bandahara Pengaluaman
Salinan 3 Untuk Arsip Bandahara Fangakiaman

- P "

- T




Format 3.2

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Uang Persedlaan (SPP-UP)

Momar
ahun &

173

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO | ___ PROGRAMMEGIATAN SUBKEGIATAN/REKENING

HODE |

Tertiang

| Rengetahuiflanyeluju

Pengguna Anggaran

MAMA

MILAI RUPIAH

TUTAL  Rp ccoiiinre

Pamalang,
BENDAHARA PENGELLARAN

HiP

il BT 3




- AG
Format 3.3
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
REGISTER PENERIMAAN SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
BIPTE .. e
Homar SPP Jumlah SPF (Rp)
Mo Urut | Tanggal — Urasan BN —
ur Gl i) Ga :a]rig up Gl Tu Gail TE;?
{ 1 i 3 & . 3

| |
|
!
|

T Jamiah
sy L2n00R
Hengetainul
Pengguna Anggaran! Kuass Pengguna Anggaran FFE-5KFD
Tinca tangar) (Tanda tangan)
(rar kg {re i)
i il

Cara pengisian ;

1. ¥alom 1 diisi dengan Nomoar Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TLYSPP-LS (Ga|l, Barang dan Iasa)

4, Kakom 2 diisi dengen Tanggal diterimanya SPP-UP/SPR-GLSPP-TL/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran
3. Kolom 3 Giis! dengan Namor SPP-UPYSPP-GLISPR-TUYSPP-LS (Gal, Barang dan Jasa) yang diajulan

4. Kaiom 4 ditsl dangan uraian SPP yang diajukan SPR-UP/SPR-GLYSPR-TISPP-LS (Gajl, Barang dan Jasa)

= Koiiom 5 dissi dengan jumiah rupiah SPR-UPYSPR-GLYSPR-TLVSPR-LS (Ga) Barang dan Jasa)



SKFD

Format 3.4

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

.
Kenada Ylh
Bendahara | PPTK
di-
[NOITCE
LErpran
Feriral Pengerrbaian S5FP
Bersama ini lerlarpr Sural Permintaan Pembeyeen Lang PersadeandGant Lang/Tembahan Lisng dan Langsung
(SAR-LPGLUITULS) Saudara Moeror | tangga il (ik=rmbalan kerers fdak memenuhi syanat
unluk dproses

Adapun kelurangannya sebaga berku
1

Demikian deampaien, slas ke armanya dcapkan Brma ks

 tanggal

Pengguna Anggaranl
Kiasa Pengguna Anggaran

{tanda tangan)

{nama lenghag|
WP




PEMERNT it KAGLEATEM PEMLANG

REGISTER SURRT FERCILAKAN PENEREITAN 5P

Format 3.5

Yeralah $P9 [Rp)

1]
Heu lingt | Tanggal |'—'-'— Leziz:

G | T | tarang |

i | Jumah

Menpetiany,
Perggens kagparen Kuasa Penggum Anggain

|1 g

(Fere esgiag]
i

(Cara pengician |
L. Kol 1 ks cergan Remar Lt SPP-UR'SPP-GLYSPRTU'SPR-L5 (Ga, Bareny dn oo ang diokok dikertibanna 5PN
1. Keiom 2 i dengan Tanggal den nomr sural penolain penetitan 57
3. Rolomn 3 i lengas Nomor SPP-LP/SPRGUSPR-TLYSPRALS (Cajf, Bararg s 35 | yang Jniak dierhifiannyg SPY
4, Rouom 4 s dengan araien SPP yang dikolak cierbiianmya S
3. Folom 5 dis cengan jumish fupiah SPP-PSOP-CLUSPR-TIFSPR-LS (G, Beraro dan b fang ditoiak ciiprtaianmyg SPM

b

(Tanda Linges

e g
R



Format 3.6

Sma
_—e

r
I e

ey

| B e
:_ ap _-‘-|

e
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SHP]} R N R RN RN R R R RN NN EY

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SPM UP

NOmor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A e R e e e e e e
Jabatan J e b e e S O e S T
Selaku :  Pengguna Angearan pada ... ki

Menyatakan dengan sesungpuhnya bahwa

1. Perintah membayar .....c.ccovviieniiiiiiniin, sebagaimana tercantum
pada SPM-UP Nomor ......c.cocovvviinnns . TANRERl ..vivivvirisnans telah

diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan,

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan
atas pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab

dan menyetor kelebihan pembavaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran

anca Tangan

Nama Lengkap

LG

- ol L] ¥ T O T ¥ " [ . |
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KETERANGAN/URAIAN DALAM PENGAJUAN DALAM SPP/SPM

UP/GU/TU/LS
_ JENIS . TRATAN
50| pecaiAn | By &
1 | UP (Awal Tahun Penyediaan Uang Persediaan SKPD ... Tahun Anggaran ......
Anggaran)
2 [ GUP ['Ganti Uang Persediaan ke-.... SKPD.....

4 | GUP Nihil (Akhir Ganti Uang Persediaan Nihil SKPD ..., Tahun Anggaran ..., dengan Sisa
Tahun Anggaran) Uang Persediaan sebesar Bp ...

5 |[TuP Tambahan Uang Persediaan :::egiataﬂ ..... Bulan.... Tahun....

6 | TUP Nihil [ TU Nihil atas SP2D TU No ..., Taﬁ-:jgm ... sebesar Rp
Uang TU sebesar Rp .......

...... , dengan Sisa

7 | Ls-Pihak Ke Tiga « Pembayaran Pengadaan ......
{sumber dana : DAU/DAK/DID/APBD-I*)
» Pembayaran Uang Muka Pekerjaan .......
{sumber dana ; DAU/DAK/DID/APBD-I*)
= Pembayaran Tahap/Angsuran/Termin/MC ....... Pekerjaan
(sumber dana : DAU/DAK/DID/APBD-I*)
« Pembayaran Retensi Pekerjaan
(sumber dana : DAL/DAKS/DID/APBD-1*)

8 | LS-Gajl dan | « Pembayaran Ga|i dan Tunjangan Pegawal Bulan ....... Tahun...
Tunjangan » Pembayaran Kekurangan/Susulan Gaji dan Tunjangan Pegawai atas
nama ,...Bulan

« Pembayaran luran Pemda dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan
Bulan ...... Tahur, .u..

» Pembayaran Kekurangan/Susulan Iuran Pemda dalam
Penyelenggaraan Asurans! Kesehatan Bulan ..... Tahun .....

« Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bulan
........ Tahun

Catatan : Uralan dapat diberikan keterangan tambahan sesuai kebutuhan
pengelolaan keuanagan




PRt
Pesgrara Asgearen| Kuuas Pengsins Angsaan
e rgn]

rarm 4
i)

L3 pengisian |

L Kolom | gl cengen Nomor Lt SPH-UPSPH-GLSPM-TISAN-LS G fars

L Koiom 2 disi e Tangsl crjukanma SPH-URISPUGLUSPAL TIASP!

3, Bowom 3 disi hengan Nomor SPH-URISPH-GLISPME TIPS (‘aal, Berang dan
4. Voo 4 disicengan raian SPM yang diajokan SPM-UP/SPH-GL SPM-TUSPY

5. Kolon § difs dengan fumizh rupiah SPMELP/SPN-GLASPH-TUYS LS (G

s
Sarang i Josa)
152) yang daian

5 i, Berang dan Jesa

Y 3 s

PRSP0

[ Gargan)

{1



2
W ’l'l'__:
.g |'1=--::' > |

e
Tyl

t 1.;1'-\!-”
TEN ALANG
FEN’IEHIH'[:‘RH KABUPA rEN PEM

T L L
saE
T L L —n

SKFI] ..+..--+--+--a----"l"" i _'_______
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PP
L= . ; n'.: E -
ELENGKAPAN DAN KEABSAH W DOKUMEN DAN LAMPIRAI
!"'l.-' | “ruln Lo ] gi=i=iptass
NOMIOE  cviveririnnvidassyansesanaees

Yang bertanda tangan di bawah 1ni

Nama R

Jabatan L eiayavars
Selaku Pejabat  Penatausahaan Keuangan  (PPK)

TTTIICI I L]

Menvatakan dengan sesungpuhnva bahwa:

1. Telah meneliti kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen SPP
dasar pengajuan SPM, antara lain:

a) DPA, memastikan belanja tidak melebihi sisa anggaran DPA;
b) SPD, memastikan Dana untuk belanja terkait telah disediakan:
C) kelengkapan dan Keabsahan dekumen pendukung serta sesuaj
dengan jenis pengajuannyva berdasarkan ketentuan peraturan
| ;—:I::nmrlemg undangan sebapaimana check list terlampir; c.lan
d) Kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPM dengan dokumen
pendukungnya.
2. :-;:.Eln'nﬂkﬂpiiﬂ dokumen kami simpan dan siap disampaikan jika
kﬂf,:iﬁﬁfq untuk pemeriksaan dan/atau kegiatan lain sesuai
3. Jika dikemudian hari Pernyatasn saya ini tidak benar

bersedia diberikan sanks u
kan sanksi sesuai peraturan yang berlaky

, maka saya

Fejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD .

T-.-?Iﬂd:-l_ TEIJ"IEJII‘L

Nama Lengkap
NIP




Tk [ 1 d-l*:. I
Lampirai Sural 13'-fr1*.*_z.=auuq;um ':1_}
gebagal Dasar pengajual P U
MNomor -
CHECK! ST DO UME
| No Dolkumet
| 1. |SPP uUp
PI T LEN -_l i1

| 2. | SK Pent

| 3 :, DPA
4, | SPD

gnjukan Pejabal

| Ada dan Absal

— v | aTe
e
rYa | ..T|dEI-]";.

Tanda Tangan

Nama Lengkap
MNP
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Format 3.11

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

remalang. -, [ e

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran
ﬂ' i

Momos

Lampdan 2 e e

Perihal i Pengembalian SPM

Berssima inj kEramplr Surat Permintaan Memb J 'Ganti T
Liang dan Langsung (SPP I_.'I-'.-'GU.‘"I'U."L;:I 5 *ulv.'k--n 1 Moy I.-I:lr'ﬂ b i
E” a- ] ; ‘ _.\_ ‘. . - ..| nr sy o g [ETY T Tl e it
ggal bulan ....... ahun, ... dikembatikan karena dark memenuhl syarat untuk diproses,
Adanun KEkUTANgannya setagal barikyt

¥ ditiCapkan EErirma Kasih

I'-F‘E'I'I'lalar:ﬂ_ tanggay

K
Bpala Bld:ng Perhendaharann
(tandg lafigan)

(Nama [ an ka
Mo vap
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Format 3.12

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Halaman i ...........
Jumlak (Rp
No.Urut | Tanggal ";;"H“ Uraian : Keterangan
Ur/GUTU L5
1 1 3 i 5 i 7
|
Jumlah

Pemalang, tanggal

Kepala Bidang Perbendaharaan
(tanda tangan)

iMama Lengkap
HIF

Catatan pengisian ;

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

4. Kolom 2 dissi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak

4. Kolom 4 diisi dengan uraian alasan penerbitan surat penclakan penerbitan SP2D
5. Kolom 5 diisi dengan jumiah SPM UP/GU/TU yanq ditolak penerbitan SP2D

6. Kolom 6 diisl dengan jumiah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D

7. Kolom 7 diisi dengan penjelasan yang diperukan



by |

: Bank Jateng Cabang Pemalang

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening HNomas
(TR oo eessssnnnnns i i e vy o

Farmat 3,13
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Namar; .. SR e S P L e
Mo SPM = ..., e W S | Drani :BUD  Kuass BUD
TangESl = 1 iisssererressssees e NEWP L
SEPDVUNA Karja » ... e (DTN Tangaoal : .“““.“ IIIIIIIIIIIII
TEhUn ANGGEFAN | coceereniimnrreresssesens

Bank Pengirim l

Kepada E niERGE b sunenanans
Mo, Rekening Bank
Bank Pengrima | P e S R S
Fepariian Liniuk S

——

NO | REKENING URAIAN

JUMLAH

1

JUMLAH]

Folongan-Potongan:

NO REKENING URAIAN

JUMLAH

3 —

JUMLAH

Infommasi ; (tidak mengurangl jumlah pembayaran SP20)

| NO | REKENING URAIAN

JUMLAH

5P2D yang Dibayarkan
dumlah yanrg dimnia

Jumlah Potangan L
Jumlsh yang Dibayarkan - PR T TS—
Uaing Sajumbah {.........

Lambar 1
Lambar 2
Lambar 3
Lembar 4

i Bank yang Ditunjuk

: Pengguna Anggaran | Kuasa Pengguna Anggaran
: Argip Muass BUD

: Pihak Ketiga *)

KUASA BUD

| EIAAT PEIOKTAR PENGAIRAR Daj&

Frinfesd By SIMIM-AE ] 11




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

REGISTER SP2D

Mo et | Taoggal | - _ul

P

Format 3.14

Fakman ;

Lrain

Juriah 5P20 (Rp)

Jurish

Cara pengisian :

-

Kuasa Bendahara Lium Doerah

(Tands Brgas)

WP,

L. Koo 1 disi dengan Nomor Urut SP2D untuk pengeiuaran LRI GUYTU/LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diterbitan

L. Kokom 2 disi dengan tanggal diterbitkannya SP2D

3. Kolom 3 disi dengan Nomor SP2D untuk pengeluaren UP/GL/TU/LS (Gaji, Barang dan Jas) yang diterbitkan

4, Kolom 4 diisi dengan Uraian SP20 diterbitkan

3. Ketom 5 disi dengan jumiah rupiah SP20 untuk pengaluaran LIP/GU/TUILS (Gal, Barang dan Jasa) yang diterbitian




Format 3.15
DAFTAR PENGLUUJI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TANGGAL
HALAMAN .
SP2D i JUMLAH
NO- 6L [ nowoR RRAN e
i 2 3 i
|
JUMLAH
JUMLAH HALAMAN .......... S/ D ovvieins
JUMLAH HARI IMI :

KEFALA BIDANG PERBENDAHARAAN




= £

Format 3.16

RADAN PENGELOLAAN KELUANGAN DAN ASE] DAERAH

Holamam

BIDANG PERBENDAHARAAN

Tahamn Al Lran

BUKL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

I
M,

POANLA UNTT KERJA!
BADANTDHINASRANTOR

PESERIVUAAN (Ry.) PEMGELUARAN (Rpd

T El

o 8
TANC AL

TUMLAH TANGOAL
JUMLAH 5T TAMNGGAL
JUMLAH ST TARNUCEAL
DEFOSLTL

SALDO

IUMLAH

Padn hari ini tanggal
pdeh ko didapat dalam KAS
i

Rp

Kepala Bidang Perbendaharaan

MNama

IR i il e




Format 3.16.A
FEMERINTAH EABLUPATEN PEMALANG
SKPD ...
Tahun Angrara
BUKL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

vl aasisivn

I —— 1
LLER UHALAN FENERINIAAN (Kp.) FENGELUARAN (Hp.)

d S F]

TANCAAL

I IUMLAH TANGGA]
JIUMLAH ST TANGGAL |
JUMLAH ST TANGGAL
IDEPOS T

"i_:.l [ )
L] JUMLAH —

Sildi tanggal

a.n. Kepala BPKAD
tepala Bidang Perbendaharaan




Format 3.16.8

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

BUKL KAS PENGELUARAN
FER Sk FFI}

Tanggal :

UNIT KERJA/ BADAN DINAS

. , , , Pengeluaran
Mo, Urat Kode Rekening |raian £
(Rp)
Jumbah Anggaran : Jumlah Hari Ini
lumlah s/'d sebelum hari ini
_ Jumlah s/d hari ini

a.m. kepala Bidang Perbendaharaan
kepala Sub Bidang .........

Bama
MR onmmmns



Format 3.17

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
REGISTER SPP/SPM/5P2D
SEPD .....cininina R

Jenis SPP | SPM aF2D . .

Nomer | yprgu U ! . . ] ) URAIAN | Jumlah Kt
_l_ Tenppal | Nomor | Tanggl | Nomor | T&gp&_ﬁm'ﬁc:‘i [ _|_‘
L | 3 a s« | 5 | & | 7 | &8 | 9 w0 | 1|

wonnennney VAMVEEAL .ioiiniiinns

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

(Tanda Tangan)
{Nama Jelas)
MIP....conns




Cara Pengisian

1). Kolom 1 diisi dengan nomor urut

2). Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS

3). Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP

4). Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yvang diajukan

5). Kolom 5 disi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP
pada kolom sebelumnya

6). Kolom 6 dis:1 dengan nomor SPM vang diterbitkan

7). Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan
penerbitan SPM pada kolom sebelumnya

8). Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D vang diterbitkan

9), Kolom 9 diisi dengan uraian pengajuan

10). Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

11). Kolom 11 diisi dengan keterangan vang diperlukan

12}). Kolom tanda tangan ditandatangam oleh Bendahara Pengeluaran

disertai nama jelas



Format 3.18

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP-[ jenis_spp ]

0 | Surat Pengantar SPP- {jenis_spp)

[ 1 EHlnghasan SPP- fenis_sppl

[ ] : Rinctan SPP- {lenis_spp}

[ 1|5atnan sPO

! [ ]| Sa%nan surat rekomendasi darl SKPD teknis terkail
— e

(1 ]|555P disertai taktur pajakalinan surat rekomendasi dar SKPD teknis terkait

. [ 1| Surat peranflan kerjasama kontrak

Bera acara panyelesalan pekanasn

]
| ]| Berita acara serah lerima barangfasa
|

Kwitansi bermateral, notatfakiur yang ditandatangani pihak kotiga dan PPTH sema disaluj pengguna snghanis

| '| | Eura[j:lmln:n bank atau yang depersamakan

| | Crokumen kain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak vang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dan
| penerusan pinfaman/ hibah har negeri
¥

| ] Berita acara pamaeriksaan yang didandatangani pihak ketiga [ rekanan serla unsws panilia pemerniksaan barang berikul
I daftar barang yang diperkss
| 1| Surat angkutan atau kenosemen apabila pengadaan barang diaksanakan di luar wilayah kerja

[ 1| Surat pemberilahuan potongan denda keterlambiatan pekenaan darl PPTK apabiia pekenaan mengatam| kelerfambatan

[ ]| Foto / Buku / Dokumantasi tingkat kemajuan alau penyelesaan pokaraan

[ 1 Fhusus unbuk pekerjaan konsullan yang perhdungan harganya menggunakan biaya persoml (billing rxta) . Berta acara
preskesi kemajuan pekedaan dilampin dengan bukti kehadinan

Lampiran Lainnya

PENELITI KELENGEAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal | anggal_kelangkapan |
Mama T | mama_ppk |

MIP | nip_ppk ]

Tanda

Tangan

T YT T T CTTEEEEETE T s



[V. SISTEM DAN PROSEDUR GANT! UANG PERSEDIAAN
A. KETENTUAN UMUM

1. Sistem dan Prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) adalah

dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di Bendahara
Pengeluaran
2. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK-

SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP.
3. Besaran SPP-GU adalah scbesar UP yang dipertanggungjawabkan
oleh Bendahara Pengeluaran.
4. SPP-GU digjukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%

(lima puluh persen) dan pelimpahan UP bendahara pengeluaran,

kecuali pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, SPP-GU dapat
diajukan apabila SPJ sudah memenuhi 35% (tga puluh lima persen)
dari pelimpahan UP bendahara pengeluaran,

5. Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan;
a. LPJ Penggunaan UP diseriai dengan bukti-bukti transaksi vang

lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.
b. Pengajuan Permintaan GU vang didokumentasikan dalam SPP GU
6. Sistem ini terdiri dari
a. Sub Sistem Penerbitan SPP-GU
Sub Sistem Penerbitan SPM-GU
¢. Sub Sistem Penerbitan SP2D

d. Sub Sistem Pencairan SP2D

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem :

: : .

Sub Sistemn LJ Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem

Penerbitan | Penerbitan +—+ Penerbitan (= Pencairan
SPP-GU | SPM-GU SP2D | SP2D

B. PIHAK TEREKAIT
1. SKPD
a. Pengguna Anggaran
b. Bendahara Pengeluaran
c. PPE-SKPD
d. PPTK
2. PPKD/BPKAD
a. Bidang Perbendaharaan
b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
3. PT. Bank Jateng

E Bl 000 OB B w L B e 00 e ol P



C. ALUR PROSEDUR

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-GL

=

b.

Berdasarkan bukti-bukii pengeluaran yang telah mencapai jumlah

tertentu. Bendahara Pengeluaran melakukan Input Data SPP-GU

melalui Aplikasi Pengelolann Keuangan Daerah, mencetak dan

menandatangani SPP-GU serta melengkapi lampiran-lampiran

yang diperlukan sebagai berikut;

1} Surat pengantar SPP-GL;

2} Ringkasan SPP-GL,

3) Rincian Penggunaan Dana GU;

4) Nomor rekening koran Bendahara Pengeluaran;

5) bukti-bukti transaksi vang lengkap dan sah, termasuk dokumen
perpajakan terkait;

6) Laporan Pertanggungjawanban Uang Persediaan yang telah
disahkan.

Bendahara Pengeluaran menvampaikan SPP-GU yang telah

ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-SKPD.

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-GLU

H.

PPK-SKPD menerima SPP-GU berserta lampirannya diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam regster
penerimaan SPP.

PPE-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU.

PPK-SKPD menverifikas: Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran
SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja

PPK-SKFD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI" pada Bukt yang
telah diverifikasi.

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-
GU untuk dilengkapi dan diperbaiki,,

PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam

register Penolakan Penerbitan SHPM.




Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka walktu 2

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD
melakukan Input Data SPM-GU melalui Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Daerah dan menvusun draft SPM-GU.

PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-GU, Surat Pernyataan
verifikasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Ganti Uang
Persediaan kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani SPM-GU dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak serta menyerahkan kembali
kepada PPK-SKPD.

Pengguna Anggaran bertanggung jawab mutlak atas semua
dampak yang ditimbulkan dari penandatanganan SPM dan tidak
menyertakan BUD/Kuasa BUD untuk tarut bertanggung jawab;
PPR-5KPD mencatat penerbitan SPM-GU yang diterima ke dalam
Register Penerbitan SPM;

FPR-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta
kelengkapan dokumen :

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

- Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan

dokumen;

3. Sub Sistemn Penerbitan SP2D

i ]

¥

Bidang Perbendaharaan menerima SPM-GU yang diajukan oleh

Pengguna Anggaran;

Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU.

1] Apabila berkas tidak lengkap, dokumen SPM-GU dikembalikan
kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi serta mencatat
dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D.

2] Apabila berkas lengkap, dilakukan Input Data SP2D-GU
melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diterbitkan
SP2D-GU rangkap 5 (lima) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
berkas diterima.

3) SP2D yang telah diterbitkan dicatat dalam register SP2D.

Pendistribusian SP2D yang telah terbit :

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga;

2] Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan;

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah



4. Sub Sistem Pencairan SP2D
a. Bidang Perbendaharaan BPKAD melaksanakan pengujian SP2D
yvang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan.
b. Berdasarkan SP2D dan daftar penguji vang diterima dari Bidang
Perbendaharaan BPKAD, PT. Bank Jateng mentransfer dana darn
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara vang
tercantum dalam SFP2D

Bidang Perbendaharaan BFKAD mencatat SP2D ke dalam Buku

7]

Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16).
d. Bidang Perbendaharaan BPRAD mengirimkan Format 3.16 dan

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntans: dan Aset Daerah BPKAD

=



D. BAGAN ALIR PROSEDUR
'BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) (1]

SKPL

BENDAHARA e R
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FORMULIRE YANG DIGUNAEKAN

b

(all] |

=]
.

SPTE GU/TU (Format 4.1)

gurat Pengantar SPP-GU (Format 4.2)
Ringkasan SPP-GU (Format 4

Rincian Rencana Penggunaan GU (Format 4.4)

surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-GU
(Format 4.3)

Laporan Pertanggungiawaban Uang Persediaan Bendahara
Pengeluaran (Format 4.6)

Ceklist kelengkapan WVerifikasi Dokumen Pengajuan SPM-GU
(Format 4.7)

Formulir terkait lainnya

1.

2.
3.

10,
i1.
12.

13
14,

Register Penerimaan SPP (Format 3.3)

sSurat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4)
Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5)
Surat Perintah Membayar (Format 3.7)

rRegister SPM SKPD (Format 3.8)

Surat Pernyataan Verifikas: (Format 3.9)

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.1 1)
Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12)
Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3, 1.3)

Register SP2D (Format 3.14)

Daftar Penguji SP2D (Format 3,15

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16)
Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3 17)

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3, 18)

. I- .T T T T [P



Format 4.1

SPTB - GU/TU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nemar: ... (1)
f, Kede SKFD
2. MNamaSKPD
1 Taggdio. OPA
& NamaProgram
Yang besandatangan o bawah il (Fengguea Angganan/Kussa Pangauna Anggean” SKPC eeveerseseses oneesree |0 MENYEREEN bafvea Saya
DeranggungjewaD secara emal dan matessl A sagas pengeluzen yang i dibaya lunas oieh (Bendahars Pengeluaran/Bandahars Pengeluaan
Pembanky|" kepada yarg beshsk menanima serta kaberaran pamiungan dan selren paja yang ielah dipungul s pembayaan Esebul dengan
pafircian s2baga beritut
| e 1 Paja yang dipungul Bendshaa
Ma | Koda Rekening Lraian Pengfims | _ Jumish Pangeiaran
_ | Tanggal | Nomar PPN | PPh
| a b i d g | i h I
m (8} ) (10} T e [4) (15)

Kaglatan ........eeene

Belania Fegaea

|objek belanja Pegawa

(fintian belanja Pegaea

(bukd Fansaks|

ihukd ransaRsi .

fincian belania Pegawai

[ Franessi

Skl fransaxsi

v

Jumiah == B e

Buki-bukd pengeluaran anggaran dan asi seforan pajai (SSPIBRN) kersebyt o s disimpan olah (Pengguna Angparan¥uasa Pengguna Anggaran)®
urkk kelenghapan administas! dan pemeriksasn aparl pangawssan ingsion:

Demikian Sural Pemyataan i dibual dangan seberamya

(Pengguna Anggaran/ {Berdahar Pengeluzan
Kuasa Pengguna Anggamn® Bendahara Pangelusran Pembariy)®
Mama..._.... (1) ... Nama ... (16
NP . (1) NP .. [17)..
Calatan ©
" conet yang fdak pary



PETUNJUK PENGISIAN SPTE UNTUK SPM GU

{1} e dangan nomi el SF T8

[ 2] Diesi ciangan knde SXPD yang bersangiutan
{d) Diai derezan nama SKFD yang bersenguutan
1] Dfsi dengan tanggal dan Momor DPA

{w] LS SRngan Pama Frogeam yung Disciasakar
{B] Cis: dengan nama SKPD yang bersangsiian
{7] Diisi dangan nomar arul

8] Dizi dangan Koda Fekanng

18] Diisi wraian pembayaran yang mefipul bnglup pekanzaan yeng dpenasilan, anggal, nomor konirak'3PY, berta scaes yang digerukan

dipersyanztian
[0} D chbregan mma pisneiime Lang/sikanan
[11] Lesd dengan ',||~;-,-].;|I i euslas:
1) El!l-:.El'r;EII Foma Buklieusens
[43] Déal dengan bl pads lodtansi {heuin]
[ 1] Dosd dengan jurint nipiah PPN vang disenakar
3] Et;l",l!'l;.]ll_!l'f\‘.'l" fupsil PPh yang dieriakar
| V& Dhisi nama Bendzhat PergeluamanBendsham Pengelizen Fembank
|17] Dusi MIF Bandahara PengeluaranBendahars Fangelaran Pembaniy
{15 Dhesi nama Pengguns Anggerendiuasa Penggusd Ang

|15 Dliisi MIP Penggena Anggamnkusss Pengguna Amggar:



aFP GU

PEMERINTAH kKABL

SURAT PERMINTAAN FPEM

Format 4.2

PATEN PEMALANG
IBAYARAN GANTI UANG

(SPP—(L)

Nomor ! ..o,

kKepada Yth.
Pengguna Anggaran
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bups

casensssnnnees LETItATE Penjabaran APED
Permintaan

A, Urisan Pemermtahan

b. SKPD

¢, TahunAnggaran

d. DasarPengeluaran SPD Nomao
e, Jumlah SPD

f. Nama Bendahara Pengeluaran
g. Jumlah Pembayaran Yang Dimint:

h. Nama dan Nomor Rekening Bank

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPR-1
I Momor dost dengan nomor SPP

| =

SKPD diizi dengin nama SEPD;
3. Nomor Peraturan Bupatl diisi dengen momor
peda tahun anggaran vang bersanghkutan
4. Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan mnan
5. SKPD diisi dengan kode dan pama SKPD
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggira
i, Dasar pengeluaran diisl dengan nomor SPELD 4
8, Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD v
jumiah terbilang dari dana SPD tersebul
9. MNama bendahara pengeluaman dilsi denga

menerhitkan SPP;

190. Pembayaran yang dimints diisi dengan jus
penerbitnn SPP. Pengisian disertai deng
dicairkan terseht:

Il Nama dan nomor rekening bank diisl o
bendahara pengeluaran pada bank t=rsebur
vang diminta untuk dicairkan lewat pencrbil

« Diatas baris penandatanganan dis: dengan 1

13. Dibawah tandatangsn bendahara pengelysrar

dan dibawah nama diisi NIP bendahara pengel

FahWn s

SURAT PENGANTAR

i1 Pemalang Nomor .caeos

175 3 PR R S
PETDHADE © oviriisranerasses
it = TR S e e
(T Fr o |

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Peraturan Bupat mengenal penjabaran APBD
1| UFuisan pemerintah;

VRNE Dersangkutan;
g mendasan penerbian SPF;
ing telah diterbitkan. Pengislan disertai dengan

nama bendahara pengeluaran SKPD yang

ah dana yang dimints untuk diceirkan lewat
nlah terbilang darl dana yang diminta untuk

1 nami bank beserta nomor rekening bank
ny akan dipakai untuk pemindahbubkuan dana
=PP
pgel dan tempat penerbitan SPF;
il dengan natna jelas bendahara pengeluaran
15 TRk

T T W

Tahun
bersama ini kami mengajukan Surat
Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut !




Format 4.3

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GL)

Momaor : = e

="

MNama SKPD'WUnst Kera

3

Hama Penggunafuass Fengauna Anggaran
3 Mama Bendahasa Pengeliaran

NP Bardahara Pengeiuaran

.

Hama Bank Penerima

H

& Momor Rekaning Hank
7. Uniuk Kepariuan

B _Usgar Fengakiaran

Sebesar Az

[ Tarhiiang ]

M I[FR-T,

| aFu

Tanggal | Mamar

| SFED

Tanggal | Momar |E|-

Paals 5P ifn diteliphsn lamprde-ladijpnidn varg dijcisha & beriera pasdy daftar kelengkapan dotumam 5P 1m

Pamalang
BENDAHARA PENGELLIARAMN

MIP

Lambar Asli : Unfuk Pengguna AnggaranPPH-SKPD
Salinan 1 ; Untuk Kuasa BLUID

Salinan 2: Untuk Bandahars Pangslusrsn

Salinan 3 : Untuk Arsip Bandahara Pengeluaman




Format 4.4

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Gantl Uang Persediaan ({SPP-GLE)

Moamor
Tahun Arpharan

RIMCIAN RENCANA PENGGUNA

T NOD PROGRAMMHEGIATAN/S UBKEGIATANRERENING | WILAIRUPIAH
KODE ] == NAMA
: |
=) TOTAL : Ap
Tarnilang
Mengetahunleny ety Pamalang
Pangguna Anggaran BEMOAHARA PENGELLUARAN
BLARLA BUARA,
MIP

MIF

=




Format 4.5

e =Y

i
Syt
i W iy
b il

o
PEMERINTAH KABLUPATEN PEMALANG

SEKPD ..ccicoiiiiinsmminnsmiiiasnainnsssssssssssssssssassnse

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SPM QU

T DT iy e R b e

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama B e
Jabatan L —
Selaku : Pengguna Anggaran pada ..o.cveceve e,

Menyatakan dengan sesungguhnva bahwa:

1. Perintah membayar Ganti Uang Persediaan sebagaimana tercantum
pada SPM-GU Nomor .......oiaiiii. Tanggal e telah

diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan.

Bacdt

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan
atas pembayaran SPM tersebut, kami bertanggungjawab mutlak dan

bersedia menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, .........c.ovvvuees
Pengguna Anggaran

Tanda tangan

Nama Lengkap
NIP

I s B b " T



Format 4.6

PEMERINT Al
LAPORAN PERTANGGLIN
BENDAH

KABUPATEN PEMALANG
TAWABAN UANG PERSEDIAAN
YHA PENGELUARAN

SKPD

Tahun Anggaran

KODE REKENING Uleaian Jumlah

TOTAL |
Uang Persediaan Awal Période |
ang Persediann Akhir Peripde |

Menyetuju

Pengpuna Anpoaran

(tanda tangan}
Mama Jelas

MIP

Cara Pengisian :
1) Kolom kode rekening diisi deng
rekening kegiatan, belanja samp:

............. Tanggal .............

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)
{mEma jelas)

MIF

kode rekening mulai dari kode
dengan rincian obyek.

2] Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai

dengan rincian obyek.

3) Kolom jumlah diisi dengan juml:
setiap rincian obyek belanja

4) Kolom tanda tangan diisi dengan

jelas.

rupiah belanja untuk kode rekening

anda tangan Bendahara disertal nama



Farmat 4.7
Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM GL
(3| R £
CHECKELIST DOKUMEN PENGAJUAN aPM GU
No Dokumen | Ada dan Absah |
| 1. !qFF' GU Ya Tidak
|
Surat Penge ;-ah;tn Laporan | ' Ya ~ Tidak
Pertanggungjawaban _
| Bukti-bukti transaksi belanja vang lengkap | |
3. |dan sah termasuk dokumen pe ‘rpajakan 0O Ya Tidak
| terkait —— = N
4. | ID billing pajak ‘ ' Ya Tidak
_ _ I |
2. | Soft Copy laporan pajak bulan sebelumnya 1 Ya ‘ Tidul{A‘
I |
| 6. | STS pengembalian belanja (kontra pos GU) l Ya Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD ...

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NP




V. SISTEM DAN PROSEDUR TAMBAH UANG PERSEDIAAN

A. KETENTUAN UMUM

.

k2

oh

Sistem dan Prosedur Peng wan Tambahan Uang Persediaan (TU)
adalah sistem dan prosedur dalam rangka permintaan tambahan
uang persediaan guna melyl sanakan kegiatan SKPD yang dalam
jangka waktu satu bulan va : Udak bisa dicukupi dengan UP.
PA mengajukan nota dinas ne; nohonan TU kepada PPKD,
- Jumlah pengajuan SPP TL ‘rus mendapat persetujuan PPKD.
. Dalam memberikan perseituan, PPKD memperhatikan:
d. Rincian rencana PenEguUnaan dana yang disampaikan oleh
PA/KPA
b. Rencana Jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan
Sistemn dan Prosedur Pengn “in Tambahan Uang Persedizan (TU)

terdini dari -

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-TU
2. Sub Sistem Penerbitan SPM-TU
3. Sub Sistem Penerbitan SP2[)
4, Sub Sistem Pencairan Sp2
Bagan Alur Hubungan antar Sub = stem :
|_51|h Sistem —| |_ Sub Sistemn | Sub Sistem Sub Sistem
Penerbitan Penerbitan *  Penerbitan Pencairan
| SPP-TU SPM-TL SP2D SP2D
— e — —

B. PIHAK TERKAIT

1. §

a.
b.

L

d

e,

f.
Z P

a.

b

KPD
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggara
Bendahara Pengeluarsn
Bendahara Pengeluaran Pembanty
PPK-SKPD
PPTK

PRD/BPKAD
Bidang Perbendaharasn

. Bidang Akuntansi dan Aset Dacrah

3. PT. Bank Jateng




-

C. ALUR PROSEDUR

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-TL
a. Apabila terdapat kebutuhan helanja yang sifatnya mendesak atau
kegiatan sesuai jadwal harus segera dilaksanakan yang dikelola
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan

untuk kegiatan yang lain, maupun dalam rangka pengisian uang

Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang,
maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melalukan Input Data SPP-TU melalui Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Daerah, mencetak dan menandatangani SPP-TU serta

melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut :

1) Surat pengantar SPP-TLU;

2) Ringkasan SPP-TU;

3] Rincian rencana penggunaan TU,

4) Nomor rekening Bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Bank Umum Pemenntah;

5) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
tambahan uang persediaan,

6) Lampiran Lain yang diperiukan.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyampaikan SPP-TU wvang telah ditandatangani beserta
lampirannya kepada PPE-5KPD.

2. Bub Sistem Penerbitan SPM-TU

a. PPK-SKPD meneliti dan menverifikasi SPP-TU beserta
kelengkapannya, dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP.

b. Apahbila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak ditenimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD
menerbitkan Surat Penoclakan Penerbitan SPM dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-
TU untuk dilengkapi dan diperbaiki.

¢. PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam
register Penolakan Penerbitan SPM.

d. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SFP, FPK-SKPD
melakukan Input Data SPM-TU melalui Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-TU.



PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-TU dan Surat Pernyataan

yang menyatakan bahwa uang vang diminta tidak dipergunakan

untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan kepada
Pengguna  Angaran/Ruasa Pengguna  Anggaran untuk
ditandatangani.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani
SPM-TU dan Surat Pernvataan serta menyerahkan kembali kepada
PPK-SKPD.
PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-TU yang diterima ke dalam
Register Penerbitan SPM;
PPK-SKPD menvampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta
kelengkapan dokumen

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-TU;

Rincian rencana pengrunaan TLU
— Rencana jadwal /waktu pelaksanaan kegiatan
— Burat Pernyvataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan

dokumen.

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D

a,

Bidang Perbendaharaan menerima SPM-TU yang diajukan oleh

Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU.

a. Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-TU
dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi

serta mencatat dalam Hegister Penolakan Penerbitan SP2D,

b. Apabila dianggap lengkap maka dilakukan Input Data SP2D-TU
melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diterbitkan
SP2D-TU rangkap 5 (lima} dan mencatat dalam Register SP2D.

Fendistribusian SP2D vang telah terbit :

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga;

2] Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan:

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

f T T O T b w YT W



4. Sub Sistem Pencairan SP2D

H.

Bidang Perbendaharaan BPFKAD melaksanakan pengujian SP2D
yvang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan.
PT. Bank Jateng berdasarkan SPZD dan daitar pengujt yang
diterima dari BPKAD , mentransfer dana dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Bendahara yang tercantum dalam SP2D.
Bidang Perbendaharaan BPEKAD mencatat SP2D ke dalam Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16).

Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16 dan

SP2D Lembar 5 ke Bidane Akunians: dan Aset Daerah BPEAD.




D. BAGAN ALIR PROSEDUR

| BAGAN ALIR PROSEDUR R PENGAJU

BENDAHARA
PENGELUARAN

Permimntaan
Kebalwhan TL

AN TAMB: '|.H AN UANG PERSEDIAAN [TU]

*}1-.

FPR-SKPD

PENGGUNA ANGGARAN |

Ea PEHD

B :
-\." 4T el ;
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kY
h i
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

£ a0 K

Surat Pengantar SPP-TU (Format 5.1]

Ringkasan SPP-TU (Format 5.2)

Rincian Rencana Penggunasn TU (Format 2.3
surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPM-TU

(Format 5.4)

Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-TU
(Format 5.5)

Formulir terkait lainnya

1,

b

Ll

(] ]

© ® 9o

Register Penerimaan SPP (Format 3.3
Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4
Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5)

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-
UP/GU/TU/LS (Format 3.6)

Surat Perintah Membayar [Format 3.7)

Register SPM SKPD (Format 3.8

surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9)

surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11)
Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D {(Format 3. 12)
Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13)

Register SP2D (Format 3.14)

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15)

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16)
Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17)

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18)




Format 5.1_\

SPPTU

PEMERINTAH KABUPATEN SRV vana
§ PERMINTAAN PEMBATARAN L
SURAT PER I Ty
Momor ! = TARIIT woseansnssassasnassss
l o

SURAT PENGA NTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran

T m ar- £ paebdrr
= MOMOT voanrsssanes Tahun coe--

' i Al
perhatikan Peraturan Bup “ Surat Permintsan

an APBD, bersama in _i-'..amtlm::.:\f,aj:n.k
bah Uang Persediaan scDagal beribut :

Dengan mem
tentang Penjabar
Pembayvaran Tam

Urusan Pemernn tahean

o T T E .

b. SKTED 2. P DL UL LR L

.\.I Til]juﬂ].'lngﬁu-rﬂn gpds Ennd = @kt

tl. DasarPengeluaran SPD Nomor Iﬁ.p ' e

e.. Jumiah SFD [terbilang : |
f MNama Bendahara Pengeluaran R ”

E raran Yang Diminla '+ PO

5 damien e ? (terbilang : ..... IOTORPR— |
h. Nama dan Nomor Rekening Bank e A SR R

| Eend.a..l-.mra Pengeluaran

(Nama Lengka
NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-UF

1. Nomor diisi dengan nomor SFPF;

2. BEPD diisi dengan nama SKPD .

3, Nomor Peraturan Bupati dilsi dengan nomar Peraturan Bupati mengenal penjabaran
APBD pada tahun anggaran yang bersangsutan, _

4. Urusan Pemerintah diisi dengan kode diun nama urusan pemerintah;

5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKFD

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan,

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPF;

8. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang telah diterbitkan. Pengisian disertai
dengan jumlah terbilang dari dana S5PD tersebut;

9, Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran ShPD yang
menerbitkan SPP;

10, Pembayaran vang diminta diisi dengan jumlah dana vang diminta untuk dicairkan

lewat penerbitan SPP. Pengisian disertal dengan jumlah terbilang dari dana vang
diminta untuk dicairkan tersebut;

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening
bank bendahara penpgeluaran pada bank fersebut vang akan dipakai untuk
pemindahbukuan dana yvang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan 3PP,

12. Diatas baris penandatanganan diisl dengin tanggal dan tempat penerbitan SPP,;

13. Dibawah tandatangan bendahara penpeluaran diisi dengan nama jelas bendahara
pengeluaran dan dibawah nama diisi NP bendahara pengeluaran,



Format 5.2

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU}

omor ;

1. Mama SKPDAUnt Kena
2. Eode dan Nams Sub Keglatan

1 MNoma Penggunauasa Pangguna Aunggaran

1. Mama PPTE L Y N A A
& Mama Bendahara Pengeluaran L R R b
& NPWP Bencaham Penpeiusmain = e b e e
7. Mama Bark Pengrima L

B Momor Relening Bank e e
B Unbuk Kapesiuan

10 Dasar Pangalizaran e e

Sabeuar F

{ Terbiang S b P

e LIrSian

1 | SPD

e —— =4

| Tanggal |h!-:.||'|ur - . ]H:

L i
— “m= —

il | 5PID
| Tangaal | Namar ]k

Pasta 511" o chiimapien R parane lmpira g el ok v feitora puida dafter kelemgleapan dokmnen 557 im

Pemalang
BEHOAHARA PENGELUMRAR

HIP ...

Losmebar Al : Liniuk Panggaina Angearan'/PRE-SEPD
Salinan 1 Untuk Kuass BUD

Salinan 2: Unduk Bendahara PengaluaranPFTE
Salinan 3 Unduk &mip Bandanara PengaluaranPPTK

- b | 4 . ¥ T e Tt




Format 5.3

PEMERINTAH KAEUPATEN PEMALAKNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tambah Uang Persediaan (SPP-TU)
Momor
Tahwun Anggaran

RINCIAN RENCAMNA PENGGUMA

ND _— PROGRAM/KEGIATANSUBKEGLATANREKENING [ HILAI RUPLAH
KODE HA WA
o R
Terbiang
Pelen et AR Lk y et ul Pemalang
Pangguna ARgoaran BEMDAHARL PEMGELLIARAYN
AR BiAAMA,

HIFP MNIF




Format 5.4

25T
1w
Fle-i g
s
._._31_

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BKFPD . cociansosnssissnsssarisnian vassssessseaRsusnne :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SPM TU

I s e e i

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama R SR O RN S T
Jabatan b e e R
Selaku :  Pengguna Anggaran pada .....coeeeens

Menvatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perintah membayar Tambah Uang Persediaan sebagaimana
tercantum pada SPM-TU Nomor ...coocvveeveenes Tanggal ....cooniiiiinreen

telah diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan,

Fsd

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan
atas pembayaran SPM tersebut, kami bertanggungjawab mutlak dan

bersedia menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang,

Pengguna Anggaran
BRPR i

Tanda tangan

Mama Lengkap
NIP

W T " — T ——



Format 5.5.A

Lampiran Surat Pernyataan Verifikas: Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU
Nomor !

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU

No | Dokumen Ada dan Absah

1 | SPP TU - - ! I Ya Tidak
: Daftar Rincian Rencana Belanja TU 1Ya 1 Tidak |

3. __an Dinas - R N Ya o Tidak 1

4, | Rencana jadwal/waktu pelaksan: 1; kegiatan Ya Tidak

5. | ﬁ;:;-;z;zﬁ koran 'I'leﬂl.'ll_":EtL'.IFf__::-:lll! Pengguna - Ya Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
MNIP



Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen
Pengajuan SPM TU Pihak Ketiga Lainnyva — Belanja Tidak Terduga
Nomor :

Format 5.5.B

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU PIHAK KETIGA LAINNYA

BELANJA TIDAK TERDUGA

No Dokumen Ada dan Absah
1. |SPPTU 1Ya | oTidak
SK Bupat tentang Penunjukkan SK PD vang |
Menangani Fungsi Penanggulangan i'i.L*m ana/ | Ya Tidak
Penanganan Tanggap Darurat/ kKejadian Luar
| Biasa
e A 1 - i '“:_’!T'! 5.:_::
a !E':l-u..B [.H,][.;;_,HEJ darurat bencana dan/atau Ya Tidak
kejadian luar masa
SK Bupati tents Yenetapan Tangga ;
4 SK Eq]-mlnl fIf.I'I.E-“-JI:‘.IE: Penet D Zap Ya Tidak
Darurat/Kejadian Luar Biasa =
s _E.".ur:_-u Tl:kU]T:.t'[EJ]EJE-ii EtlEl'l_l.“:élir.lll Belanja TJE'H]:': Ya | Tidak
| Terduga dari Kepala 8KPD vang menangani _|
Srur-;:tl Prr:1ya1aau Tanggung ._].ﬂ'a.xni.- Mutlak Ya .\ Tidak
Kepala SKPD yang menangani ! B

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP




V1. SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN PENGGUNAAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan Tambahan
Uang Persediaan (TU)} adalah sistem dan prosedur dalam rangka
mengesahkan penggunaan tambahan uvang persediaan yang harus
dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak tambahan uang
persediaan diterima.

2. Dalam hal sisa TU tdak halus digunakan dalam satu bulan, sisa TU
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana
penggunaan dana.

4. Ketentuan batas wakitu penvetoran sisa TU dikecualikan untuk:

a. Kegiatan yang jadwal pelaksanaannya lebih dan satu bulan;
dan/atau

b. Kegiatan yang mengalam perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA

5. Pengecualian batas wakiu penvetoran sisa TU, dilaksanakan dengan
pengajuan nota dinas dar PA/KPA vang disetujui PPKD.

6. Sistem dan Prosedur Pengajiuan Pengesahan Penggunaan Tambahan
Uang Persediaan (TU) terdiri dari ¢
a. Sub Sistem Penerbitan SPP-TU Nihil
b. Sub Sistem Penerbitan SPM-TU Nihil
c. Sub Sistem Penerbitan SP2D

Bagan Arus Hubungan antar Sub Sistem ;

Sub Sistem | | Sub Sistem | Sub Sistem

Penerbitan |—= Penerbitan +—+ Penerbitan

SPP-TU SPM-TU SP2D
Nihil . Nihil i

B. PIHAK TERKAIT
1. SKkPD
a. Pengguna Anggaran
b. Kuasa Pengguna Anggaran
¢. Bendahara Pengeluaran
d. Bendahara Pengeluaran Pembantu
€. PPK-SKPD
f. PPTK



2. PPKD/BFPKAD
a. Bidang Perbendaharaan |

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

C. ALUR PROSEDUR

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-TU Nihil

a. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran vang didanai dari
tambahan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan Input Data SPP-TU Nihil
melalui Menu Aplikasi Pengelolaan heuangan Daerah, mencetak,
dan menandatangani SPP-TU Nihil dan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja (SPTB) serta melengkapi lampiran-
lampiran yang diperlukan sebagai berikut :

1} Surat pengantar SPP-TU Nihil:

2] Ringkasan SPP-TU Nihil;

3) Rincian penggunaan SPP-TU Nihil:

4) Bukti yang lengkap dan sah;
9) Laporan Pertangpungjawaban Tambahan Uang Persediaan
yang telah disahkan dilampiri Bukti transaksi yang sah dan
lengkap;

6) Bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyampaikan SPP-TU Nihil dan SPTB yang telah ditandatangani
beserta lampirannya kepada PPK-SKPD.

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-TU Nihil

a. PPK-SKPD menerima SPP-TU Nihil berserta lampirannya diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP.

b. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU Nihil;

¢. PPK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluran vang menjadi lampiran
SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja.

d. PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI® pada Bukti vang
telah diverifikasi.

e. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-
SKPD menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM  dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu beserta dokumen pengajuan SPP-TU Nihil
untuk dilengkapi dan diperbaiki,



PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam

register Penolakan Penerbitan SPM.

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD

melakukan Input Data SPM-TU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dan menvusun draft SPM-Nihil.

PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-TU Nihil dan SPTB kepada

Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

ditandatangani.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani

SPM-TU Nihil dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK-

SKPD.

PPR-SKPD mencatat penerbitan SPM-TU Nihil yvang diterima ke

dalam Register Penerbitan SPM;

PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan

beserta kelengkapan dokumen :

— Surat Pernyataan Tangorungjawab Mutlak:

— Surat Pernyataan Verifikasi dilampir cek list kelengkapan
dokumen;

- Fotocopy SP2D TU:

- Bukt penyetoran sisa tambahan vang persediaan.

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D

B

b.

Bidang Perbendaharaan menerima SPM-TU Nihil vang diajukan
oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Bidang Perbendaharsan meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU
Nihil.

1] Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-TU Nihil
dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi
seria mencatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D.

2) Apabila dianggap lengkap maka dilakukan Input Data SP2D-
TU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
diterbitkan SP2D-TU Nihil rangkap 5 (lima) dan mencatat
dalam Register SP2D.

Pendistribusian SP2D yang telah terbit :

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga;

2) Lembar 2 dan 4 unwuk Bidang Perbendaharaan:

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

d. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah menerima SP2D-TU Nihil dan

melakukan pencatatan,



D. BAGAN ALIR PROSEDUR
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1

Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran (Format 6.1)

surat Pernyataan Tanggung Jawab  Mutlak  Pengajuan
SPM-TU Nihil (Format &.2)

Ceklist kelengkapan Venlikas: Dokumen Pengajuan SPM-TU Nihil
(Format 6.3}

Formulir terkait lainnya

=i

DGR R BV R R R

el e
W k2 = O

Register Penerimaan SPP (Format 3.3}

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4)

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5)
Surat Perintah Membayar (Format 3.7)

Register SPM SKPD (Format 3.8}

Surat Pernyataan Vernilikas] (Format 3.9)

Surat Penolakan Penerbitan 5P20 (Format 3.11)
Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12)

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13)

. Register SP2D (Format 3.14)

. Daltar Penguj SP2D (Formart 3.15)

. Regster SPP/SPM [/ SP20D SKPD (Format 3.17)
. Peneliian Kelengkapan SPP (Format 3.18)

. SPTB GU/TU (Format 4.1}

. ourat Pengantar SPP-TU (Format 5.1}

Ringkasan SPP-TU (Farmat 5.2)

. Surat Pernyataan Tangoungiawab Mutlak Pengajuan SPM-TU

(Format 5.4)

" ¥ ) T T ¢ | | F™ TR ']



= LM

Format 6.1

PEMERINTAH KABLUPATEN PEMALANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD

Tahun Anggaran
Program

Kegiatan

Tanggal SP2D TU

KODE REKENING | _ Uraian Jumiah
—_— - - I T T 1 1
| |

i

TOTAL
Tambahan Uang Persediaan
Cisa Tambahan Uang Parsedizan® |

Menvetujui SRRERRRRRNSS i 1|1, | A i
Pengirung Anggaran Bendahara Pengeluaran
{tanda tangan) {tanda tangan}
KNama Jelas {nama jelas)
MIP MIP

Cara Pengisian :

1) Program diisi dengan kode dan nama program yvang dibiayai dengan TU

2) Kegiatan diisi dengan kode dan nama lkegiatan yang dibiayai dengan
TL.

3) Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU,

4) Kolom kode rekeing diisi dengan kode rekening belanja.

5| Kolom uraian diisi dengan nama urmian Kode rekening belanja.

6) Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening
setiap rincian obyek belanja.

7] Jumlah adalah total belanja dengan uang TU.

8) Tambahan Uang Persediaan diisi dengan jumlah Tambahan Uang
Persediaan yang diberikan.

9] Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan
dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa
dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.



Format 6.1.A

PEMERINTAH EABLIPATEN PEMALANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKFDy

Tahun Anggaran
Program

Kegiatan

Tanggal SP20 T

Kuasa Pengguna Anggaran

{tanda [iillgﬁll'l

Nama Jelas
MIP

KODE REKENING b - _ Uraian Jumilah
|| J=o - - _
| | I == - =
5 !
' I
i . B
i = == =
| — _
| — = =
TOTAL
Tambahan Lang Persadiaan
Sisa Tambahan Uang Persediaan® | 1
Menyetyjuik e Tanggal ..o

Bendshara Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan)

(nama jelag)
Bl



Cara Pengisian :

1)

Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayal dengan
Tu

Kegiatan dius) dengan kode dan ma kegiatan yang dibnayal dengan
TU.

Tanggal SP2D TU diisi dengan tangeal terbitnya SP2D TU,

Kolom kode rekeing diisi dengan kode rekening belanja.

Kolom uraian diisit dengan nama ursian kode rekening belanja.

Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening
setiap rincian obyek belanja,

Jumlah adalah total belanja dengan vang TU,

Tambahan Uang Persediaan diis: dengan jumlah Tambahan Uang
Persediaan yang diberikan.

Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan
dikurang jumlah total belanja. Apabila hasinya positif maka ada sisa
dana TU yvang harus dikembalikan ke kas Umum Daerah




Format 6.2
AR
..;;_- !
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SHPD EFFFEEEFEEFERBEEREERSFEE RN R E R AR IR R RN RN E RN RN LT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN 5PM TU NIHIL

Momor

Yang bertanda tangan di bawah mnu:

Nama b aeesmassaes
Jabatan T ——————
Selaku : Pengguna Anggaran pada ......c.oceiaeee

Menyatakan dengan sesungguhnva bahwa:

1. Perintah membayar Tambah Uang Nihil sebagaimana tercantum pada
SPM TU Nihil Nomar oo TROERAL civviriiiiiiiie telah

diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan,

2. Apabila dikemudian har terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas
pembayaran 3SPM tersebut, kami bertanggungjawab mutlak dan

bersedia menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

PemAIATT, ..oiciieenriiniinas

Pengguna Anggaran
1. R .

Tanda tangan

MNama Lengkap
NIP



Lampiran Surat Pernyataan Venii
Sebagal Dasar Pengajuan SPM TL

MNomor :
CHECRKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU NIHIL

M Dokuimen Ada dan Absah ‘
1. |3PP TU Nihil | I Ya Tidak
9 Surat F‘f-ngr.':':-ahnn .l.npm"m Ya Tidak

Pertangeungjawaban

| Bukti-bukti transaksi belanja vang lengkap

3. | dan sah termasuk dokumen perpajakan Ya Tidak

terkait - o
4. | Bukti bayar pajak Ya Tidak
5. | STS pengembalian sisa TU Ya Tidak

4
|

Format 6.3

rast Dokumen SPP

Pejabat Penatausahaan Keuangan

landa Tangan

Nama Lengkap
NIP




VIL SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN PENGGUNAAN

UANG PERSEDIAAN

A. KETENTUAN UMUM

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan Ganti Uang
Persediaan (GU) adalah sisiem dam prosedur dalam rangka
mengesahkan penggunasn ganti uang persediaan pada akhir tahun

anggaran. Sistem im terdin d
1. Sub Sistem Penerbitan SPP-GL Nihal
2. Sub Sistem Penerbitan SPAM-GL Nibal

3. Sub Sistemn Penerlatan SP20

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem
| subSistem | | Sub Sisten Sub Sistem
Penerbitan |- Penerbitan » Penerbitan
SPP-GU SPM-U SP2D
Nihil | MNihil

B. PIHAK TERKAIT

1. SKPD
a. Pengguna Anggaran
b. Kuasa Pengguna Anggar
c. Bendahara Pengeluaran
d. Bendahara Pengeluaran Pembantua
e. PPK-SKPD

2. PPKD /BPKAD
a. Bidang Perbendaharas
b. Bidang Akuntansi dan Asct Daerah

C. ALUR PROSEDUR

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-GLU Nihil
a. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran/Bendaha ‘engeluaran  Pembantu  melakukan
Input Data SPP-GU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan
Daerah, mencetak, dan menandatangani SPP-GU Nihil dan Surat
Pernyataan Tanggungawalb Belanja (SPTB)} serta melengkapi
lampiran-lampiran vang diperlukan sebagai berikut:



1) Surat pengantar SPP-GU Nihil;

2) Ringkasan SPP-GU Nihil;

3) Bukti-bukti yang lengkap dan sah;

4] Rekening Koran Bendahara Bulan Desember tahun berkenaan;

5) Bukti Setor {STS) Sisa Uang Persediaan;

6) Fotocopy SP2D UP tahun berkenaan;

7) Laporan Pertanggungawaban Uang Persediaan yang telah
disahkan,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyampaikan SPP-GU dan SPTB yang telah ditandatangan

beserta lammrannya kepada PPR-SKPD.

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-GLU Nihil

-

b.

h.

PPK-SKPD menerima SPP-GU Nihil berserta lampirannya diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP.

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU Nihil.
PPK-SKPD mengun saldo Rekening Koran Bendahara per 31
Desember dengan Buku Setor (STS) Sisa Uang Persediaan, apabila
terdapat sisa uang perscdizan vang belum disetor maka PPK-SKPD
memerintah bendahara segera menyetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah

PPK-SKPD menverifikas: Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran
SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja

PPK-SKPD memben cap "“TELAH DIVERIFIKASI" pada Bukti yang
telah diverifikasi.

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-
GU Nihil untuk dilengkap dan diperbaiki.

PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam
register Penolakan Penerbitan SPM.

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPE-SKPD
melakulkan Input Data SPM-GU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-Nihil,



PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-GU Nihil dan SPTB kepada

Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran  untuk

ditandatangani.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani

SPM-GU dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPR-SKPD.

PPK-SKPD mencatat pencrbitan 8PM-GU Nihil yang diterima ke

dalam Register Penerbitan SPM;

PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta

kelengkapan dokumen

-  Burat Pernyataan Tanggungiawab Mutlals;

-  Surat Pernyataan Verifikas: dilampinn cek list kelengkapan
dokumen;

- Fotocopy 8P2D UP tahun berkenaan;

- Bukt Setor (STS) Sisa Uang Persediaan;

3. Sub Sistem Penerbitan SP20D

a.

Bidang Perbendaharaan menerima SPM-GU Nihil vang diajukan
oleh Pejabat Pengguna Anpgaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Bidang Perbendaharaan menelitt kelengkapan dokumen SPM-GU
Nihil.

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-GU Nihil
dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi
serta mencatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D,

2] Apabila dianggap lengkap maka dilakukan Input Data SP2D-
GU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
diterbitkan SP2D-GU Nihil rangkap 5 (lima) dan mencatat
dalam Register SP2D

Pendistribusian SP2D vang telah terbit

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga;

2] Lembar 2 dan 4 uniuk Bidang Perbendaharaan:

3] Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4] Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

1 [ O B . -
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D. BAGAN ALIR
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Register Penerimaan SPP (Format 3.3

2. Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4)

3. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.9
4. Surat Perintah Membayar (Format 3.7)

5. Register SPM SKPD (Format 3.3

6. Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9)

7 Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11)

8. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12
9. Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13)

10. Register SP2D (Format 3. 14|

11. Daftar Penguji SP2D (Format 3.15)

12. Register SPP/SPM /8SP2D SKPD (Format 3.17)
13. Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.15)
14. SPTB GU/TU (Format 4.1)

15. Surat Pengantar SPP-GU (Format 4.2

16. Ringkasan SPP-GU (Format 4. J)

17. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara
Pengeluaran (Format 4.6)



VILSISTEM DAN PROSEDUR BELAN.

A

A LANGSUNG BARANG DAN JASA

KETENTUAN UMUM

1.

3.

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Barang

— 1 . e Aae
dan Jasa adalah sistem dan prosedur dalam rangka melakukan
A

pPembayaran kepada Pihak Ketiog atas penyerahan barang dan jasa,

dengan melakukan pembayaran langsung darj Kekening Kas Umum

Daerah ke Rekening Pihak Ketiga,

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (L) Barang

dan Jasa terdiri dari -

4. Sub Sistem Penerbitan SPP-LS

b. Bub Sistem Penerbitan SPM-LS

. Sub Sistemn Penerbitan SP20

d. Sub Sistem Pencairan SP2D

Jumlah Pengajuan permintaan pembavaran LS -

a. Pengajuan LS Honorarium sekurang-kurangnya  senilai
Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juts Rupiah); dan

b. Pengajuan LS Pengadaan Ba: ing Jasa sekurangkurangnya senilaj

Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem :

Sub sistem | Sub sistem Sub sistem Sub
Penerbitan Penerbitan = Penerbitan & sistemn
SPP-LS SPM-LS SP2D Pencairan
SP2D

PIHAK TERKAIT

1. S3KPD

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

c. PPK-SKPD

2. PPKD/BPKAD

a. Bidang Perbendaharaan
b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

3. Bank
4. Pihak Ketiga




C. ALUR PROSEDUR

1. Sub sistemn Penerbitan SPP-LS
a  Setelah menerima pengajuan pembayaran kepada pihak ketiga
beserta kelengkapannya dari PPTK paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterima permohonan pembayaran dari penyedia
barang/jasa, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan Input Data SPP-LS melalui Aplikasi
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Pernyataan
Tanggungiawab Belanja (SPTB) serta melengkapi lampiran-
lampiran yang diperlukan sebagai berikut :
a. Surat pengantar SPP-L5;
b, Ringkasan SPP-L35;
¢. Rincian SPP-L3;
1} Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa Pembayaran SPP-
LS Uang Muka dengan bukti perjanjian SPK/Kontrak
mencakup
a) MNomor Pokok Wajib Pajak;
bl Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada
Bank Umum;
c) Surat Setoran Elcktronik (SSE);
d) E-Faktur Pajak;
e) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB.J);

fi Swurat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga

dengan Pejabatl Pembuat Komitmen;
gl Ringkasan kontrak vang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen,;

h) Berita acara pembayaran, bermeterai cukup;

i} Kwitansi bermeteral vang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK atas nama  Pengguna
Anggaran/ huasa Pengguna Anggaran;

il Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang
dan Jasa;

k] Copy Suratr Jaminan Uang Muka dan Bank
Umum/Lembaga Keuangan vyang ditunjuk oleh

pemerintah, dan dilegalisir BP/BPP,
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2) Pembayaran SPP-LS atas  prestasi pekerjaan

[termyn/MC/angsuranj dengan bukti perjanjian

SPK/Kontrak mencakup

a)] Nomor Pokok Wajib ]‘Lljuk;

b] Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/.Jasa pada
Bank Umum,;

c) Surat Setoran Elektronik (SSE);

d) E-Faktur Pajak;

e] Surat Penunjukan Penvedia Barang dan Jasa (SPPBJ);

f) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga
dengan Pejabat Pembuat Komitmen;

g] Ringkasan kontrak vang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen;

h) Berita acara pembayaran, bermeterai cukup;

i} Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK atas nama Pengpguna
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.

il Surat Permohonan Pembayaran dan Penyedia Barang
dan Jasa;

k] Laporan/lampiran besarnya prosentase pekerjaan;

) Berita Acara Pemernksaan Administrasi;

m) Surat pemberiiahuan/pendaftaran/bukti setor BPJS
Ketenagakerjaan,

nj khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate],
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan untuk
biaya langsung personil sesuai pentahapan waktu
pekerjaan, dan bukti-bukti pengeluaran sesungguhnya
untuk ayva langsung non  personil, sepert
penyewaan/pembelian  alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat
penawararn.

Keterangan

Untuk pengajuan SPP-LS termyn/angsuran yang telah

dibayarkan Uang Muka tidak perlu melampirkan point fdan g.

N T O $ $ T Y i 0



3) Pembayaran SP

p-1.S Pekerjaan celesai 100% dengan bukt

perjanjian SPK/ Kontrak mencakup

i okok Wajib Pajak;

11& [:"I:nn_:}:' P’l-!tl{--n.! ¢ Bank Penyedia Barang/Jasa pada
Bank Umuam

¢) Surat Sctoran Elektronik (SSE]

E-Faktur Pajak;

:1: Qurat Penunjusan Penyedia Barang dan Jaﬁa. {S:‘{Pf-?'. E

f) Surat perjanjian kerjasama/ kontrak antara pihaik kKetig
dengan Pejabal pPembuat Komitmen, | |

g) Ringkasan kontrak vang ditandatangani oleh Pejabal
Pembuat Komitmer,

h) Berita acara pembayaran, bermeterai cukup; |

i) Kwitansi bermeteral yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggararn.

) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang
dan Jasa;

k] Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang
ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan
Panitia ( Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

l) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;

m) Surat pendaftaran/bukti setor Jamsostek (potongan

sesual  dengan  ketentuan yang  berlaku/surat

pemberitahuan Jamsostek);

n)] Copy Sural Jaminan pemeliharaan dari Bank
Umum/Lembaga Keuangan vyang ditunjuk oleh
bagl pembayaran yang dilakukan sebesar

100% dar nilal kontrak, dan dilegalisir BP/BFF;

pemenntah

o) Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

p) Bukti setor denda keterlambatan.

Keterangan

Untuk pengajuan SPP-LS Pekerjaan selesai 100% yang telah

dibayarkan Uang Muka tidak perlu melampirkan point fdan g,



4) Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa dengan bulkti
perjanjian berupa kwitansi mencakup :

a) Nomor Pokok Wajpb Pajak;

b) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada Bank
Umum;

¢} Surat Bukti Pembayaran yvang ditandatangani Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
PA /KPA/PPTE atas nama PA/KPA, dan Pejabat Penerima
Hasil Pekenjaan,

d) Tanda Bukti Perjanjian berupa Kwitansi yang
ditandatangani olch Rekanan dengan disetuju oleh
PPKom;

&} Surat Setoran Elekironik (SSE};

[} E-Faktur Pajak;

d. Lampiran SPP-LS Pengadaan tanah mencakup :

1) Surat Bukti Pembavaran yang ditandatangani Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu,
PA/KPA/PPTK atas nama PA/KPA, dan Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan,

2) Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia
Pengadaan tanah;

3) Surat Setoran Elekironik (SSE), (untuk pengadaan tanah
dengan nilai diatas Rp60.000.000,-};

4) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah;

5) Foto Copy Bukti Kepemilikan;
6] Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran;
7) Pernyataan dari Penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam
sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
8) Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli
dihadapan FPAT.
2. Sub sistem Penerbitan SPM-L5
a. PPK-SKPD menerima SPP-L3 berserta lampirannya diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register

penerimaan SPP.
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PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS.

PPK-SKPD menveriflikasi Bukt pengeluaran yang menjadi lampiran

SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat  Pernyataan

Tanggungjawab Belanja

PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI® pada Bukti yang

telah diverifikasi.

Apabila dianggap belum sesual dan lengkap, paling lambat 1 (satu)

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan

kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-

LS untuk dilengkapi dan diperbaiki.

PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam

register Penolakan Penerbitan SPM.

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD

melakukan Input Data SPM-LS melalui Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dan menyvusun draft SPM-LS.

PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-LS, Surat Pernyataan yang

menyatakan bahwa uang yvang diminta tidak dipergunakan untuk

keperiuan selain Pembavaran Langsung (LS) dan SPTB kepada

Pengguna Angaran untuk ditandatangani.

Pengguna Anggaran menandatangam SPM-LS, Surat Pernyataan

dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK-SKPD.

PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-L3 yang diterima ke dalam

Register Penerbitan SPM

PPK-SKPD menyvampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta

kelengkapan dokumen

- Surat Pernyataan Tangrungjawab Mutlak;

= Surat Pernyataan Verilikas: dilampin cek list kelengkapan
dokumen;

— Copy Nomor Rekening Kkoran Bank rangkap 2

— E-Faktur pajak dan Surat Setoran Elektronik (SSE) rangkap 2

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D

a.

Bidang Perbendaharaan BPKAD menerima SPM-LS yang diajukan
oleh Pejabat Pengguna Angearan/Pengguna Barang,

Bidang Perbendaharaasn BPKAD meneliti kelengkapan dokumen
SPM-LS.



1} Apabila dianggep udak lengkap maka dokumen SPM-LS

dikembalikan Kepada SKPD untuk dilengkapi dan mencatat
dalam Register Penclakan Penerbitan SP2D.

2) Apabila dianggap telah lengkap maka dilakukan Input Data
SP2D-L5 melalun melalun Aplikasi Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan diterbitkan SP2D-LS rangkap 5 (lima) dan
mencatat dalam Register SP2D,

3) SPTB, Ringkasan Kontrak, Surat Setoran Elektronik [SSE)}, E-
Faktur Pajak, fotocopy NPWP rekanan, dan Surat Keterangan
Bank/copy rekening koran disertakan sebagai kelengkapan
lampiran LS, Sementara kelengkapan lain disimpan oleh SKPD.

Bidang Perbendaharaan BPKAD mendistribusikan SP2D yang telah

terbit :

1} Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga;

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan;

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4] Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

4, Sub Sistem Pencairan SP2D

a. Bidang Perbendaharaan BPKAD melaksanakan pengujian SP2D

yvang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan,
PT. Bank Jateng berdasarkan daftar penguji beserta SP2D yang
diterima dan Bidang Perbendaharaan BPKAD, secara sistem
mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Pihak ketiga serta memotong dan menyetorkan PPn dan PPh pihak
ketiga ke rekening kantor pajak.

Bidang Perbendaharaan BPEKAD mencatat SP2D ke dalam Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16).

Bidang Perbendaharaan BPFKAD mengirimkan Format 3.16, dan

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD.



D. BAGAN ALIR
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

N oo R e N e

SPTB LS ([Format 8.1)

Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.2)
Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.3)

Rincian Rencana Pengguna SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.4)
Rincian Belanja dan Potongan SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.5)
Ringkasan kontrak (Format 8.6)

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-LS
(Format B.7)

Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-LS
(Format 8.8)

Penelitian Kelengkapan L8 Barang dan Jasa (Format 8.9)

Formulir terkait lainnya

A W B

o

' R

10,
11.
12,
13,
14,

Register Penerimaan SFPP (Format 3.3)

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4)
Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5)
Surat Perintah Membayar (Format 3.7)

Register SPM SKPD (Format 3.8)

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9)

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11)
Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 2.12)
Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13)

Register SP2D (Format 3. 14|

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15)

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3, 16)
Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17)

Penelitian Kelengkapan SPP (Formar 3.18)



Format 8.1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nemor : ....... (1)
1. Kode SKPD A
2 NamaSXPD R ks yi!
3. TanggaiNo. DPA ;... s ()
4, Mama Program AT
¥&ng beriandatangan di bawah ini (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Araparan)® SKPD v [3) MEMyAEKaN

bahwa saya bertanggungjawah secera formal dan matenal dan kebenaran perhiungan pemunguian pajak alas seqala pembayaran tagihan
yang kelah kami pernishican dalam SPM ini dengan perincian sebaga: beriu

Pajak yang dipungut Bendahars
No | Kode Rekening Liraian Penelima Jumizh Pengeluaran
PPN PPh

2 b g [ ¢ g h i
i (8 (# o (1) 12 (13

Bagiaan ....oocoiniisimins

Belanja Modal

objek Belanja Modal

fincian Belanja Modal

Dukd ransaksi ...........,

|bukd fransaisi

{

| :

Jurnizh T R sl oz |

Bukb-bukli pengeluaran anggaran dan ashi setoran pajak (SSPIBPN) tersenul ¢ atas disimpan oleh (Pengguna AnggaranKuasa Pengguna
Anggaran]” uniuk kedangkapan adminisirasi dan pemerksaan aparal pengawasan ngsiong

Demiian Surat Pemyataan ini dibust dengan sebenamya

(Pengguna Anggaran/ (Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran)" Bandahara Pengeluaran Pembanky)*
Narmna ... [16) oo Nama ... (W) o
NIP ... (17) NIP .. [15)
Catlatan

" oret yang idak pedy



PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS

' (1) Disi dengan somor unt SPTB
' I7) sl dengan kode SKFD yarg besanglusan
' (%) Dfsi dengan nama S¥PO) yarg bemangien
' (4 Dis dengan gl dan Nomar DPA
* 15 Disi dengen Nema Program yang Dk
(f) Disi dengan rama SKPD yang bersanguden
' ) D dengan somor it
i Disi dengan Kode Rekenng
' (3 st i pembayarn parg melgu g vz yang dpeiariken, wagd, romor onak'SPY, bera acam
Yy oipenuan dipessyardian
(1) Disi dengan nama penerina uangrekanan
' 1) Dhesl dengan i pada iwkemsi (o)
' (12) Disa dengan jumiah nupiah PPN yang dikenalar
' (1) Disi dengan e rupich PP yang ek
' [14) Ul mama Bondabeca PesgelieranBenizhara Pergel e Peshany
%) Ckisi NP Bendahera PengeluamnBendarar Pengzlizmn Pemiarky
' {16) Diinama Penggina AegnaenKasa Penggues Ao
' (17) Disi NP Perggina Anggasnilussa Pergguns Anjgas



Format 8.2

SPP LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUFPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
MOMOT | eveeiaannnna IF5191 11 o A

SURAT PENGANTAR

kepada Yth,
Pengruna Anggaran
SkPD .. Vi kA e

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ............. Tahun
. tentang Penjabaran APBD, Bersama ini kami mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebapgai berilcut :

a. Urusan pemerintahan
b, SKPD

Tahun Anggaran
. Daszar Pengeluaran SPD Nomar
e. Jumlah Sisa Dana SPD Rp.. e
(terbilang

oo

f. Nama Bendahara Pengeluaran
g Jumlah Pembayvaran Yang Diminta: Ep. ......coccvvinnnnes
{ BRI ¥ o i s e v o
h. Nama dan Nomor Rekening Bank
BF/BPP

iNama Lengkap|
NIP



- |2

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa

1. Nomor diisi dengan nomor SPP;

2. SKPD diisi dengan nama SKFD;

3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati
mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan;

4. Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah;

3. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPDy;

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran vang bersangkutan;

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari
penerbitan SPP;

8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana vang belum dicairkan dari
SPD yang mendasan penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah

terbilang dan dana SPD vang belum dicairkan tersebut:

9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara
pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP;

0. Pembayaran yang diminta disi dengan jumlah dana yang diminta
untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan
jumlah terbilang dar dana yang diminta untuk dicairkan tersebut:

|1. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat
penerbitan SPP;

12. Dibawah tanda tangan BPP/BPP diisi dengan nama jelas dan NIP
BPP,BPP;

13. Disamping kiri tanda tangan BF/BFP dibubuhkan pula tanda tangan
PPTK,;

14. Dibawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan
dibawah nama diisi NIP PPTE.



Marmor

1. Mama SKPDWUn2 Kera
7. Kode dan Nama Sub Kegialan

3, Mama Penggunauasa Pengguna Anggaran
4 Nama PFTE

5§, Nama Penefima

. NFPWP Penerima

Mama Bank Peranima

8. Mamar Rakening Bank

§. LUiniok Keperiuan

10 Dasar Pangeluaran

PR
Tanggal Mamaor

| SP20

Tanggal | Mamar

Pads SPP iin ditelajian bamypeay-lasgunen yang

-

a3 [T I

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Format 8.3

|k

s

1 paila daftor kelenghapes dokuime SPP i

Fe@abal Pelaksana Tekns Kegialan

MIF

Lesmubar sl - Linhde Pengguna AngoeranFPE-SKPD
Salinan 1: Uriuk Kuasa BUD

Salinan 2: Uniuk Bendahara PengaluaranPPTE
Salinan 3: Uniuk Amip Bendahara Pengeluaran/PPTE

Pamalang,

BEHDAHARA PENGELUARAN

NP

T Y L $ $ A ¢




Format 8.4

Az

PEMERINTAH KAEUPATEN PEMALANG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa

13147 1 | o | R ST ST TS T
Tahun Angoaran ;

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

| NO PROGRAMIKEGIATANSUBKEGIATANREXENING [ MILAI RUPIAH
KODE b A NLA
- i
TOTAL = BP ocraeremrrrsranees

Tarbilang

Mangatahuiltenyeliyul Pamadang, i

Fangguna Anggaran BENDAHARA PEMGELLIARAN
PARS HAMA,
Hip MIF




PEMERINTAH KABLUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMEAYARAN Langsung [SPP-LS) Barang dan Jasa

oo

Tahum AngoaErsn

Total Belanga

Format 8.5

RINCIAN BELAN.JA DAN POTONGAN PFK

FRDG-H.B:H'HEGIATHLH.'E-I:JEF EGIATANIRERENING

KODE

Rp

NAMA

| NILATRUPAH

Tota = e

Total Belanja Barsin : Rp ..........

ramalang, ..........o-
BENDAHARA PENGELLUARAN

HAMA
MEP




Format 8.6
Ve RINGKASAN KONTRAK
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Nomor : L. o
L | | PR
Untuk kegiatan dananya berasal dani rupiah murm
1. Momor dan TanggalOPA . (3 ...
2. Kpde Rekeping (4] ..
3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak (S} .
4. Nama Kenbaklor/Parusahazn S |1 T
5. Alamat Kontaktor g
&. Nomor RekeningBankk (B)
f.NgmaBORk (@ ..
8. NPWP e LR i
9. Milal SPW/¥orbfs - {11} .-
10. Uraian dan Volume ¥gep {12
11. Cara Pembayaran {13}
12. Jangka Wakt Pelaksanaan R | RTTETE
14. Tangga! Penyelesaian Pekesgan = {15) .
14, Jangka Wakiu Pemeliharaan (16} .......
2. Kelenhmn Sanksi ST | i ) By
S18)  (18)
Mangetshui,
Pengguna Anggaran/Xuasa Pengguna Anggaran Fejabat Pembuat Komitmean
MNama ... (22 i MNama ..o (200 0,
MNIF ... (23] ... NP_..21) ..
¥

Apabdla Fengguna Anggaran/ Kuosa Fengguna Anggaran. bertindale selaku Feabat
Fembuat Komitmen, mako cubap tanedo tangan poda kolom Pepabt Rermbuat Kormatrmen,

T W O W |



PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK

(1) Disi dengan nama SKPD
(2) Disi dengan nomar engiasan honiak
(3 Disi dengan Tof dan No Dokumen Desar Perbyaren [P, o
14 i dengan kode-knde yang sesua dengan pembebanamye
(%) Disi dengan Tol dan No Kankeat | SPK
(8) i dengan perusahaan penyedia bareng | jasa nersanghuten
(1) i dengan damal jees pansehean penyeda bavang |/ jasa bersanghuten
1) Disi dengan romor reiening bank penusabaan penyera bararg | sa bersanghutan
19} lisi dengan nama bank perusahaan peryediabazyg | 5a bersangihian
(1] Disi dengen NPWP pensahaan penpedia barzny | 22 besanghutan
111) i dengan nla Koniek lemasuk peruogharrial apabla dlsikan addendum
|12} D dengan wraian dan wolume pekerizan sesia dengan hoviva
(4] s engan cara pembyaran ang e delam oniek, misanya sekaligus, bertfe sesua hemalan
budanen 2y uarg muka dengan angsuran
\14) Dt denganjumih e peleksanazn Sesual rcantum el honkak, misalnya 17 hat halender
(10} Chist dangan tanpgel havus disesatcannya barang | jasa sesual honkah
6] Dl dengan Lmanya pemeiheraan barang /253 201 i datam hoolak
\1T) Disi dengan sanksi yang an dilkuken 2pabiz o] warprmstas dafam pefaksanaan konkk
(18 Disi dengen kelprangan emmpat pambuatan Frgkasan ook
{19 Disidengan kelerangan tangga pembustan ks bankek
(20} Disi nema Pejabit Pembuat Komitmen
121) Disi NIP Pejabat Pambual Komitmen
(&2 Disi nama Pengguna AnggaranKiiasa Pengouna Arogeren

|23} Disi NP Pengguna AnggaranKuasa Perguna Argaarn
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Format 8.7

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SKPD .cvciiinrentenienioninissesersssennes

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FENGAJUAN SPM LS

Nomor @ .., 5 e i A AT

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama F  mee ,
Jabatan A A R e il
Selaku . Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
pada SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnva bahwa:

1. Perintah membayar Honor/Tunjangan/ Hibah /Bansos/Bantuan
Kevangan/angsuran/MC*................ PEREMAANL  iccivniririsisisrais e
vang dibayarkan kepada CV/PT/Lembaga®................. alamat
.......................... scbagaimana tercantum pada SPM LS Nomor
............... Tanggal .............. telah diteliti dan dihitung dengan benar

sesual dengan ketentuan

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas
pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan
menyetor kelebthan pembayaran tersebut ke Kas Daerah,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang,

Pengguna Anggaran |/
Kuasa Pengguna Anggaran.

Tanda tangan

Nama Lengkap
| 1 O



Format 8.5.A

Lampiran Surat Pernyvataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa
IO 2 4 o panaa s et n s s s ins

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS BARANG DAN JASA

Dokumen

No Ada dan Absah
1. |sPPLS o - OYa | O Tidak
2. | Burat permohonan pencairan LS kepada PA o Ya 1 Tidak
3. | Surat permohonan uang muka o 0O Ya 0 Tidak
4. | Rincian permohonan uang !ul.:lc:.-_ O Ya | 0 Tidak
2. | Dokumen kontrak o - O Ya O Tidak
6. | Burat Perintah Kerja (SPK) I Ya m T[dalc_
| 7. Eu:a.lul. .]:.l:r:nn{:].'mnan pr:n‘.;l-'.:lu:m ;. OY¥Ya | OTidak
I 8. | Berita acara hasil pfm:-r_ﬂ-:r..::.:-. Ya [ O Tidak
9. |Berita acara i-u:majgan ﬁ-:—_-l aan O Ya O Tidak
10. | Berita acara penyelesaian |:-|.-J~;-.-r';:;n ] :I'{-l E_'["ida.k
11. . Berita acara s_c-mh tE'!r‘i.!I‘:l.'_.-:.L_]J.II«.IIHEc_I]ljaEE | C "!_’zt | Tidak |
12. | Berita acara pembayaran 1 Ya O Tidak
13. | Surat jaminan bank N 1Ya | OTidak |
14, iht":'UI‘at referensi/ kt:lt:l’tlt‘.!—zf-L;E] L'-u.-:'.-'._ -::-‘I"a = Tidak
surat pernyataan kesanggupan dari ]:I-i.hﬂ]-f: f
s, | Wi ras ennik memmlomiten mbsiots | s | ot
kontrak
17. | Foto !-E:?g@atan,-" pekerjaan O Ya O Tidak
. 15. | Laporan pukcfj-a_ali [sea;..i; |-.:I|'.I‘.'._ﬁv;| Ya o Tidak
19, | Heil.-:en'mg koran ditandatangani ?;P;-Lm* . O Ya . Tidak_
20. | ID billing pajak o Ya | oTidak |
| 21. | Faktur Pajak . SYa | oTidak |

* = fotocopy lembar yang memuat nama

dan nomor rekening

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP

'} ' T e T Y w L BRE & e BE
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Format 5.5.B

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Pihak Ketiga Lainnya — Hibah
Nomor :

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS PIHAK KETIGA LAINNYA

HIBAH
| No | Dokumen Ada dan Absah
1. |SPPLS 1Ya | OTidak
2, | Surat permohonan dari penerima hibah 0 Ya ] 0 Tidak
. Keputusan Bupati tentang daftar penerima _ a
3 Hibah dan Besaran Hibah - 8 - Tidak
4. | NPHD 1 Ya Tidak
5. | Kuitansi Ya 7 Tidak
6. | Rencana Penggunaan Dang O Ya Tidak
7 Bumtl [:rEfm-..‘thman pencairan hibah darn Ve Tidak
penerima hibah - B
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak B _
8 | (SPTUM) penerima hibah it [l
Fotocopy rekening vang telah dilegalisir oleh . .
9, bank terkait B O Ya | Tidak
Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala
10. | Desa untuk penerima hibah dalam bentuk 1 Ya Tidak

badan dan lembaga =
Surat keterangan,/ pengesahan/ penetapan
i : : :
PeaermB WOAh: o .
- Surat pengesahan berbadan hukum

Indonesia dari Kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi :
. - : i 1 ¥a O Tidak
manusia sesuai  dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan, untuk
organisasi kemasyarakatan I Sr— e
Surat keterangan terdaftar/ pengesahan/| _ Ya Tidak
: | penetapan untuk badan dan lembaga - 1
| Surat keterangan terdaftar dari instansi
2 : L el ) L4k - P
1 Pt o 1 Ya Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP

T W T W T S $ T Y 'S . - -



Format 8.8.C

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Honor
iy 17 ¢ ol

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS HONOR

No Dokumen Ada dan Absah
1. |SPPLS Ya Tidak
' 8K Kepala Daerah/ Surat Tugas/ Surat
2 ) ! f { '] — - |
Perintah Kepala SKPD = 1L Tidak
Daftar Penerimaan Honor/Tunjangan .
| ditandatangani Bendahara dan Kepala SKPD 8 .- e
4, | Daftar Hadir 1 Ya Tidak
I _
S. Rekapitulasi Honor/ Tunjanga Ya 1 Tidak
6. | 1D billing pajak 0 Ya Tidak
7. | Dokumen pendukung lainnya | OYa Tidak |

Pejabat Penatausahaan Keuangan
SRPD .

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP



Format 8.9

PENELITIAN KELENGKAPAN L8 BARANG DAN JABA

ROMOR : T
Administrasi - .
l |Surat Pernyataan Tangegungjiawab Belanja (SPTH)

2|Rlngkasan Kontrak

Surat Betoran Pajak (B8P

Falktur Pajal

— — =

Surat Helerens f Keterangon Bank

3
4
5|Foto copy NPWP rekanan
&
T

Surat Pernvatasn Verifikasi |

Kontrak
SPKE/SPME/Kontralk

=

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (5PPREJ)

L

<|Benta Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjean

e

4|Berita Acara Serali Terima Hasil Pekeruaan

a|Pakta Integritas

i I Kwitansi bermateral

TiBerta Acara Pembayaran

8iCopy Sumt Jaminan

Traian Pekerjaan :
Asll konirak pengadann barang dan jasa tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna

Anggaran untuk kelenglapan sdministrasi dan keperluon semerilossaan aparal pengawasan fungsional

Demikian daftar kelsnghapan inl dibuat dengan sehenamyi,

PPHE SHPD

| | e R
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Ix. SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI

A. KETENTUAN UMUM

C

Sigtem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai
adalah sistem dan prosedur dalam rangka melakukan Gaji Induk, Gaji
Susulan, Kekurangan Gaji, Kekurangan Tunjangan Jabatan, Gaji
Terusan, uran BPRPJS, JEKK kM, Tambahan Penghasilan PNS,
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan (BPOF] DPRD, serta upah pungut pajak dan
retribusi melalui Bendahara Pengeluaran. Sistem ini terdiri dari :

1. Sub sistem Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai

2. Sub sistemn Penerbitan SPM-LS Belanja Pegawai

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D

4. Sub Sistem Pencairan SP2D

Bagan Arus Hubungan antar Sub Sistem :

Sub Sistem Sub Sistem Sub Sub

Penerbitan o Fenerbitan | | Sistem | | Sistem
SPP-LS SPM-LS Penerbitan Pencairan
Belanja Belanja SP2D SP2D
Pegawai Pegawai

PIHAK TERKAIT

1. SKPD

a. Pengpuna Anggaran

b. Bendahara Pengeluaran

c. PPK-SKPD
2. FPKD/BFPKAD

a. Bidang Perbendaharaan

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
3. PT. Bank Jateng

ALUR PROSEDUR

1. Sub sistem Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai
a. Untuk melakukan pembavaran Gaji Induk, Gaji Susulan,
Kekurangan Gaji, Kekurangan Tunjangan Jabatan, Gaji Terusan,
luran BPJS, JKK, JKM, Tambahan Penghasilan PNS, Penghasilan

Pimpinan dan Anggota DFRD, Belanja Penunjang Operasional



136

Pimpinan (BPOP) DPRD, serta upah pungut pajak dan retribusi
Bendahara Pengeluaran melakukan Input Data SPP-LS Gaiji
melalui Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah, mencetak, dan
menandatangam  SPP-LS  Gaji  serta melengkapi Lampiran-
Lampiran sesuai jenisnya sebagai berikut:
1) Gaji Induk dilampiri dokumen:

a] Surat Pengantar SPP,

b) Ringkasan SFPP;

c] Rincian SPP;

d) Daftar Rekapitulasi Pegawai beserta Keluarganya;

e} Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai;

f) Rekap Daftar Gaji untuk bulan yang bersangkutan per

golongan/ ruang

gl Surat Setoran Elektronik PPH 21
2] Gaji Susulan, dilampir dokumen:

a) Surat Pengantar SPP;

b} Ringkasan SPP;

c) Rincian SPP;

d) Daftar penerima gaji susulan.

e} Copy SK Capeg (dilegalisir);

) Copy SK Mutasi (dilegalisir];

gl Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (dilegalisir);

h) Tembusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
(SKPF);
) Tembusan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Pembayaran Tunjangan Reluarga (SKUM-PTK).
3) Gaji Susulan karena dijatuhi hukuman disiplin dilampiri:
a) Surat Pengantar SPP,
b) Ringkasan SPP;
¢] Rincian SPP;
d] Daltar Penerima Gaji Susulan.
¢] Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir);
f) Copy SK Badan Pertimbangan Pegawai (dilegalisir];

g Copy SK hukuman disiplin dari Bupati (dilegalisir).

] T W w B



4] Kekurangan Gaji dilampiri:

5]

aj
bj
c)
d)
€
f)

el

surat Pengantar SPP

Ringkasan SFP,

Rincian SPP;

Daftar Penerima Kekurangan Gaji;

Copy 5K kenaikan pangkat (dilegalisir):

Copy SK Berkala (dilcgalisir);

Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik dan

daftar gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD.

Kekurangan Tunjangan Jabatan dilampiri:

aj)
b)
c)

d)

1l

Surat Pengantar SPP;

Ringkasan SFP;

Rincian SPP;

Daftar Penerima Kekurangan Tunjangan Jabatan:

Copy SK Jabatan Struktural (dilegalisir):

Copy SK Jabatan Fungsional (dilegalisir):

Copy Surat Pernvataan Pelantikan (dilegalisir);

Copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan (dilegalisir);
Copy Surat Pernvataan Melaksanakan Tugas Jabatan
(dilegalisir);

Copy daftar gaji PNS vang bersangkutan sebelum naik dan

daltar gaji setelah ada kenaikan vang dilegalisir SKPD.

Gaji Terusan dilampiri

a)
b)
¢)
d)

&)

f)

El
hj)

Surat Pengantar SPP;

Ringkasan SPP;

Rincian SPP:

Daltar Penerima Gaji Terusan:

Copy Surat Kelcrangan Kematian dari Ke pala
Kelurahan/Kepala Desa dan Camat (dilegalisir);

Copy SK Pangkat Terakhir (dilegalisir):

Copy Surat Nikah (dilegalisir):

Potongan Iuran Wajib Pegawai (TWP) sebesar 2 %,

luran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

Jaminan Kematian (JKM) dilampiri:

N O O T v w ™1 p—



a)
b
c)

d

Surat Pengantar SPP;

Ringkasan SPP;
Rincian SPP:
Rekapitulasi Daftar luran BPJS Kesehatan, JKK dan JKM.

8} Tambahan Penghasilan PNS dilampiri:

aurat Pengantar SPP

Ringkasan SPP;

Rincian SPP;

Daftar Rekapitulasi Tambahan Penghasilan PNS;

Surat Setoran Elektronilkk PPH 21.

9) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dilampiri:

a) Surat Pengantar SPP-LS:

bl Ringkasan SPP;

¢} Rincian SPP;

d) Daftar Pimpinan dian Angpota DPRD beserta keluarga;

e] Daftar nominatil penghasilan tetap pimpinan dan anggota
DPRD;

f) Foto copy e-billing bulan lalu;

10) Belanja  Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD
dilampiri:

a) Surat Pengantar SPP:

b) Ringkasan SFP;

¢} Rincian SPP;

d)l Rencana Penggunaan BPOP:

e¢] Kwitansi bermaterai

f} Pakta Integritas,

11) Upah Pungut Pajak dan Retribusi dilampiri:

a] Surat Pengantar SPP;

b} Ringkasan SFP;

c] Rincian SPP:

d) Formulir verifikasi realisasi pendapatan daerah yang telah
divalidasi  oleh Bapenda dan  BPKAD  Bidang
Perbendaharaan

el Kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

dan diketahui PA

N T e Y » N |



b.

Bendahara Pengeluaran menyvampaikan SPP-LS wvang telah

ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-SKPD.

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-LS

a.

PPE-SKPD menerima SPP-LS berserta lampirannya diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS:

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanva pengajuan SPP, PPK-SKPD
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-
L3 untuk dilengkap dan diperbaiki.

PPK-5KPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam
register Penolakan Penerbitan SPM.

Apabila telah dianggap sesual dan lengkap, dalam jangka waktu 2
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD
melakukan Input Data SPM-LS melalui Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-LS Gaiji.

PPK-SKPD menyampaikan Draflt SPM-LS Gaji kepada Pengguna
Angaran untuk ditandatangani.

Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS Gaji  dan
menyerahkan kembali kepada PPE-SKPD.

PPR-SKPD mencatat penerbitan S3PM-LS Gaji vang diterima ke
dalam Register Penerhitan SPM;

PPE-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta
kelengkapan dokumen:

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

- Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan

dokumen;

3. Sub Sistem Penerbitan SP20D

a.

Bidang Perbendaharaan menerima SPM-LS Gaji yang diajukan oleh

Pejabat Pengguna Anggaran;

Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS

Gaiji.

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-LS
dikembalikan kepada SKPD dan mencatat dalam Register

Penolakan Penerbitan SP2D.



2) Apabila dianggap lenghkap maka dilakukan Input Data SP2D-LS
Gajn melalui Aphkas: Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
diterbitkan SP2D-LS Gaji rangkap 5 dan mencatat dalam
Register SP2D.

Bidang Perbendaharaan BPKAD mendistribusikan SP2D vang telah

terbit :

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga;

2] Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan;

3| Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

4. Sub Siatemn Pencairan SP2D

H.

Bidang Perbendaharaan BPFKAD melaksanakan pengujian SP2D
yang akan dicairkan berdasar daftar penguji vang telah diterbitkan.
FT. Bank Jateng berdasarkan daftar penguji beserta SP2D yang
ditenma dan Bidang Perbendaharaan BPKAD, secara sistem
mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Pihak ketiga serta memotong dan menyetorkan PPn dan PPh pihak
ketiga ke rekening kantor pajale.

Bidang Perbendaharaan BPKAD mencatat SP2D ke dalam Buku

Penernimaan dan Pengeluaran kas (Format 3.16).

., Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16 dan

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD.

'] i T T v |



D. BAGAN ALIR PROSEDUR

| BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PEMB FEYT , _
| PEGAWAI (1) MBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA |

SKPD = = ~
BENDAHARA R -
PENGELUARAN

|

PENGGUNA
3 L _ ANGGARAN

=
==
0
1
-
d

|

ik i -hukai J

| e
v

SPTH

Susun SPP-LS

i _ |: .
“ : — & {_'Iluris:ua-J ‘
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|

LS
Tidak N

Fi
\HI Kembalikan ! T

ke HP
Litnpiran '-,l\ I 'III Heysier 514
| / Fi /

L —
EFI"-ﬁ:mJ | g ¥ .

Drvut EFRi-LE

|

P g . 7
| S Penclakan £ Vo Miskenoieot
/ ¥ g r——
l_.-'I Penerksagn i III'

ambalkan PRHD

e PRID

SFZL Dighital
‘_
I

e

| Rumah |
{ Selesai j

f




— J_
I FA
PO _

-

VOLLHH MVHId

—

-

r__ll_u..._:h._..
=

LT

—

=

b ¥ Y T

L1 o

gy

TLITE ]

HLI_
r—

|
b
ol

ANYH

Y
_ . il .
=1 T P
| | — _ _ eI Ea] i dryua) ....r.f..r..-
L B L
." i1 T mime g ] - H
L TR T o]

—_— /

w CTds R
_..___._.u.-._.__ \ IERARI LT L ff,
; .._. [z [FEETS

HYYAEVA LISV NYQ

ISNV.ILNNYNY ONYAIE NYVHVHVUONIgHEd DNVAId

avidd/addd

UEINfUET (Z) IVMVOHd VINYIEE (ST DNNSONYT NVAVAVEWNE NVNIVONEd SNAESOdd 31TV NVOVE |

~ ol -

- T W f



E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1.

"l <

i

=]

surat Pengantar SPP-L8 Gaji dan Tunjangan (Format 9.1)
Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Format 9.2)

Rincian Rencana Pengguna SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Format 9.3)
Rincian Belanja dan Potongan 5PP-L3 Gaji dan Tunjangan (Format 9.4)
Laporan Pemotongan IWP/TAPERUM /PPh 21 [Format 9.5)

Surat Pernyvataan Tanggungiawab Mutlak Pengajuan SPM-LS Gaji
dan Tunjangan (Format 9.6)

Ceklist kelengkapan Verifikas: Dokumen Pengajuan SPM-LS Gaji
dan Tunjangan (Format 9.7)

Formulir terkait lainnya

B

nalE

o o

=]

10,
11.
12.
13.
14.

Register Penenmaan SPP (Format 3.3)

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4}
Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5)
Surat Perintah Membayar (Format 3.7)

Register SPM SKPD (Format 3.8)

Surat Pernvataan Verilikasi (Format 3.9)

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11)
Register Surat Penolakan Pencrbitan SP2D (Format 3.12)
Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13)

Register SP2D (Format 3.14)

Daftar Penguj SP2D (Format 3. 13)

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16)
Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17)

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18)



Format 9.1

5PP LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAY ARAN LANGSUNG PEGAWAI
(SPP-LS BELANJA PEGAWAD

ol a1 AT R Lr I'ahun
SURAT PEMNGANTAR

Kepada Yih.
Pengguna Anggaran
SKPD.......c0.e.

[} Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ....oo.eeee.. Tahun oooooioo..

tentang Penjabaran APBD, Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Eehngm
berikut

& Urusan pemerintahan
b. SKPD
¢. Tahun Anggaran SR
d. Dazar Pengeluaran SPD Momor
e. Jumlah SPD R A
ChrIlAng © i s )
f. Nama Bendahara Pengelunran

g Jumlah Pembayaran Yang Diminta B

IR 5 o o s i n s wawussnn prrapa s svsinasosin )

h. MNama dan Nomor Rekening Bank

Bendahara Pengeluaran

(Mama Lengkap)
NIP.
Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS BELANJA PEGAWAL

. Momaor diisi denpan nomos SPF;

2. SKPD diisi dengan nama SEPD;

3. MNomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun
anggarin yang bersanghkutan;

4. Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah;

5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD;

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggamn yung bersangkutan;

7. [Dasar pengelunron diisi dengan nomoer SPL yane mendasar penerbitan SPP:

& dona SPD diisi dengan juminh dann yang belum dicairkan dari SPD vang mendasari penerbitan SPP,

Pengisian disertai dengan jumiah terbilang dari dang SPD vang belum dicairkan tersebiut:

9. Nami bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendabara pengeluaran SKPD vang menarbitkan SPP-

10. Pembayaran yang diminia diisi dengan jumnlah dans vang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP,
Penglisinn disertni dengan jumiah terbilang dar dany yang diminta untak dicairkan tersebut:

1. Noma den nomor rekening bank diisi dengan namu bank beserta nomor rekening bank bendahars
pengelunrin pada bank tersebut yvang akan dipakoi untuk pemindahbukuan dana vang diminta untk
dicairkan lewat penerbitan SPF;

11. Diatas baris penandatangnnan diisi dengan 1angeal dan tempat penerbitan SPP;

13, Lhbawah landa tangan bendoharn pengelusran dilsi dengan noma jelas bendahara pengeluaran dan
dibawah nama diisi NIF bendnhara pengelusron



Format 9.2

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG [SPP.LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Pamor

1, Wama SKPDUnR Karja
4, Kooe dan Mama Sub Kegaian

(4]

HNama Penggurafuasa Penggune Anggaran
Nama PPTE

Ja

[F 2]

Mama Penarima
b NPWP Panadma
Mama Bark Panarms
B Momor Rekening Bank
. Uniuk Kepediusn

__ 10 Dasar Pengeluaran

el D i

{ Terbilsdg [

| BFD

Targgal ] Waimar
| &8P20

Targgal | Mamar |H:

S S e

ada SPF re dristapsoan Lo rae- L piaan g o oeloks 10

erivry padla daftar kelenghapen Solune 579 in

Pamakang, ..............

Pojanat Palaksana Tekns Keglalan BENDAMHARS PENGELUARAN

MiP HIP

Lembas Asll  Untuk Pangguens Anggaran'PPK-5KPD
Saliman 1 Untuk Kuasa BUD

Saliman 2- Untuk Bandahara PengaluamanPPTH
Saliman 3 Untuk Arsio Bandabara PengetuareanPPTEK




Format 9.3

PEMERINTAH KABUPATEMN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan
Marmaor

lahiin Arigoaran

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO PROGRAMKEGIATANSUBKEGIATANRERKENING | RILAI RUPIAH
KODE A MA
i
N TOTAL : RP cevvevmvrarnanian
Terilang
engeiahulfdenyatujui Pemnalang,
Penggura Anggaran BEMDAHARA PENGELLARAN
HAMA, PAkAA
MIF MiF

- r N O e T .  § T



Format 9.4

PEMERINTAH KAEBUPATEN PEMALANG
SURAT FERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung {3PP-L5) Gajl dan Tunjangan
reomor ; ... I
Tahun Anggaran

Toial Balanja

Potongan-Potongan :

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

R

I

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATANRERENING NILAT RUPIAH

KODE

HAMA

Tatal

Total Bedanjs Barsih : AP ....cooeees

Pemalang, ...
BEMDAHARS PEMGELUARAN

MNP
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Format 9.6

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NEITED -4 ovanmmmmme v um ama krwb N RSN AN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SPM LS

Momor: ........ R

Yang bertanda tangan di bawah inu:
Nama Bl sy iy p R R R
Jabatan P e e A e S S
Selaku : Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

pada SKPD ..........ccoove

Menyatakan dengan sesungguhnyva bahwa:

1. Perintah membayar Gaji/Tunjangan sebagaimana tercantum pada SPM

LS Nomor ........ . Tangeal ..... telah diteliti dan dihitung dengan
benar sesual dengan ketentuan

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas
pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan

menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
PEMAIATIE, corivinimisimmnmnnrnnes

Pengguna Anggaran |
Kuasa Pengguna Anggaran.

Tanda tangan

Nama Lengkap
;[ § ST —

L B T S $ $ T v w - W



Format 9.7

Lampiran Surat Pernyataan Verifikas: Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Gaji dan Tunjangan
Nomor :

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS GAJI DAN TUNJANCGAN

! No Du}cu:n_mu B Ada dan Absah
1. |sppLs - | ova Tidak
iT_Da[tar Gaji dan Tunjang._;r__l : ' Ya | !‘11:[3_1-: |
5 Do DRSO | ow | omem
Salinan dokumen pendukung perubahan data |
4. | pegawail yang telah dilegalisas: oleh pejabat
vang berwenang® = i |
Gaji induk O Ya 0 Tidak
. G;—l.-}i susulan B N Ya ] Tidak
Kekurangan gail . O Ya o Tidak
| Gaji terusan - OYa | 0Tidak
| SK CPNS N B OYa | o Tidak
N -311.. PNS | O 'I’:-a o Tidak
| 8K Kenaikan Pangkat N | OYa | oTidak
SK Jabatan . . 1 Ya Tidak
Kenaikan gaji berkala N ; I Ya Tidak
i "".:"-urat Pernyataan P;:Ianl ii-m:‘: ) Ya 0 Tidak
Surat F'L'-T['I-}'Hlﬂ.iutl.'l- Melaksanakan Tugas 1 Ya T Tidak
Daftar keluarga (KP4) o - 1 Ya 7 Tidalk
Fotokopi Surat Nikah “Ya | OTidak |
_E:.t_rﬂ-:_n_g:u Akte Kelahiran : : 3 Ya 2 Tidak |
?ﬁi;;:ﬁg:fﬂjgan Pemb T"Lh"it:uba} aran Va Tidalk
Surat Keterangan masih sekolah/kuliah 1Y¥a | O Tidak
Surat pindah . : ‘j:a O Tidak
| Surat Kematian o 7 ¥Ya | Tidak

* = dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP

e R e LS JB F R B . - = .



¥. SISTEM DAN PROSEDUR BEL

A. KETENTUAN UMUM

Sistern dan Prosedur Pengajuar

SKPKD adalah sistem dan

pembayaran kepada Pihak Ketiga
Pemernntah Desa, Bantuan keuangs

kepada Partai Politik, Hibah, Bantu

dengan melakukan pembayaran
Daerah ke Rekening Pihak Ketiga
1. Sub Sistem Penerbitan SPP-LS
. Sub Sistemn Penerbitan SPM-L3S

. Sub Sistem Penerbitan SP20

B LO R

. Sub Sistem Pencairan SP2D

Bagan Alur Hubungan antar Sub =

Sub sistem | Sub sistem
Penerbitan oad Penerbitan
SPP-LS | ‘ SPM-LS

PIHAK TERKAIT

1. SKkPD
a. Pengouna Anggaran
b. PPK SKPD

2. SBKPKD /BPKAD

a. Bendahara Pengeluaran SKPk

b. Bidang Perbendaharnan

c. Bidang Alkuntans: dan Asel D

3. Bank
4. Pihak ketiga

C. ALUR PROSEDUR

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-1.5

ANJA TIDAK LANGSUNG PPKD

Pembayvaran Langsung (LS) Belanja di

nsedur dalam rangka melakukan

atas belanja Bagi Hasil Kepada
n kepada Pemerintah Desa, Bantuan

n Sosial, dan Belanja Tidak Terduga,

langsung dari Rekening Kas Umum

Sistem ini terdiri dari ;

1S [ETT .
Sub sistem Sub
Penerbitan s  sistem
SP2D Pencairan
sP2D

D

veral

a, Bendahara Pengeluaran SKPKD menelii dekumen pengajuan

pencairan sesuai dengan jenis belanja sebagai berikut:

1) Bagi hasil Kepada Pemeri

itah Desa

L T O Tt r ¥ | B



a) Rincian Rencana Pengpunaan Dana SPP-LS Belanja Bagi Hasil
Kepada Pemerintah Desa;

b) Keputusan Bupati tentang Bagi Hasil Kepada Pemerintah
Lresa;

¢] Surat rekomendasi pencairan dari Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk pencairan
dana bagi hasil bulanan berdasarken realisasi pendapatan
vang telah masuk rekening Kas Umum Daerah Kabupaten
Pemalang kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dengan tembusan Bupati,

d) Nomor rekening kas Umum Lesa;

2] Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

a] Surat rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan kepada
pemerintah desa darn Kepala SKPD/Unit Kerja Pengampu
kepada Bupati Pemalang Cg. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Dacrah,

b} Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih
berlaku;

¢} Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan tanda tangan Kepala Desa
dan Bendaharz Desa berstempel basah terdini dar 1 (satu)
kwitansi asli bermateral cukup dan 2 ([dua) kwitansi asli tanpa
bermaterai,

d) Fotocopy buku rekening kas desa yang masih berlaku dan
dilegalisasi cleh Bank .Jateng setempat;

e] Surat Pernyataan Verifikasi dari SKPD/Unit Kerja Pengampu.

3] Bantuan Partai Politik

a) Sural rekomendas: pencairan dana dari SKPD/Unit Kerja
Pengampu dilampiri dengan rekapitulasi nama dan nomor
rekening Partai Politik

b} Kwitansi rangkap 3 [tiga) lembar, satu bermaterai cukup;

c] Kelengkapan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan
melalul SKPD/ Unit Kerja Pengampu;

d) Surat Pernyatann Verifikasi dari SKPD/Unit kerja pengampu

e . L 1 " I BE 4 a B w e F



4] Hibah
gl Surat Rekomendasi pencairan dari SKPD/Unit Kera
Pengampu vang memdi
(1) Nomor urut DPA Penecrima Hibah
(2] Nama dan Alamat Penerima Hibah
(3) Nama dan Nomor Rekening Penerima Hibah (fotocopy
buku rekening v nasih aktif dilampirkan)

(4} Nomor dan Tangzal NPHD

(5) Nomor dan Tangga! Keputusan Bupati tentang Penenma
Hibah

(&) Nila1 Bantuan

b} Surat Pernyataan Verifikasi dari SKPD/Unit Kerja Pengampu;

¢} Surat Keterangan/Pernyataan dari  SKPD/Unit  Kena
Pengampu apabila terdapat perbedaan nomenklatur antar
dokumen;

d) Untuk pencairan tahap berikutnya dilampinn Laperan
Penverapan Keuangan tahap sebelumnya;

e) Tatacara penatausahssn pencairan belanja hibah dalam
bentuk uang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dart Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang.

3] Bantuan Sosial
a) Surat Rekomendasi pencairan dari SKPD/Unit Kerja
Pengampu yang memauat;
(1} Nomor urut DPA Penennma Bansos
(2} Nama dan Alamat Penerima Bansos
(3) Nama dan Nomor Rekening Penerima Bansos (fotocopy
buku rekening vang masih aktfl dilampirkan)
(4) Nomor dan Tanggal Keputusan Bupati tentang Penerima
Bansos
(o] Nilai Bantuan
D) Surat Pernyataan Veniikasi dari SKPD/Unit Kerja Pengampu;
c) Surat Keterangan/Fernyataan dari SKPD/Unit Kerja

Pengampu apabild terdapat perbedaan nomenklatur antar

dokumen:

e - v - » T S T Y L | Bl



d] Untuk pencairan thap berikutnya dilampinn  Laporan
Penyerapan Keuangan tahap sebelumnya;

e] Tatacara penatausahaan pencairan belanja Bantuan Sosial

dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Bupat
tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah KEabupaten Pemalang.

6] Belanja Tidak Terduga
a] Persetujuan Bupati atas penggunaan Belanja Tidak terduga;
b Surat Permochonan dari Kepala SKPD;

c] Nomor rekening SkP

d] hwitansi rangkap 1ga} lembar, satu bermateral cukup;
b. Apabila dokumen terscbut belum lengkap maka Bendahara
Pengeluaran SKPKD mengembalikan kepada aKkPD
Pengampu /pengaju pencairan sesual jenis belanja sebagaimana

poin 1, untuk dilengkap

c. Apabila dokumen terscbut telah lengkap maka Bendahara
Pengeluaran SKPKD melakukan Input Data SPP-LS melalui
Aplikasi Pengelola keuangan Daerah, mencetak, dan

menandatangan SPP-LS seria melengkapi lampiran-lampiran yang
diperlukan sebagai berikut
1) Surat pengantar SPP-|
2] Ringkasan SPP-LS;
J) Rincian SPP-LS;
4) Lampiran-lampiran dokumen pengajuan pencairan sesuai jenis
belanja pada poin 1
d. Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan SPP-LS yvang telah

ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-SKPKD,

2. 3ub Sistem Penerbitan SPM

a. PPK-SKPKD menerima SPP-L.S berserta lampirannya diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran SKPKD
b. PPK-SKPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;

— | ———— -— - ==



¢. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPKD
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan
kepada Bendahara Penpeluaran SKPKD beserta dokumen
pengajuan SPP-LS untuk dilengkapi dan diperbaiki.

d. PPK-SKPKD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam
register Penolakan Penerbitan SPM.

e. Apabila telah dianggap sesual dan lengkap, dalam jangka waktu 2
(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-
SKPKD melakukan 1iput Data SPM-LS melalui Aplikasi Pengelola
Keuangan Daecrah dén menvusun draft SPM-LS.

. PPE-SKPKD menyaripaikan Draft SPM-LS kepada PPKD untuk
ditandatangani.

g. PPKD menandatangani SPM-LS serta menyerahkan kembali kepada
PPK-SKPKD.

h. PPK-SKPKD mencatat penerbitan SPM-LS vang diterima ke dalam
Register Penerbitan SPM;

1. PPK-SKPD menvampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta
kelengkapan dokumen :

— Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

— Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan

dokumen;
3. Sub Sistem Penerbitan 8P2D

8. Bidang Perbendaharaan BPRAD menerima SPM-LS vang diajukan
oleh PPKD;

b. Bidang Perbendaharaan BPKAD meneliti kelengkapan dokumen
aPM-L5,

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-LS
dikembalikan kepada PPKD untuk dilengkapi dan meneatat
dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D.

4) Apahila dianggap telah lengkap maka diterbitkan SP2D-18
melalul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diterbitkan
SP2D-LS rangkap 5 dan mencatat dalam Register SP2D.

c. Bidang Perbendaharnan BPRKAD mendistribusi SP2D yang telah
terbit :

1) Lembar 1 untuk SKPD/ Pihak Ketiga;

£] Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan:
3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng;

4} Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah



4. Sub =istem Pencairan 5P20

a., Bidang Perbendaharaan BPRAD melaksanakan pengupan SP2D
vang akan dicalrkan berdasar daltar pengujl yang telah diterbitkan.

b. PT. Bank Jateng berdasarkan daftar penguji beserta SP2D vang
diterima dan Bidang Perbendaharaan BPEAD, SeCcAra  Ssistem
mentransler dana dan REekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Pihak ketiza.

¢, Bidang Perbendaharaan BPRAD mencatat SP2D ke dalam Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16).

d. Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16 dan

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi BPKAD.




D. BAGAN ALIR

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN
PPKD (1]

PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA

ShPRD

PPK-SKPKD
- ]

Rihistat ralail SKM
Mg s
Priug i Pt il i
" B
b - 0 S
Vet "f K'l"l. Illi :‘.lr "Ilrl.
Sl
L7
SPM-L5
{Morisasi
% Verilik
- —
/L% Y Yl Sum
Lengka T —  [Irnft SPM-LS
\1,“ K ¢ l
:'. keEmibalikan
: HIY 3
s _,-"'r egtsier 5P
|_ampiran /
SPP-LS |7 | BE
{Ranghap 1)
Regnler
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN
1. Surat Pengantar SPP-LS PPED (Format 10.1)
Ringkasan SPP-LS PPKD (Format 10.2)

Rincian SPP-LS PPED (Format 10.3)

S

Register SPP/SPM/5P2D PPKD (Format 10.4)

D, Surat Pernvataan Verifikasi (Format 10.5)

Formulir terkait lammnya
l. Register Penerimaan SPP (Format 3.3)
sSurat Penolakan Penerbitan SPM {Format 3.4)

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5)

ol R

ourat Perintah Membavar iFormat 3 7)

o

Register SPM SKPD (Forma

6. Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11)
7. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3 12)

d. Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13)

9. Register SP2D (Format 3.14)

10. Daftar Penguji SP2D (Format 3.15)

11, Buku Penerimaan dan Penpeluaran Kas (Format 3.16)
12. Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format .17

13. Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18)

| | r 1 e 'Ea - = -



SPP LS Belanja PPKD

Format 10.1

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN
Pk

DO & wracsnssssansnsns

LT

SURAT PENGANTAR

k.epada Yth
Pejabat Pengelola Kevangan Dagrah
i Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Pemo

temtang Penjabaran APBD, Bersama ini Kami mengaj

sebagail benkut

a. Jenis Belanjn

b, Tahun Anggarmn

¢, Dasar Pengelunran SPD Momor
d. Jumlah Sisa Dana S5PD

2. LUniuk Keperluan Bulun
f. MNama Bendahara Pengeluaran

g, Jumlah Pembayvaran Yang Diminta

h.  Nama dan Nomor Rekening Bank

g PO o <
kan Surst Permintaan Pembayaran Langsung

-'..'.'vll.:m-.- R TP LTI T Y

in o
] o1 1) 7 L M K (VR A e st b

Bendahara Pengeluaran

iNama Lengkap)
NIP

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-1L5 Belanjn Pengeluaran PPKD

. Momaor ditsi dengeran nomor SPP

2 Nomoer Peraturan Bapati diisi dengan nomor Perty

anggaran yang persengkutan
3. Jenis Betania dilsi denzon nama jeris belanjn;
4, Tahun anggaran diisi dengan tahon anggason yu
5. Dasar pengehearan diisi dengan nomor SPD vane

0. Jumlah sisa dona SP diisi dengan jumlah dann 501

Jjumlah terbilang dari dana SPD tersebut:
MNama bendahara pengelunran diisi deéngan nama
8. Pembayaran vang diminia disi dengen juim lah

Fl.'l:g,iii.l.ll dizertal e THEan |_|'||!.|:'| II'.I-'.IIH-I-E. dart danp

Y. Nomadon nomor rekenmg bonk diisd dengan na
menerima dasia dari belunja LS-FPYD: ’

. Diatas baris penandal inganan diis qu_'Il:_'_.III P11

. Dibawah tanda iongan bendohara pengel _||'._|-. i
dibawah nama diis NIP bendahara |||.':|_.-'-.'| 1

Elaug

ti mengensi penjabaran AFBD pada tahun

ngkutan;
lusar: penerbitan SPP;
I vang tclah diterbitkan, Pengisian disertai dengan

ihara pengeluaran SKPD vang menerbitkan SPP;
diminia untuk dicairkan lewat penerbiinn SPP
£ daninta untuk dicairkan tersebut:
beserin nomor rekening bank pihak ketiga yang

cemipd penerbitan SPP;
engan nama jelas bendahara pengeloarsn dan



a

Marma SKPUnit Karja
Roda gan Mama Sub Keglalan

Mama Panggunausss Pengguna Anggaran

Mama PPTHK

Mama Penaima
KPP Peniarma
Nama Bank Penenma
Momaor Relaning Bank
Uniuk Keparuan

10, Dasar Pengedaaran

Mo .
SPD

| |Tanggal | Momar
.E:F'ED .
r:"l;ﬂ.al S AT

Format 10.2

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG [SPP-LS)

¢ [elial]

Faln 54 e i

Lembar Asl - Unluk Pergguna Anggaran'PERE-SKPD

Pejabal Pelassana Teknis Kogsaian

HIF

Salinen 1. Urduk Kuasa BLID

Jalinan 2: Unfuk Bendahara FangaluaranPPTE

REARLA

Salinan 3 Unfuk Arsip Bandonara Pengeluoran PRETE

eEbEsa

AP

[

pendi daifldi Kehed phippar dobames SPP im

Pematang,

BENDAHARA PEMGELLARAN

HIF

- T S T




Format 10.3

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAY ARAN Langsung (SPP-LS)
Momor

Tahun &naaaran

RINGIAN RENCANA PENGGUNA

WO _ PROGRAMEEGIATA N/SLUBKEGLATAN REKENING HELAI RUPLAH
KODE = HAMA
1 |
o TOTAL ERP .oonmssninsisnions
Tarbilarg
Mlarigadabuimdeny etujul Pemalang
Penggusna Arggdran BEMDAHARA PEMGELLARARN
kAR A RAR
KR M




Format 10.4

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
REGISTER SPI/SPM/SP2ZD
BENDAHARA PEMGELUARAN PPKD

SFF SP 2F20
LS LIRALAN Jumilah Kat

Moimar

Tamggel | Nomor | Tanggal | f T aregial Meemar

PRI [ [ .11 | I

Bendahara Pengeluaran PPED
(Tanda Fangan)

(Moma Jelas)



Cara Penpisian :

1). Kolom 1 diisi dengan nomor uru

P
—

Kolom 2 diisi dengan jeris péngajuan dengan LS

L

Kolom 3 diisi dengan tangeal pengajuan SPP

—_—

Kolom 4 dusi dengan nomor 8PP vang diajukan

[

Kolom 3 disi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada

kolom sebelumnya

6). Kolom 6 dusi dengan nomor 8PM vang diterbitkan

7). Relom 7 disi dengan tangeal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan
SPM pada kolom sebelumnya

8}. Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D vang diterbitkan

9). Kolom 9 dusi dengan uralan pengajuan

10). Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

11}, Relom 11 diisi dengan keterangan vang diperlukan

12). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai

nama jelas



Format 10.5

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Sehubungan dengan pengajuan Surat rekomendasi pencairan .......ceveeeee. Nomor.........
tanggal.................., dengan alokasl dana sebesar RP .......oweeie B e 1,
bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan
dOKUMEN .iveveeeea. telah lengkap, sah dan telah diverifikasi, sesuai persyaratan yang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap dan atau tidak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami
akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesunggubnya, guna melengkapl

persyaratan pengajuan permintaaan penerbitan SP2ZD dari Kuasa Bendahara Umum
Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang

PPK SKPD Pengampu Bantuan

(Nama Lengkap)
NIP...



Xl. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

A. KRETENTUAN UMUM

Semua penenmaan dacrah  dalam  rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang
mempunyal tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah
wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bendahara penerimaan wajib  menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
tanggungjawabnya. Selain ha tersebut, bendahara wajib
mempertanggungiawabkan. Bendahara penerimaan menyiapkan 2 jenis
pertanggungawaban,  yaitu  Pertanggungjawaban Administratif dan

Fungsional,

B. PIHAK-PIHAK TEREKAIT
1. Bendahara Penerimaan/Pembantu
2. PPK-SKPD
3. Pengguna Anggaran

4. BUD (Bidang Perbendaharaan)

)|

BUD (Bidang Akuntans: dan Aset Daerah)

6. Bank Jateng

C. ALUR PROSEDUR
1. Bendahara Penerimaan SKPD
a. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan

1} Pengguna Anggaran menerbitkan Surat kKetetapan Pajak (SKP)
Daerah  dan/atau  Surat  Ketetapan Retribusi dan/atau
dokumen lain vang dipersamakan dengan SKP/SKR atas
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang jatuh tempo
menggunakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2] Bendahara Penerimaan SKPD menerima sejumlah uang vang
tertera pada SKF dan/atan SKR dan/atau dokumen lain yvang
dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau

wajib retribusi dan/stau pihak ketiga yang berada dalam

PENgUrisannya,




3] Bendahara Penerimaan SKPD melakukan pemeriksaan
kesesuman antara jumlah vang dengan jumlah vang telah
ditetapkan.

4] Bendahara Penerimaan SKPD kemudian membuat Surat
Tanda Bukti Pembayvaran /bukti lain yang sah melalui aplikasi
pengelolaan keuangan daerah untuk diberikan kepada wajib
pajak,/wajib retribusi

3] Setiap penerimaan vang diterima oleh Bendahara Penerimaan
SKPD harus disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah
pada PT. Bank Jateng paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak uang kas diterima, dengan menggunakan formulir Surat
Tanda Setoran (STS) dicetak melalui aplikasi pengelolaan
keuangan daerah yang didalamnya telah mengandung kode
pembayaran (Id Billing) yang terhubung dengan PT. Bank
Jateng.

b. Pembukuan Penerimaan Pendapatan

1) Prosedur Pembukuan Atas Pendapatan yang Dibayar Tunai

a} Proses Penginputan penerimaan pada aplikasi pengelolaan
keuangan dimulai dari saat Bendahara Penerimaan
menerima pembavaran tunai dari wajib pajak atau wajib
retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro,
maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut divangkan
bukan pada saat cek tersebut diterima. Selanjutnya input
penyetoran pada aplikasi dilakukan pada saat bendahara
penenmaan menyelorkan pendapatan yang diterimanya ke
rekening kas umum daerah.

b} Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan
Penyetoran melalui aplikasi pengelolaan keuangan daerah
oleh Bendahara Penerimaan pada saat pénenmaan dan
pada saat penvetoran secara otomatis,

¢] Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai
adalah sebapgai berikut :

(1] Berdasarkan SKPD/BSKRD dan/atau vang
dipersamakan bendahara menerima uang dari Wajib

Pajak /retribusi



(2] Berdasarl
penerima
aplikas
mencanil
dengan
diteriman
diterima

d}

Langkah-lang

(1) Berdasarl
bendahear
pengelola
tanggal
pominal y
Benclahas
input mel
melakuka
Rekening
Bendaha
laporan-l
PETErima
daiantara
STa dan
pengelola
2) Prosedur Pembu
Bendahara Pener
a) Pembayaran

rekening  bar

sebagal berik:

bendahara

an uang vang diterimanya

n membuat bukti penerimaan  melahw
pergelolaan  keuangan daerah dengan
mkan kode rekening penerimaan sesuat
penerimaar vang dimaksud, tanggal
a ua dan jumlah nominal uvang yang

kah pembukuan pada saat penyetoran tunai
1k :

an uang tunal dan buktl penerimaan,

nenginput modul setoran pada aplikasi

i keuangan daerah dengan mengisikan

penvetoran, kode rekening pendapatan dan

ang akan disetorkan.

1 Peni

imaan mencetak STS yvang telah da
i aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan
n penyvetoran pendapatan vang diterimanya ke

kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng,

i Penerimaan melakukan verifikasi terhadap
poran vang ada kaitannya dengan proses
in can penyetoran  yang  dilakukan

1wya buku penerimaan dan penyetoran, register

uku pembantu rincian objek pada aplikasi

in keuangan daerah,

cuan Atas Pendapatan Melalui Rekening Bank
TEAn

penyetoran  pendapatan  melalui  transfer
% Bendahara Penerimaan dapat dilakukan

melalul rekening bank bendahara penerimaan / penerimaan

pembantu untuk semua jenis pendapatan.

b) Dalam kondisi terscbhut, pencatatan dilakukan saat
Bendahara Fenermmuean menerima informasi/nota kredit
darl Bank mengenal adanya penerimaan pendapatan pada
rekening bendahara penerimaan/ penerimaan pembantu.,

c] Verilikasi dilakuk pada Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan

¢
. R | " w T T " K-



dan pada saat penyvetorannya ke rekening Kas Umum
Daerah menggunakon STS yang dicetak menggunakan
aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Rekening Kas
Umum Daerah yang berada di PT. Bank Jateng.

d] Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang
diterima di ckening bank bendahara

penerimaan/ penerimann pembantu adalah sebagai berikut:

(1) Bendahara Py

erimaan penerimaan pembantu

menerima Mo

i/nota kredit dari PT. Bank Jateng
mengenai adanva penerimaan di rekening bendahara
PERNeTMALT;

{2) Berdasarkan il asi/ nota kredit dan PT. Bank Jateng

Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi

terhadap rekeningnya atas penerimaan tersebut;

¢) Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke
rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan

melalul rekening bunk Bendahara Penerimaan adalah

sebagal bertkut :

(1) Berdasarkan atas rekonsiliasi bendahara penerimaan
J PENETHMIAR | bantu membuat STS

(2] Bendahara Penerunaan membuat STS dan melakukan

PENYELOTAn F'l.'! JLEil

atan yang ditennmanya dengan cara
transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan

ke rekenimng kas vmum daerah pada PT. Bank Jateng;

eid

3] Bendahoara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap
laporan-laporan vang ada kaitannya dengan proses
pEnerim:aann diin penyetoran vang dilakukan
daiantaranya buku pencrimaan dan penyetoran, register
STS dan buku pembantu rincian objek pada aplikasi

pengelolaan Keuanvan daerah.

3) Pembukuan Atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum
Daerah
d) Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran
secara langsung melalui rekening kas umum daerah pada
FT. Bank Jateng.



.

b) Pencatatan dilakukan saat Bendahara Penerimaan
menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib
pajak/wajib retri

c) Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara Penerimaan.

d) Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang
disetor langsung keRekening Kas Umum Daerah adalah
sebagal berikut:

(1) Bendahara Penerimaan berdasarkan SKPD /SKRD
membual STS melalui aplikasi pengelolaan keuangan
daerah da nengirimkannya ke Wajib Pajak/
Retribusi /pihak ke-3

(4) Bendahara Penernmaan menerma slip setoran/bukti
lain yang sah  dari wajib  pajak/retribusi atas
pembayaran vang mereka lakukan ke kas umum
daerah:

(3] Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap
laporan-laporan vang ada kaitannya dengan proses
penerimaan  «dan  penyetoran yang dilakukan
daiantaranya buku penerimaan dan penyetoran,
regisler 5TS dan buku pembantu rincian objek pada
aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Pertanggungjawaban Dan Penyampaiannya

1) Pertanggungjawaban Administratif

a)

#]]

c)

Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggung-
jawabkan pengelolaan Uang yang menjadi
langgungiawabnyva sccara administratif kepada Pengguna
Anggaran melalui PPR-SKPD paling lambat pada tanggal
10 bulan berikutnva

Laporan pertanggungawaban (LPJ) bendahara penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara
Penerimaan Pembaniu dan memuat informasi tentang
rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang

ada di bendahara
LPJ tersebut dilamipir dengan

(1) Buku Penerimaan dan Penyetoran vang telah ditutup

pada akhir bulan berkenaan;



dj

(2]
(3]
(4]

Regmster STE

Bukti penerimaan yang sah dan lengkap;
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu; dan

Khusus untuk Hendahara Penerimaan yang menerima
penyetoran dar pihak ketiga lewat rekening Bendahara

Penerimaan maka LPJ dilampiri dengan rekening koran

Bendahara Penerimaan.
Langkah-langkal pENYUSUNAan dan penyampaian
pertanggung-jawnban Bendahara Penerimaan SKPD adalah

sebagai berikut

[1]

(3]

(4]

(=)

(7]

(8)

Bendahara Penerimaan pada akhir bulan menutup
buku pencrimaan dan penyeloran serta  buku

pembantu lainnva;

Bendahara Fenerimaan menyiapkan realisasi
penerimaan pendapatan yang diterima dan disetor oleh
Bendahara Penerimaan disertai bukti-bukti vang sah;

Bendahara Fencerimaan menerima pertanggungjawaban

vang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu:
Bendahara Penernmaan melakukan verifikasi, evaluasi
dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu;

Bendahara Penerimaan menggunakan data penerimaan
dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan dan data pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Fembantu yang telah diverifikasi;

Bendahara Penerimaan memberikan Laporan
Pertanggungjawaban  kepada Pejabat  Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengpuna Anggaran melalui PPK-SKPD;

PPK-SKPI) melakukan verifikasi atas kebenaran

Laporan Pertanggungjawaban vang disampaikan oleh
Bendahara Penenmasan:

Penggun: Anggaran menandatangani Laporan
Pertanggungjawaban (administratif) YANng telah

diverifikasi oleh PPK-SKPD sebagai bentuk pengesahan;

dan



2} Pertanggungjawaban |

a)

bj)

cl

()

P-:}rl;ingg N

tahun anggaran
kena terakhir |

Bendahara pen

vaban administratif pada bulan terakhir

lisampaikan paling lambat pada hari

in tersebut.
ingsional

erimaan  SKPD  juga menyampaikan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada BPKAD

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah paling lambat pada

tanggal 10 bula;

erikutnya menggunakan format LPJ

yang sama dengan pertanggungjawaban administratif,

LPJ fungsional ini dilampiri dengan:

(1] Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup
pada akhir bulan berkenaan:

(2) Register STS; dan

(3] Khusus untuk Bendahara Penerimaan vang menerima
penyetoran dar pihak ketiga lewat rekening Bendahara
Penerimaan maka LPJ dilampini dengan rekening koran
Bendahara Penerimaan,

(4} Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan (Format 11.22)

selama 1 Triw

September, o

Langkah-langkal

PErAangEung- jaws b,

sebagail berikut:

ulan, (Untuk Laporan bulan Maret, Juni,

in Desember)

JENYUSUNAN dan penyampaian

i1 Bendahara Penerimaan SKPD adalah

(1) Bendahara Penerimaan membuat pertanggungjawaban

(3]

fungsional

administratil

dasar data pertanggungjawaban

ing teiah disampaikan dan disahkan

oleh Pejabat Penpgguna Anggaran;

Bendahara P

laporan perian;

Akuntansi

pertanggung):

10 bulan ber:k
Pertanggung)a
tahun anggara

kerja terakhir |

nermasan menvampaikan 1 (satu) lembar
wungawaban kepada BPKAD Bidang
Aset Daerah sebagai bentuk
twaban fungsional paling lambat tanggal
1TVES
viaban fungsional pada bulan terakhir
chisampaikan paling lambat pada hari

n tersebut: dan



(4] Setiap Triwulanan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

melaksanakan rekonsiliasi terhadap
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
bersamaan dengan rekonsiliasi pertanggungjawaban
Bendahara Penpgeluaran.

2. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

H.

Pertanggungjawaban Dan Penvampaiannya

1) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD wajib menyampaikan

pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini

dilampiri dengan :

a] Buku Penerimaan dan Penyetoran vang telah dilakukan
penutupan pada akhir bulan;

b) Register 8TS; dan

c) Bukti penerimaan vang sah dan lengkap.

<) Pertanggungjawaban Hendahara Penerimaan Pembantu pada

bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat

pada hari kerja terakhir bulan tersebut.
3) Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan
pertanggung-jawaba Hendahara Penerimaan Pembantu

adalah sebagai berikui

a) Bendahara Penenimaan Pembantu melakukan penutupan
Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan
total penerimaan, iotal penyetoran dan sisa kas yang

dipegang olehnya

b) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS
dan bukti-bukti pcnerimaan yang sah dan lengkap; dan
c) Bendahara Penerimaan Pembantu menvampaikan laporan

pertanggungjawaban  (LPJ) beserta lampiran Buku
Penerimaan dan Fenvetoran, Register STS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyvetoran untuk disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan SKPD paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya.



3. Bendahara Penerimasn PPED

a. Penatausahaan Penerimaan PPKD

1) Penerimaan yang dikelola SKPKD dapat berupa pendapatan
hasil pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan dana
perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan pembiavaan
penerimaan.

2] Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung
dari Pemerintah Pusat, BUMD dan Pihak Ketiga ke rekening
Kas Umum Daerah pada PT, Bank Jateng,

3) Berdasarkan penerimauan tersebut, PT. Bank Jateng membuat
Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan
tersebut, batk berupn informasi pengiriman, jumlah rupiah
maupun kode rekening vang terkait. Bendahara penerimaan
PPKD wajib mendapatkan Nota Kredit tersebut melalui
mekanisme yang telah diletapkan.

4] Atas pertimbangan cfisiensi dan efektifitas, tugas dan
wewenang bendahara penerimaan PPKD dilaksanakan oleh
BPKAD Bidang Perbendaharaan,

b. Pembukuan Penerimaan PPRD

) Pembukuan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan PPKD
menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD,

2) Dalam melakukas pembukuan  tersebut, Bendahara
Penerimaan PPKD menpgeunakan dokumen-dokumen tertentu
sebaga dasar pencatatan antara lain :

a] Nota Kredit; dan
b) Bukti Penerimaan Lainnva Yang Sah.

3] Pembukuan pendapatan PPKD dimulai dan saat Bendahara
Penerimaan PPKD menerima nota kredit dari PT. Bank Jateng
mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

4) Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lain yang
sah, Bendahare Penerimaan PPKD menginput aplikasi
pengelolaan keuangan daerah pada modul setoran

b) Bendahara Pencrimoan PPKD mengidentifikasi jenis dan

kode rekening pendapatan; dan



¢] Bendahara

pada kolom jumlah
¢c. Pertanggungjawaban Dan

1) Bendahara
mempertanggungjav
tanggungjawabnya ke
Daerah paling
Pertanggungiawabar
yvang telah dilakuk:an
dengan bukti-bukt

4, Budang Perbendaharaan Fon
a. Menerima dokumer
Tanda Setoran dan Noia K
dari PT. Bank Jateng, u
b. Mencatat STS/bukti laun
dalam buku Kas Pene

pembantu penerimaan dar

per ShPD,

penerimaan.

2] Langkah-langkah
pertanggungjawabar
sebagai berikut
a] Bendahara Pene

Penerimaan

perhitungan: dan
b) Bendahara

penerimaarn vang

3] Bendahara
Penerimaan PPED
dengan bukt
BPKAD Bidang Akunt
tanggal 10 bulan berilouat:

maan PPEKD mencatat milal transaksi

'‘Tnyampalannya
1 (IMAALN PPKD wajib
kan pengelolaan uang yang menjadi

ila BPKAD Bidang Akuntansi dan Aset

tanggal 10 bulan berikutnya.

sebut berupa Buku Penerimaan PPKD
rnulupan pada akhir bulan dilampiri
lukung yang sah dan lengkap.

NYyuUSUNnAan dan penyampaian

Hendahara Penerimaan PPED adalah

inn FPRD melakukan penutupan Buku

dan  melakukan rekapitulasi

wn  PPED menyusun  bukti-bukt
dan lengkap.

it PPKD  menyampaikan  Buku

lelah dilakukan penutupan dilampiri

in vang sah dan lengkap kepada
51 dan Aset Daerah paling lambat

Iy

i kuan

aan daerah berupa tembusan Surat

redit atau bukti lain yang disamakan

dindakan rekonsiliasi: dan

ng disamakan atau Nota Kredit ke

aan dan Pengeluaran, buku kas

pengeluaran, buku kas penerimaan

lasl penerimaan daerah pada sis



D. BAGAN ALIR PROSEDUR

1. Penerimaan Pendapatan

BEN
WP/RETRIBUSI PENERIM
PEMBA
l i
SKP | IKP

DAERAH /SKR DAERAH

| —

—~ Ja

| Pembayaran " | .

( Verifik

- 3
\ g

L Apllka

.IIII.. Peint

'
sTBP/B

Lain Yg Sah

| o —
T
e
Uang
- -
—-r
Ap
Per
e
g

STBP/Bukt Lain Yg Sa

!

PENGGUNA
ANGGARAN

BANK JATENG

DAERAH,/SKR

i Bl
Penvetoran [T
- =S | o3 |
A
ll: Uang |

L _[Nma |

v
BFRAD




2. Penenmaan

Penerimaan / Pembantu

' BE]
PENERIMA
PEMBAN

WP,/RETRIBUSI

F T
Sk aSnt
DAERAH /SKR DAERAH
SRS e

{Nm a Kredit |-1— .

MNoto }

s
Verifik
=
o -

STHP/Bukt
Lamn Yg Sah || =

e o _.:—"__'_-
WiEr
Laj
Pe
-

Pendapaia

g

Melaluai

Rekening

PENGGUNA

L illl

ANGGARAN
SKP
DAERAH/SKR

Bendahara

BANK JATENG

P'C'!['!I_'v'l.‘.T OTan

 —
S5TS J
gp
Femindah
ST T e 4]

BPEAD

| Nota"Kredit



3. Penerimaan Pendapata

WP/RETRIBUSI

skP
DAERAH /SKR

BANK JATE

1 Melalu Rekening Kas Umum Daerah

" BEND
ENERIMAAN S
EMBANTU

M

BUD
(KASDIA)

PENGGUNA
ANGGARAN

W

AERAH /SKR

'

| A ol
g

{ oS |

ﬂhp
DAERAH /SKR
_o-'--'-'____ ]

=7 __-"_
— L T 2
Pembayaran | Uan
v
= MNota !_ -
‘ Kredit
i. '\-\__.-"'-F--
MNota
Mota K redit
Kredit p— ol
| |

Voerhkasi
FPe-riatia
Fonerimaan

—

T




4. Pertanggungjawaban Bendal

BEND B
PENERIMAAN
PEMBANTU

ErEND |
PENERIMAAN

BPFK, SKR, 8T8
s STHF/ Bulkt
Lain Yg Sah

BPE, BKR, 3T3
& STHP/ Bukti
Lain ¥z Sah

e ___;-'—" = ____'_,_
| l | P [
Buku | BLH-:I;J-
Penerimaan || Penerimaan

& Penyetoran

Buku
Pembaniu

t Penvetoran

Bk
Pembantu

— Register ~—] Eﬂﬁiﬂtwr
oIS STs
I—f_ L T
SPJ Verifikasi
Penerimaan l
——1 Lampiran ¥

SR
Penerimaan

= Lampiran

HH

[IKas

ira Penerimaan / Pembantu

SKPD PENGGUNA BUD
B ANGGARAN (AKUNTANSI)
=SR]
— " Penerimaan
__“ Lampiran
b | 28
Penermaan
h"[bump:mrj |

1271
IpIraEn
. o



E.

FORMULIR-FORMULIR Y AN

1.

|

9.

1,

13,

14.

Surat Ketetapan Pajak Ducra

Surat Ketetapan Retribusi D

Surat Tanda Setoran (Forn

Tanda Bukti Pembavaran (For

Buku Penerimaan dan Pe
Register 5TS (Format 11.6

Buku Pembantu Per Rinc

Buku Penerimaan PPED (Fom
SPJ Pendapatan Administratif
SP.J Pendapatan Fungsional |

. Register  Pengirimar

Penerimaan (Format 11.11|

. Register Penerimaan Pert

11.12)
Register Pengesahan Pei
11.13)

ourat Penolakan Laporan
11.14)

. Register Penolakan Laj

(Format 11.15)

. Berita Acara Pemeriksanans
7, Buku Bantu Kas Penerimas
. Laporan Rekamtulasi Pen:

. Laporan Realisasi Pencrima
. Benta Acara Rekonsiliast (F

. Formulir Venfikasi Pencaa

11.21)

2. Rekap Pengembalian Pendap

LINAKAN

h (Format 11.1)
ah (Format 11.2)
1.3)

1at [1.4)

etoran (Format 11.5)

Ihjek (Format 11.7)
at 11.8)

[Format 11.9)
ormat 11.10)

Pengesahan  Pertanggungjawaban

npgungjawaban Penerimaan (Format

nggungawaban Penenmaan (Format

tangeung@awaban Penerimaan (Format

Pertanggungjawaban Penerimaan

418 [Format 11.16)

Murm (Format 11.17)

indan Daerah (Format 11.18)
Daerah (Format 11.19)
at 11.20)

Insentif Retribusi Daerah (Format

ilan (Format 11.23)



PEMERINTAH —
KABUPATEN
FEMALANG
WAG,
THAHLIN
AL
ALAMAT
NCE0R POKDE WAJTE PAJAK DAERAH [NPWPDH
TARNGGAL JATUH TESPO
N | KODE REKENING ==
o Rl T B -+ ST T
1 l - * - - . 1} T
s | | 1 | | | -
| .|. L } _ ..... ]_
' I i N
5 1 4
7:;-.5.1“ Piurus
PERTATLAN ;
| Harap perryeboran dilakukan pada Bank)/Bedah
", Apabila SKPD ind tidak atau kurang dibaryar e
i'#- 8l | :.. % |-kll. .i‘\.\s-m'- Ir_--.
| {temggal jatub femrgn] dikenakan S5 TS

TANDH TERIMA

MHAMA
ALAMAT
ALY

Formai 11.1

APAN PAJAK DAERAH
-DAERAH)

Pl LWL

IRALAN PAIAK, DAERAH SUMLAH (R

= —

e e PokDk Pajak
s @ H.|j'l|.;.f|

. Keratcan
S ruhan

naan
ling lma 30 hari seteiah BP0 ditmnma
a bunia sebesar 3 % perbulan
Tangga
g.n, Pejabat Pengelols Keuangan Dasran
(Tanda EAngar)
LTI RSNa0 )
MIF

MOL URUT

Tamggat
Yang menanma

Tanda Eargan)

{simia |enaia |



A=A

ALAMAT

PEMERINTAH
KABUPATEN SURA
PEMALAMG
i5A
TAHLIN

L. PORLIK WAKE RETRIBLSY (NFWH)
TANMGGAL JATUH TEMPD

NQ

XCIDE REKENING

D fumuf
PEEHATIAN |

1
.:'.

Marap penyeloren dilakukan peda Banky Bonos

Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar eaat

{tanggal jtuh tempn] dikenaian sanks aoTinis|

TANDE TERIMA

AL,
ALAMAT

NPT

Format 11.2

TAPAN RETRIBUSI

(SKR)

M, LIHUT |

URALAN RETRIBLS]

#h Kivetapan Retnbos
3h Senksl: a. Bunga
b, Eeraikan

ah Kesatunihan

Tl
ng lama 3 hari setelah SKR ditenma
1 b Sebesar i % perbaulan

Targaal
Penggung Anngaren Kuass Pengouna Argoaran
{Tanda fEngan)

{nama lengkary
MIF,

K. URLIT :

Tanggal

¥ang misrerima

{ Ty tangan)

Lnama kEngeag)

JUMLAH (Rp}
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KABLIPAT
TANDA BU
NOMC

b

Bandanhara PenerimaanBencahara Penenimaan Pembanty
Tedah menerima uang sebessr kp

[Cempan hurut

i KWarma

Aamal

Sshanal pembayaran

Targpal ditefima uang

Merigetahni,
PErarma

{Tanda tangan)

(nama lengkap)

MR
Lembar ad Lintuk permibayar, peny
Saliran 1 Lintuk Benoahar pevs
Saliran 2 Arp

Format 11.4

JALANG
IBAY ARAN

wia Fekening

Jumniah (Ep.}

¥ KED) 8
anchihara Penbani

-
I
|

Pembarvary Permyertar

(Tarda tengan )

LT engkan)




SKPD
Periode
NIII‘I’I
ar T'p:
1
L 2

Ml:l
Buk
£

A4

PEMERINTAI KAl
BUKU PENERIMAAN
BENDAHARA

Penenmagsn
Kaode

Lara ]
Pembayar | Rekeni
an Mg
F- |

Jumlah Penenmaan

Jumlah =.d bu

Jumlah yang Disetorkan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Terdiri atas :

a. Tunai sebesar
0. Bank sebesar

c. Lamnya

Mengetahui/ Menyetupi

Pengeuns Angraran

(Tanda Tangarn)

[Mama Jelas)

MNIP..

Cara Pengisian :
I} Kolom 1 diisi dengan nomor urat

2} Kolom 2 diisi dengan tanggal penerims
J) HKolom 3 diigi -:‘|-e"r|§11,|'. oo bukotd e
4 Kolom 4 dns dengan cara pesnbenaran: melshe

cwab,

5.| Kolom 5 diisi df‘ﬁgﬂll detail kode relos
&) hkolom & dusi dengan uraian pendapat
7] Kolom 7 diisi dengan jumlah pendinpar
8] Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetor

Jumébah bl

Jumleh s.d

9 Kolom 9 diisi dengan Nomor STS

Ity Kolom 10 diisi |!r:rgg_.;|.;|1 jumlah uang vang
I1)Kolom 11 diisi dengan keterangan jika
123) Jumiah penerimaan diisi dengan total jrnkah o

firgronal BPF

13} Jumbah desetorean adalah jumilah ol pernet

laporan fngsions] BPP*

14 Saldo Kes di Bercahars Penerimann dis denag
perermren ek dalarn bervuks bews tume, sampes
15 Kolom tards tangan ditmdatargani okedt Berd

narma el

: Uea  hams

pada st

prwbupan ekl

Pertanggy mpgewaban Bendakurn Penommeas

{

ik heperhaan

Format 11.5

FATEN PEMALANG
DAN PENYETORAN
NERIMAAN

Penyeloran

T | No.
I aT h
H .

8| a L

Jumla

Heterang
b

1 11

Bendahara

(Tanda °

(Nama

apatan asli deerah,
sl dengan kode rekeing

..y EATEEaEl

Henenmaan

FanEan)
Jelas)

vrickibeira penermmaan, benk, Srelabol bes urmuom

apuitan selama 1 bulan dan berdasarken poman
perlapatan seloimn 1 bulan den berdasselann
L e yang masth dipegang och bendaham
w1k, U e,

¢ Peverimaen dan Peggma Anggaran disesti

pErvisRnen  Lagoran




............. e 41N Y

BIIEN BLIEN

NUEqad UBBWIAUB4/UBBLLLIBLS, BIBYEPUSY uesedduy eundduay

11 s infniaduayfinyetadualy

H

uedueiagay

]| 1Emn g

» MUBGQLUIag WEELILIE UEg .____L_.:u__.:hm__.h_wn_ EIEYEpUag

T NYVHVYDONY NNHYL
515 HILS1DIH
DNVIVIASd NILVdNEYH HYLNIHIWIC

|._...w_u.n.“_

i N e e——



KABUPATEN PEMA
BUKU PEMBANTU PER RINCIAN

SKPD

Kode Rekening

Mama Rekening ]
Jumlah Anggaran Rp
Tahun Anggaran :

. Nomor Buku
Moo : o
e Penenimaan dan Tenggal Se1
LIl
Pt e TOTan
| b

e

Ilhumlah Bulan i
ITumlah s.d. Bulan Lalu
Jumlah s.d. Bulan [m

Mengetahud,
Pengguna AngEaran

(tanda tangan]

(nama lengkap
MIF

Carn Pengisian :

1. Kokom |1 diisi dengan nomaor wat

. Kolom 2 diisi dengan Momor BRU
. Kolom 3 dusi dengan Tangeal Peny

il P =

i, Kolom 4 disi dengan Nomor TS /B
5. Kolem 5 diisi dengan jumlah rupis
Lainmya

NG

OBYE

=h:]

Format 11.7

K PENERIMAAN

Momar 5TE & Biikt
Penenmaan Lainnya

Jumlah

{Epl

=

..y tanEpal

Bendahara Penerimaan

(tanda tangamn)

(rmia iefgeag]

5T5/Bukti Penerimaan lainnva

LEFTTTIRET] '|.'||r|||'..'.|.

il &

TS/ Bukti Penerimaan

M1

p



PEMERINTAH KAR

Fangea

it ] Mota Hulcts Kol
| Kredit L Mekend
___f
1 2 d | d 3

Menget ahni/Menyverjui

FPETD

[Tanda angan|

(MNama Jelas)
NIP..,

Cara Pengisian :
1)
2}
3}
1)
3

&)

7,

&)

Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 dilsi dengan tanggal penerimaan
Kolom 3 dilsi dengan nomor nota kredit

Kolom 5 diisi dengan kode rekening penda;
Kolom & diisi dengan uraian pendapatan =
Kobom 7 dirsi dengan jumiah pendapatan

2} Jumlah bulan ini adalah total penenmaar

I lumiah sampai dengan bulan lalu adalat

11)Kplom tanda tangan ditandatangani olen |
nama jelas*

* Diisi harvya pada saat penutupan akhir bular
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PH

Kolom 4 dilsi dengan nomor buktl lain apabi

Kotom B diisi dengan keterangan jixa diperiuk

Format 11.5

'EN PEMALANG
BUKU PENERIMAAN PPKD
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

Jumlah Referangan |

G | i | ] -I
i
n ini

a/d Bulan Lalu
# ] Hulan i

...... . tampgal ..

Bendahara Penerimasn PPRD
[Tanda Tangun)|

[Marma JelEs|
NIP.

Mdan

| idak menggunakan nota kredit.
11,

Lai dengan kode rekeing

i

ima abue bulan®
{0 pendapatan sampai dengan bulan lalu®
ndahara Penerimaan PPED dan PPED disertal

INTUK KEperiuan penyusunan Laporan
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Cara Pengisian :
1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
Z. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening

3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD
atas masing-masing kode rakening
4. Kolom 4 diisi dengan Jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing
kode rekening sampai dengan bulan lalu
5. Kolom 5 diisi dengan jumlzh pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat
Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan
lalu yang belum disetor (Kolom 5 dikurangi Kolom 4)
Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini
8. Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi telah disetor
berdasarkan STS/dokumen lainnya bulan ini
10. Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum
disetor (Kolom 8 dikurangi kolom 7)

10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan
lalu gitambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (Kolom 4 ditambah kolom
7)

11. Kolom 11 diisi dengan jumiah pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah
dengan pendapatan yang disetor bulan inl berdasarkan STS/dokumen lainnya
(Kolom 5 ditambah Kolom 8)

12. Kolom 12 diisi dengan jumiah pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum
disetor (Bulan lalu ditambah bulan ini) (Kolom 11 dikurangi kolom 10)

13. Kolom 13 diisi dengan jumilah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi
{jumlah anggaran setahun dikurana: dengan jumiah pendapatan yang telah
terealisasi) Kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumiah rupiah dalam kolom 13
bemnilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan



==

esaer] 1395y Uep ISUBIuUNyY
Buepig (yidg 29 [euosbung eieass uegemelBunbbuepad ueynyejaw eybuel Wejep uPRWUSUSY BiRYepUSg Y| ueyeundip i jewsoy

-LEjRE)
dld dIN
(TS W) (TP vaw)
{unbuE], spue | {LamBuiry epuR )
UL RIS it UGS
'y ab S
[raber]
b _ - i — 4
3 | | . ' . 1 _ — ! ! —
_ _ _ _
. 8 : : 1 L - 1 — ; | | “
evecuend | 270 | ey puek | busk
LIETIE = ] [ \ i L u =T~ T L LRI ] :
| e | (LN _...H_.H.“.H ) T ey s LR . s e e e _.__....._.uz..un__.i R By
Biieh uesiiiing esg - W _ Lfuang LB =Tr ey
L] LEjhg Uehap [eiles [ T | L T 5

L geEin W)
LR A BAPUEDUEE
uesfifiny eunbibuag
OdAs

(TYNOISSINMS - NY.LYdYaNId [45)
QS NVINTHINTd TevHYONIE NYEYMYIDONMDONY Ld3d NYHOdY
SNV TVINTd NI LYdNEYA

01711 vewnsog

lal




Cara Pengisian :

1.
2.
3.

10.

11.

12,

13.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uralan/nama kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD
atas masing-masing kode rekening

Kolom 4 diisi dengan Jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing
kode rekening sampai dengan bulan lalu

Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat
Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu

Kolom 6 diisi dengan jumiah pendapatan yang terealisasi sampal dengan bulan lalu
yang belum disetor (Kolom 5 dikurangi Kolom 4)

Kolom 7 diisi dengan jumiah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini

Kolom 8 diisi dengan jumiah pendapatan yang terealisasi telah disetor berdasarkan
5T5/dokumen lainnya bulan ini

Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum
disetor (Kolom 8 dikurangi kolom 7

Kolom 10 diisi dengan jumiah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan
lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (Kolom 4 ditambah kolom 7)
Kolom 11 diisi dengan jumlzh pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah
dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/dokumen lainnya
(Kolom 5 ditambah Kolom 8)

Kolom 12 diisi dengan jumizh pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum
disetor (Bulan lalu ditambah bulan ini) {(Kolom 11 dikurangi kolom 10)

Kolom 13 diisi dengan jumizh total anggaran pendapatan yang belum terealisasi
(jumiah anggaran setahun dikurangi dengan jumiah pendapatan yang telah
terealisasi) Kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai
negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan
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KABUPATEN Pi
SKI
—_—

Format 11.14

MALANG

SURAT PENOLAKAN

LAPORAN PERTANGGUNC

Momor
Lampiran ! :
Perihal : renglaxan okl
Berdasarkan hasil pemeriksaaan b
bulan Lahun . ditemukan kesalahan se
1.
Z.
3.
o P o T L R AR
Sehubungan dengan hal tersebut, |
pada tanggal ........ . bulan tc
dicatat sepbagal saldo tangga T

Demikian disampaikan, atas perhatia

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala PPED.
2, Kepala Badan Pengawasan Daecrah
3. Arsip,

lap SP1 Saudara pada perlode....

AWABAN PENERIMAAN (SP)

creiienn  tANIQ QAL

Kepada Yth
Bendahara Penerimaan

...tanggal
I UL

nggunjawaban Saudara sebesar Rp..................

Abulan 5SP]) tidak dapat disahkan untuk
e LERUR .

| divcapkan terima kasih.

Mengetahil
Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran

i\tanda tangan)

{nama lengkagp)
NWIP
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REGISTER
LAPORAN PERTANGGUMNG

Mo, Urut Tanggal & Nomor

-I. : i

Mengetahul,

JALANG
PENOLAKAN
AWABAN PENERIMAAN (SPJ)

Format 11.15

_Halaman
Jumilah
Uraian S5P] Keterangan
(Rp) |
3 4 3
Jumiah
.., tanggal
PPK-SKPD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ang:

[tanda ta g )

(nama lengkap]
NIP,

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
Kelom 2 diisi dengan tanggal dan nom
Kolom 3 diisi dengan uraian alasan pe
Kolom 4 diisi dengan jumiah rupiah SP
Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang

N e Ll BRI

at penolakan SPJ.
n SP1,

1 ditolak.

lkan.

(tanda tangan)

(nama lengkap)
MIP



FAB!
BERITA A
Pada hari ini.. tanggal.....
Nama Lengkap
Jabatan

Sesyai dengan Peraturan Bupati Nomc
pada

Nama Lengkap
Jabatan

berdasarkan Keputusan Bupati Nomor.,.,

hasil pemeriksaan kKas serta bukti-bukt yang berada

sebagai berikut;

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan p
adalah:
a. Uang kertas

b. Uang logam

IR | e P'E"MLANE
ARA PEMERIESAAN KAS

Format 11.16

.. Yang bertanda tangan di bawah ini:

thun

ngaal

C., 5P20 & alat pembayaran lainnya yang belun

dicairkan
d. Saldo Bank

€.  Surat/barang/benda berharga yano dilzin

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Reg

dan lain sebagainya berjumiah

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada

saldo kas tunal
Penjelasan perbedaan positif/negatif

Yang diperiksa,

Bendahara
Penerimaan/Penerimaan
Pembantu

{tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

cTar

BEL dan

.+ kami melakukan pemernksaan setempat

.. ditugaskan mengurus uang berdasarkan

iat {ersebut

n

L]

Rp

Ep.

Rp.
Ep.

Rp.

Rp

Rp.

dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan

Yang memeriksa,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH kABLUI ATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHU (G EFARAN
BUKU BANTL kA NERIMAAN MURNI

PER UNIT KERJA

UNIT KERJA/ BADAN/ DINAS :

Mo
Ut

Jumiah s/d yang lalu

| Jumlah s/d Tangeal

kode Rekening

I._I'.!.mla]. penerimaan tan ggas

i Penerimasn
Liraian | Rol
\RP)

A.n. Kepala Bidang Perbendaharaan
Kasubid ........



REKENING KAS

Kode Rekening

TAHUN ANt
LAPORAN REKAPITULASI

Format 11.18

ARAN Lo
PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan

__(Kp]
F

PT. Bank Jateng

SAETURE i - aivrssvred sbnan s s vata
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BERITA ACARA RI

Pada Hari ini Tanggal , Yang Bertund
MNama

NIP

Pangkat

Jabatan

Nama
MNIP
Pangkat
Jabatan

Pihiak Pertama dan Pihak Kedua telabs n
Pendapatan vang khusus
dikelola Dinas .....

oo bulam .........., den$

AL URAIAN PENDAPATAN

i PENDAPATAN ASLI DAERAH
| PAJAR DABERAH

=}

b

P

Retribusi Daerah

b

| C

3 | LAIN-LAIN PAD YANG SAH

l A

| b

H

PENERIMAAN LAIN-LAIN
A
b

Demikian Berita Acara ini dibuat unuk
berkepentingan seperlunva

A, l'-'.r:pﬂ].a Badan F':-ngul: la F
dan Aset Daerah Kabupaien |
kepala Bidang Perbendahs

Format 11.20

SKONSILIASI

igan dibawah i kama :

Rekarisilias: data Realisas:

Heid]

incian sebagai berikut
HASIL REKONSILIASI S

__ | DINAS.......| KASDA | "

digunakan oleh pithak vang
i/n Kepala Dinas
i
1B Kabupaten Pemalang
Kepala Bidang,
- T - -



Pemerintah ¢

SKPI...

Format 11.21

ipaten Pemalang

FORMULIR VERIFIKASI PENCAIRAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH

Laporan Realisasi

BT ciiaaiainiis
hode | : Ang
Uraian =

Rekening

JUMLAH

Mendasarkan hal tersebut maka SKPD

sebesar Rp ....ccvievees dengan perhitu
| No | Nama NIP
NO Nama NIP

) Nama

NIP

H1'-’|'r;t:||_-,':|r1 -
Formulir dibat rangkap 4 (empat) wrnitu
Bidang Akuntans=l dan Aset Daerah

PRAD

endapatan Retribusi Daerah
| ahun Anggaran

Realisas:

Rp

Lebih/
(kurang) 04

Rp

—

ceeeenninene. BErhAK mendapatkan insentif
o.darl Bp ..o

Pemalang, ...cooovmiee

D

Jabatan
| Kepala SKPD

siina

| TTD/Stempel

| Sekretanis SKPD

Kasubag heuangan

__Jabatan
hoabid Perbend
moasubbid

TTD/Stempel

Staf Bid Perbend

.Jah.a-ia.n

TTD/Stempel

| Kabid Retribusi
hoasi Retribusi
Staf Bagian Retribusi

Hupenda, BPEAD Bidang Perbendaharaan dan
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PEMERINTA PATEN PEMALANG
REKAPITULASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN
: -
TAHUN ARAN
BPD. ki
NOMOR
NO P TANGGAL SP2L KETERANGAN IUMLAH [RP.)
—t —-
!
— = — =
[
IUMLAH TRIWLILAN INI
JUMLAH SD. TRIWULAN LALU
IMLAH SD. TRIWLUILAN INI
&
\
» T T W Y - o



XII. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

KETENTUAN UMUM

Belanja daerah adalah semus kewajiban daerah vang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah, vang mengurangl ekuitas dana lancar, vang mana

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan,

Pelaksanaan belanja vang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan
wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam
mempertanggung-jawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus
melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan kegiatan vang terkait. Dokumen penggunaan
anggaran diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi
Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggungjawaban
(SPJ). Berdasarkan bukti-bukti vang diperoleh dari setiap transaksi yang
telah dilakukan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan

kedalam buku bendahara

Bendahara pengeluaran wajib menvampaikan pertanggungjawaban atas
pengelolaan uang YENg terdapat dalam kewenangannya.
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
tersebut terdin atas:

= Pertanggungjawaban Penggunaan UP

* Pertanggungjawaban Penggunaan T

« Pertanggungjawaban Administratfl

« Pertanggungjawaban Fungsional

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja

adalah sebagai berikut;

1. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP vang dikelolanya kepada Bendahara

Pengeluaran Pembantu uniuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.
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2. Dalam Proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa atau
melalui pemberian vang panjar terlebih dahulu kepada PPTh.

3. Pembayaran belanja secara langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian usng panjar, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat perserujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

4. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan clari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

5. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisas) pembayaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan uvang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Jika uvang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PPTK.

6. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar vang diterima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. SKPD
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
b. Bendahara Pengeluaran/Pembantu
c. PPK-SKPD
d. PPTK

2. BPKAD
a, Bidang Perbendaharaan BPKAD
b. Bidang Akuntansi dan Asct Daerah BPKAD

3. Bank Jateng

C. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

a. Pengajuan Uang Panjar

.h E B L B - w - T R " YV - w .- R -



1)

2]
3)

4)

PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan

rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

PPTK menyiapkan NPD

PPTK menvampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang lercanfum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening

PPTK.

b. Pelaksanaan Belanja

1]

2)

3)

%)

Setelah menerima usng panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belama, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti  belanja vang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara matenil.

Dalam hal sampai dengan batas yvang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja vang menggunakan uang panjar dilampinri
dengan bukti-bukti vang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja.

Berdasarkan hasil verifikass atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut SECATA Ton tunai melalui
pemindahbukuan dan rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTE.

Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebihan wuang panjar secara non tunai  melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara

Pengeluaran,/ Bendahara Pengeluaran Pembantu,



2. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

&,

d.

&,

PPTK mengajukan NPD berisi rencana belanja kepada PA/KPA
melalui  bendahara  pengeluaran/bendahara  pengeluaran
pembantu.

Berdasarkan NPD vyang teclah disetujui PA/KPA, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu  melakukan
pembayaran/ transaksi belanja langsung kepada pihak ketiga.
Bendahara pengeluaran/bendahara  pengeluaran pembantu
{PPTK mendapatkan bukti transaksi.

Bukti transaksi disusun dalam tanda bukti pengeluaran dan

rekapitulasi belanja per sub kegiatan.

3. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran;bendahara pengeluaran pembantu

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai benkut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

3) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan
atas pencatatan/pendaltaran BMD.

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan wyang tercantum
dalam bukti transalsi

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,

Bendahara Pengeluaran aken meminta PPTK untuk melakukan

perbaikan atau penyempurnaan

Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LP.J

Penggunaan UP.

D. ALUR PROSEDUR

1. Bendahara Pengeluaran SKPD

a. Pembukuan Bendahara

Pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan :
1) Buku Kas Umum (BKLU]
2) Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti :

a) Buku Pembantu Kas Tunai:

b) Buku Pembantu Simpanan/Bank;

- N I - - - w
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¢} Buku Pembantu Pajalk; dan
d) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
Dokumen-dokumen vang digunakan sebagan dasar dalam

melakukan pembukuan adalah
1) sSP2D UP/GU/TU/LS, dan
2| Bukti transaksi yang sah dan lengkap dan Dokumen-dokumen
pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan
yvang berlaku.
a) Pembukuan Pencrimaan SP2D UP/GU/TU
Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan
proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/ GU/TU

ke dalam BKU dan Buku Pembantu yang terkait. Proses

pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran

menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD.

Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di

SP2D sebagai “Penerimaan SP2D" di:

(1) BKU paca kolom penerimaan; dan

(2) Buku pembantu Simpanan/Bank pada kolom
pPENETImaan

b} Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan

(1) Jika pembavaran dilakukan dengan menggunakan
uang vang ada di kas tunai maka berdasarkan bukii-
bukti belanja vang disiapkan oleh PPTK, Bendahara
melakukan pembayaran dan pembukuan sebesar nilai
belanja bruto sebagai "belanja” di:
(a} BKU kolom pengeluaran;
(b) Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom

pengeluaran; dan
(c) Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom
UP/GU/TL

(2) Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dan
rekening bank, Bendahara Pengeluaran melakukan
pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai

“belanja” di

(a) BKU kolom pengeluaran;
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(b) Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom
pengeluaran; dan

(c) Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom
UP/GU/TU

(3) Apabila Bendahara Pengeluaran/ melakukan pungutan

pajak atas (ransaksi belanja di atas, Bendahara

Pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah

pajak yang dipotong sebagail "pemotongan PPh/PPN" di:

(&) BKU keolom penerimaan; dan

(b) Buku Pembaniu Pajak pada kelom penerimaan.

(4) Ketika Bendahara Pengeluaran menyetorkan atas

pungutan pajak, bendahara Pengeluaran melakukan
pembukuan sebesar pajak vang disetorkan sebagai
“setoran PPh/PPN" di
{a}) BKU pada kolom pengeluaran, dan
(b) Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.
c] Transaksi Non Tunai
Transaksi belanja APBD dilaksanakan secara non tunai.
Namun demikian terdapat pengeluaran yang dikecualikan dari
ketentuan non tunai antara lain:
(1) pengeluaran vakasi/jasa administrasi peserta mengikuti
rapat-rapat;
(2) pengeluaran belanja bantuan yang bersifat santunan;
i3) pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
(4) pengeluaran belanja rumah tangga dan makan minum di
luar kantor;
(5] pengeluaran belanja perjalanan dinas;
(6) pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat
terjadi bencana alam;
(7] pengeluaran untuk pembelian cek dan benda pos; dan
(8) pengeluaran belanja barang/jasa sampai dengan
Rp.1.000.000,00 [satu juta rupiah).
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d) Bentuk Kontrak dan Bukt Pertanggungiawaban Pengadaan
Barang/Jasa

Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran,

kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat

peSanarn:

| Nilai | Bulkti |
Bukti
pembelian /

. pembayaran,

s.d. Rp.10.000.000,- sepestl nots,
struk
| pembelian

Diatas Rp.10.000.000,- s.d. Rp.50.000.000,- | Kuitansi

Pengadaan Barang
Diatas Rp.50.000.000,- s.d. Rp.200.000.000,- —
Pengadaan Jasa |

Diatas Rp.50.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,-

Pengadaan Barang Diatas Rp.200.000.000,- | surat
Pengadaan Jasa Diatas Rp.100.000.000,-  Perjanjian

¢} Bukti-Bukti Belanja

(1) Penalanan Dinas

Dinas Luar Daerah Dinas Dalam Daerah

1 Surat Perintah Tugas 1 Surat Perintah

2 Surat Perintah Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas
(SPPD) ditandatangani oleh (SPPD) ditandatangani
PA/KPA cleh PA/KPA

4 Rincian dan Tanda terima 2 Rincian dan Tanda
pembayaran kepada pelaksana terima pembayaran
perjalanan dinas kepada pelaksana

4 Bukti pembayaran transportasi perjalanan dinas
(Tiket/Karcis, Kwitansi, Boarding 3 Bukti Transfer (jika
Pass, AirPort Tax, Retribusi, Biaya transaksi non tunai)
tol, biaya taksi, BEM) 4 Laporan Perjalanan

2 Bukti pembayaran Dinas, termasuk
hotel/ penginapan /akomodasi waktu (kurang/lebih

6 Bukt Transfer {jika transaksi non dari 8 jam)

tunai)
7 Laporan Perjalanan Dinas.




(2) Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman Rapat Ma]-:ananT::;?_:uMmuman
1 Bukti pembayaran 1 Bukti pembayaran:

- Kwitansi/ Nota/Struk Pembelian - Kwitansi/Nota/Struk
(bermaterai untuk transaksi Pembelian (bermaterai
diatas Rp.5.000.000,-) untuk transaksi diatas

- Bukti transfer (jika transaksi Rp.5.000.000,-)
non tunai - Bukti transfer (jika

2 Undangan transaksi non tunai)

3 Daftar hadir atau tanda terima 2 Surat Setoran Pajak
undangan 3 Jika belanja diatas

4 Surat Setoran Pajak Rp.10.000.000,-

5 Jika belanja diatas dilengkapi dengan HPS

Rp.10.000.000,- dilengkapi
dengan HPS

(3) Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Cetak

(a) Bukti pembavaran:

- Kwitansi/Nota / Faktur/Struk Pembelian (bermaterai
untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,-)

- Bukti transfer (jika transaksi non tunai)

(b) Surat Setoran Pajak

(c) Jika belanja di atas Rp.10.000.000,- dilengkapi dengan
HPS.

(4) Belanja Sews
(a)] Bukti pembayaran:
- Kwitansi/Nota / Faktur/Struk sewa (bermaterai untuk
transaksi diatas Rp.5.000.000,-)
- Bukti transfer (jika transaksi non tunai)

(b} Surat Setoran Pajak

(3) Belanja Surat Kabar
Bukti pembayaran:
- Kwitansi/Nota/Faktur/Struk Pembelian  (bermaterai
untuk transaks: diatas Rp.5.000.000,-)

- Bukti transfer (jika transaksi non tunai)

(6] Belanja Surat Kabar dan Dokumentasi/ Publikasi
Bukti pembayaran
- Kwitansi/Nota /Faktur/Struk  Pembelian  (bermaterai
untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,-)

- Bukti transfer (jika transaksi non tunai)




(7) SPJ Honor & SP.J Uang Saku (Non ASN)

| Honor Uang Saku
1 Tanda Terima Honor | Tanda Terima Uang
2 SK untuk Pemberian saku /Transpport

Honorarnum Tim Undangan

3 Bukti Transfer (jika Bukti Transfer (jika transaksi non
transaksi non tunai) tunai)

4 Surat Setoran Pajak 4 Surat Setoran Pajak

W bJ

(B) SPJ Upah Tukang, Kuli dan Upah Tenaga

Fr:ndam]:uing Penvuluh
| Lpah Tul{ﬁnq hL.J Upah Pendamping/Penyuluh
, a. Tanda Terima Honor a. Tanda Terima Uang saku/
'|:|. Roolstart disertai tanda Transpport
tangan hanan b. SK dan dasar pengikatan sebagai
c. Bukti Transfer (jiks tenaga pendamping/ penyuluh
transaksi non tunai) c. Bukti Transfer (jika transaksi non
tunai)
e S )

f) Pembukuan Belanjn Melalui LS
(1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
|a] Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan
barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran
menerima SP2ZD LS barang dan jasa dari BUD atau
Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan
dilakukan schesar jumlah belanja bruto (sebelum
dikurangi potongan) sebagai “belanja  pengadaan
barang dan jasa * di :
* BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada
tanggal yang sama; dan
* Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait
pada kolom belanja LS,
|b) Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja
pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran
melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak vang
dipotong sebagai “pemotongan PPh /PPN di :
* BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada

tanggal vang sama; dan
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s Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan

kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.

i2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan
Tunjangan
Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan
Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran
menerima SP2D LS Gaji dan BUD atau Kuasa BUD melalui
Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar
jumlah belanja bruto [sebelum dikurangi potongan)
scbagai *belanja gan dan tunjangan” di ;
(a) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran; dan
(b} Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom LS,

untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan

yang terdapat di SP2D.

b. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya
Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pengelolaan vang vang terdapat dalam
kewenangannya. Pertanggung-jawaban tersebut terdiri atas :
1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan
a| Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU.
Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen
vang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban
Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja
vang sah.
b} Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban
uang persediaan adalah sebagai berikout :

(1) Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang

menggunakan uang persediaan.
(2) Berdasarkan bukti-bukti  tersebut  Bendahara
Pengeluaran merekapitulasi  belanja ke dalam

Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan

program dan Kegialan masing-masing.
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(3) Laporan  Pertanggungjawaban Uang Persediaan

tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU.
2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a) Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah
habis/selesail digunakan untuk membiayai suatu kegiatan
atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU
diterima.

b) Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen
vang disampaikan adalah Laperan Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan. Dokumen i dilampiri
dengan bukti-bukti belanja vang sah dan lengkap.

c) Langkah-langkah dalam membuat pertanggungawaban
TU adalah sebagai berikut :

(1) Bendahara Pengeluaran mengumpulikan bulcti-bulcti
belanja vang sah atas penggunaan tambahan uang
persediaan;

(2) Apabila terdapatl TU yang tidak digunakan Bendahara
Pengeluaran melakukan setoran ke kas umum daerah.
5TS atas penyetoran dilampirkan sebagai lampiran

laporan pertanggungjawaban TU;

(3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap
tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang
persediaan (apabila tambahan wuang persediaan
melebihi belanja vang  dilakukan) Bendahara

Pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam laporan
pertanggungiawaban tambahan wuwang persediaan
sesual  dengan program dan kegiatannva yang
dicantumkan pada awal pengajuan TU;

(4] Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian
diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-
SKPD;

(2) PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas
pertanggungjiawaban yang dilakukan oleh bendahara

pengeluaran; dan




(6) Pengguna Anggaran kemudian menadatangani laporan

pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.
3) Pertanggungjawaban Administratif
a) Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh Bendahara

Pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna

Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah

anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara

kumulatif maupun per kegiatan. SPJ 11 merupakan
penggabungan dengan 8SPJ Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

b} Pertangpungrawaban admimstratil berupa SPJ dilampirn
dengan :

(1) Buku Kas Umum;

(2] Laporan Penutupan Kas;

(3] Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Obyek yang
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas
pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum
dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek yvang
dimaksud;

(4) Bukn atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan

{5) SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,

c] Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan

SPJ Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut ;

(1) Bendahara Pengeluaran  menyiapkan laporan
penutupan kas;

(2) Bendahara Pengeluaran melakukan rekapitulasi
jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya
berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya
serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek
untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek;

(3} Bendahara Pengeluaran menggabungkan rekapitulasi
tersebut dengan hasil vang ada di SPJ bendahara

pengeluaran pembaniuy;



(4) Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu,

Bendahara Pepngeluaran membuat SPJ  atas
pengelolaan uang vang menjadi tanggungjawabnya,

(5) Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas
dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian
disecrahkankan ke PPK-SKPD untuk dilakukan
verifikasi; dan

(6) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran
menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

4) Pertanggungjiawaban Fungsional

g) Pertangpungiawaban Fungsional dibuat oleh bendahara
pengeluaran dan disampaikan kepada BPKAD Bidang
Akuntansi dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Pertanggungiawaban fungsional tersebut
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yvang merupakan
penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu., SPJ tersebut dilampiri dengan laporan
penutupan kas.

b] Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir
tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja
terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut
harus dilampin bukti setoran sisa uang persediaan.

c) Setiap Triwulanan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
melaksanakan rekonsiliasi terhadap pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran bersamaan dengan rekonsiliasi

pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD
a. Pembukuan

Pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu

mengegunakan:

1] Buku Kas Umum (BELU)

2) Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti
a) Bulku Pembantu Kas Tunai;

b) Buku Pembantu Simpanan/Bank:



c] Buku Pembantu Pajak; dan

d) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
Dokumen-dokumen wvang digunakan sebagai dasar dalam
melakukan pembukuan adalah:

« SP2D UP/TU/LS; dan
» Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi
kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana vang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
1) Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan
a) Berdasarkan bukt-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK,
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
pembayaran.  Ates  pembayaran  tersebut, Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan sebesar
nilai belanja bruto sebagai "belanja” di :
(1) BKU kolom pengeluaran;
(2) Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran; dan
{3) Buku Pembantu Fincian Obyek pada kolom UP/GU/TU.
b) Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari bank,
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan
sebesar nilai belanja bruto sebagai “belanja® di :
(1) BKU kolom pengeluaran;
(2) Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom
pengeluaran; dan
(3) Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran.
¢) Apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan scbesar
jumlah pajak vang dipotong sebagai “pemotongan PPh/PPN"
di ;
(1) BEU pada kolom penerimaan; dan
(2) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.
d) Ketika penyetoran atas pungutan pajak, Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan sebesar

jumlah pajak yvang disetorkan sebagai “setoran PPh/PPN" di
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(1) BKU pada kolom pengeluaran; dan
(2) Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.
2] Pembukuan Penerimaan SP2D TU

Pembukuan penerimasn SP2D TU merupakan proses

pencatatan transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan

Buku Pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan

ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D TU

dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah

yang tercantum di SP2D sebagai “penerimaan SP2D" di :

a) BKU pada kolom penerimaan; dan

b) Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.
3] Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa.

a) Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan
barang dan jasa dimulai ketika Bendahara Pengeluaran
Pembantu menernima SP2D LS barang dan jasa dari BUD
atau Kuasa BUD melalni Pengguna Anggaran. Pembukuan
dilakukan sebesar jumlah brute ([sebelum dikurangi
potongan) sebaga: “belanja pengadaan barang dan jasa”® di:
(1) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada

tanggal yang sama; dan
(2) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait
pada kolom belanja LS.

b) Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja
pengadaan barang dan jasa, Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakiukan pembukuan sebesar jumlah pajak
yang dipotong scbagai “pemotongan PPh/PPN" di:

(1) BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran
pada tanggal yvang sama; dan
(2) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan
kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.
b. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya
Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses
pertanggungjawaban  seluruh  belanja vang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelaksanaan

APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses



pembukuaan pengeluaran. Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran Pembantu terdin dari :

1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

a} Bendahara Penpgeluaran Pembantu  melakukan
pertanggungiawaban penggunaan uang persediaan setiap
akan mengajukan G, Dalam melakukan

pertanggungjawaban tersebut dokumen yvang disampaikan
adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan
dilampiri dengan bukti-bukti belanja yvang sah.

b) Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban
uang persediaan adalah sebagai berikut
(1) Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang

mengegunakan uang persediaan.

(2) Berdasarkan bulkti-bukti tersebut Bendahara
Pengeluaran Pembantu merekapitulasi belanja ke
dalam Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai
dengan program dan kegiatan masing-masing.

(3) Laporan  Pertanggungjawaban Uang Persediaan
tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU.,

2) Pertanggungjawaban Pengeunaan TU
a. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
pertanggung-jawaban penggunaan TU apabila TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan wuntuk
membiayai suatu kegiatan atau telah selesai sampai pada

waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen
yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan
dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

c. Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban
TU adalah sebagai berikut :

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengumpulkan
bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan

tambahan uang

_

persediaan.
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(2) Apabila terdapat TU vang tidak digunakan Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan setoran ke Kas
Umum Daerah. STS atas penyetoran itu dilampirkan
sebagal lampiran laporan pertanggungjawaban TU.

(3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap
tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang
persediaan (apabila taembahan vang persdiaan melebihi
belanja yang dilakukan) Bendahara Pengeluaran
Pembantu merekapitulas: belanja ke dalam Laporan
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
sesual dengan  program dan  kegiatannya yang
dicantumkan pada awal pengajuan TU.,

(4) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian
diberikan kepads Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKFD.

(5) PPK-SKPD kemudian melakukan verifikasi atas
pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

(B) Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menandatangani
laporan  pertanggungjawaban TU sebagai bentuk
pengesahan

3) Pertanggungjawaban Fungsional
a) Pertanggungjawaban Fungsional dibuat oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan

benkutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut

berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilampiri dengan:

(1) Buku Kas Umum; dan

(2} Laporan Penutupan Kas.

b) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir
tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 har kerja
terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut

harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan
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3. Bendahara Pengeluaran PPhD
a. Pembukuan
1) Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD merupakan proses
pencatatan SP2D-LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan
Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika
Bendahara Pengeluaran PPKD meneriman SP2D-LS PPKD dan
BUD/Kuasa BUD

2) Dokumen-dokumen wvang digunakan dalam pembukuan

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah :

a) BKU Bendahara Pengeluaran PPKD; dan

b] Buku Pembantu BKU per Rincian Obyek.

3) Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang
diterima adalah sebaga; benkut ;

al] Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD menggunakan
BKU Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi
Pengeluaran per Obvek;

b) Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh Bendahara
Pengeluaran PPKD, transaksi tersebut dicatat di BEKU
Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan.
Nilai yang dicatar sebesar jumlah kotor. Kemudian
bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU Bendahara
Pengeluaran PPED pada kolom pengeluaran sebesar
jumlah yang dicatal sebelumnya di kolom penerimaan;

¢) Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU Bendahara
Pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga dicatat di
Buku Pembantu per Rincian Obyek.

b. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya
1) Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjiawaban
atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam
tanggungjawabnyva setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam

melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang

disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ).



2) Dokumen SP.J tersebut dilampirkan dengan :

a) BKU Bendahara Pengeluaran PPKD,;

b) Ringkasan pengelugran per rincian obyek-bendahara
pengeluaran PPRD yang disertai dengan bukti-bukt
pergeluaran vang sah atas pengeluaran dari setiap rincian
obyvek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per
rincian obyek dimaksud

3) Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ
bendahara PPKD adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan buku bendahara pengeluaran PPKD dan
buku pembantu lainnya, Bendahara Pengeluaran PPKD
membuat SPJ atas pengelolaan uvang yang menjadi
tanggungawabnya

b) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD  dan
kelengkapannya tersebut kemudian diberikan ke PPK-
SKPKD untuk dilakukan verifikasi;

c) Setelah mendapatkan verifikasi, dokumen SPJ Bendahara
Pengeluaran PPKD dan  kelengkapannya tersebut
kemudian diberikan kepada PPKD untuk kemudian
mendapatkan pengesahan;

d) Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ Bendahara
Pengeluaran PPED dan kemudian memberikan dokumen
SPJ yang sudah ditandatangani kepada Bendahara

Pengeluaran PPKD

4. Bidang Perbendaharaan
a. Pembukuan Pengeluaran
1) Mengarsipkan daftar penguji SP2D UP/GU/TU, Gaji dan LS
Barang/Jasa dilampir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan

Negara Lainnya [khusus gaji) dan Surat Setoran Elektronik
(SSE] PPN/PPh

2] Mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran

Kas dan Buku Pembantu Kas pengeluaran per SKPD.

b. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
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Menerima rekening koran dari PT. Bank Jateng setiap hari

untuk transaksi satu hari sebelumnya sebagai dasar
penyusunan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH).

Menyusun Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran setiap hari
berdasarkan Laporan Eekapitulasi Penerimaan Daerah dan
SP2D vang telah dicocokan dengan rekening koran dari PT.
Bank Jateng

Menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran kas
bulanan berdasarkan bulku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

haran,

Mengirimkan Buku Kas Penenmaan dan Pengeluaran dan
Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran dengan
dilampiri STS/bukti lain yang disamakan atau Nota Kredit
setiap han ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD;
Mengirim Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bulanan
dan Laporan Bulanan Atas Realisasi Penerimaan Daerah dan
Realisasi Pengeluaran Daerah ke Bidang Akuntansi dan Aset
Daerah BPRAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Melakukan rekonsiliasi bank setiap bulan dengan cara
membandingkan posisi saldo kas di bank dengan posisi saldo

kas menurut LPKH
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E. BAGAN ALIR PROSEDUR

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN / PEMBANTU
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F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Nota Pencairan Dana (Format 12.1)

2. Buku Kas Umum {Format 12.2

3. Buku Pembantu Kas Tunai (Format 12.3)

4. Buku Pembantu Simpanan Bank (Format 12.4)

n

Buku Pembantu Pajak (Format 12.5)

6. Buku Rincian Objek Belanja (Format 12.6)

=]

Register SPP/SPM /SP2D (Format 12.7)

8. Buku Kas Umum PPKD (Format 12.8)

9. Buku Rincian Objek Belanja (Format 12.9)

10. Kartu Kendali Kegiatan (Format 12.10)

11. Surat Bukti Pengeluaran (Format 12.11)

12. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (Format 12.12)

13. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan (Format
12.13)

14, Laporan Penutupan Kas Bulanan (Format 12.14)

15. Berita Acara Pemeriksanaan Kas (Format 12,15)

16, 3PJ Belanja Administratif (Format 12.16)

17. SPJ Belanja Fungsional (Format 12,17)

18. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (Format 12.18)
19. Laporan Pertanggungjawaban PPKD (Format 12.19)
20. Register Pengiriman/Pengesahan SPJ (Format 12.20)
21. Register Penerimaan/Pengesahan SPJ (Format 12.21)
22, Surat Penolakan SPJ (Format 12.22)

23. Register Penolakan SPJ (Format 12.23)

24. Rekapitulasi Pengembalian Belanja (Format 12.24)

23, Buku Kas Pembantu Pengeluaran (Format 12.25)

20, Laporan Rekonsiliasi Bank (Format 12.26)

27, Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 12.27)
28. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 12.28)

29. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bulanan (Format 12.29)
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Format 12.2

FEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SKPD ............
TAHUN ANGGARAN. .. ..

BUEL EAS LIMLM
P i icxde

. = S
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Saldo Wan di Be ndabars Penpe luaan B ndad o e ngel wwne P handa

A@ |
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| SKPD...........

i FEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN......

BLIEU PERIDAMN TU EAS TUNRAIL

Format 12.3

Cisetujul oieh,
Penggune Aoz peren
Euana Pengguna
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Bendahama Pe ngel uarang
Be ndahaim Preng chas ran

&
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Format 12.4

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN/
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD == .
Tanggal | No, BKU | __Uraian | _Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1 2 g [=— 5 6 |
= i = - —
| —— | L
Mengetahulik @ =000 s Tanggal coviinenas
Pengguna Anggaran/ Bendahara
Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembanty
(tanda tangan)
(nama jelas) (tanda tangan)
NIP (mama jelas)
MIP.
Cara Pengisian :

1). Kolom tanggal dilsl dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening
bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,

2). ¥olom No BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank
pada BEL.

3). Kelom uraian diisi dengan uralan penerimaan atau pengeluaran melalul bank.

4). Kolom penerimaan diisi dengan jumiah rupiah penerimaan melalul bank.

5). Kolom pengeluaran dilsi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalul bank.

6). Kolom saldo diisl dengan jumlah/saldo bank,

7). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Penaguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
disertai nama jelas*

* diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SKPD.........cs
TAHUN ANGGARAN......

BUKL PEPBANT L PAIAK
Peratidhe: . e i s

Format 12.5




Format 12.6

e | PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
|  sKPD.......
ove  TAHUN ANGGARAN.....

Biaira Rakenng Mo it
i mby Aorggger mn [DHRA) 3 PP e
Fiavd aby Aoragpar sn | DPEA] - - T——
BN PEBMATLANTL S0 FINCLAN DBYE K BN LA
Pellile | e crom—
Ma. | Tewggal | Mo. BL Ui dan | Belsija LS | Belanja TW Belanjs sabdo
LR o
S = [
o ——— = i |
Fengpsena Angmaran B sedkalhada Pengebeamn
Muarse Prenggunae Aenclsham Pengelisaisn
& |
T L [
[ | JA— MM




Format 12.7

PEMERINTAH KABLUPATEM PEMALANG
REGISTER SPP/SPM/SP2D

SIRPTEY cuianvcnta bbb an e iR AR PGSR N R AR BA
Jenis SpP SEM SP2D
Mo UB/GUITU | URAIAN | IJmih ket
| Tangagal M Tgl | No | Tgl Mo
1 2 | 3 q 5 | 6 | 7 B g 10 11

Bendahara Pengeluaran/
Bandahara Pengeluaran Pembantu

(Tanda Tangan)

[Mama Jelas)

Cara Pengsian :
1). Kolom 1 diisi dengan nomor urut

2). Kolom 2 dilsi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS

3). Kolom 3 dilsi dengan tanggal pengajuan SPP

4), Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan

3). Kolom 5 disi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom
sebelumnya

6). Kolom 6 dilsi dengan nomor SPM yang diterbitkan

7). Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom
sebelumnya

). Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan

9). Kolom 9 diisi dengan uraian pengajuan

10). Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

11). Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperiukan

12). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertal nama jelas

W i mr ' S T v " T TR



Format 12.8

PEMERINTAH KABUFATEN PEMALANG
BUKL RAS UIMLIM
BEMDAHARA PENGELUARAN PPED

SEPD
i | lengesd | Liralnr L hisde Bekenmp | Fesetimann Pempelsaran Saldo |
1 2 E 4 5 f 7
H..u.'-r 5 ijl..'l:li]i.l.hulil.i'l:li|_."\.".Illi|rill'| 1 | ST
l. fenpnn hivru
lerdir dasi
Tunni fp
Saldo Hank Kp
Surut Berharga kp
Mengetahai : Tomggal .........
Fenggun Anggann Hendabara Fengelasnam
{lundn tnngan) [ Lanida lamgan
{namn jelas) {nama jelas)
MIP. MIF,

Cara Pengisian :

1). Kolom No diisi dengan nomor urut transaksi BKU, (dimulal darfl nomor 1 dan
seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan
per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih
pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomaor urut transaksi yang pertama kall dicatat.

2). Kolom tanggal diisi dengan tangoal transaks|

3). Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi

4). Kolom kode rekening diisi dengan nomor rekening. Kolom ini diisi hanya untuk
transaksi befania.

5). Kolom penerimaan diisi dengan jumiah rupiah transaksi penerimaan

6). Kolom pengeluaran diisi dengan jumiah rupiah transaksi pengeluaran

7). Kolom saldo diisi dengan jumlah saldo akumulasi.

B). Kas di bendahara pengeluaran diisi nilaia yang tercantum pada kolom saldo pada
saat penutupan akhir bulan, Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai
atau simpan di Bank*

9). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna
Anggaran disertal nama jelas*

* diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran,

B | L] | ] L | i L] T S T w e
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Format 12.9

PEMERINTAN KEABUPATEN PEMALANG
BUKU RINCIAN OBYEK BELANIA
BENDAHARA PENGELUARAN

Momar Hekening

Momn Rekening

Jiamlah Anpgaran (DPA) Hp

lomlah Anggaran (DPFA) Hp il A i

Tabun Anggaran
Tanggal Mo, 1 lrniom Belanja LS
l __BEU |
| I 2 i
_— _ |
' — —_—
Mengetahui NI 11| RO
Penygun Anggaran Bendahara Pengelsaran
{ianda tnngan | amda wEngan )
{nama jelas) (mama jelas)

Cara Pengisian :
1). Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran.

2). Kolom No BEU diisi dengan nomor urut BEU Bendahara Pengeluaran.

3). Kolom urafan diisi dengan uraian belanja.

4). Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS.

5). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna
Anggaran disertal nama jelas*

* diisi hanya pada saat penutupan dl akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran,
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Format 12.12

| PEMERINTAM KABUPATEN PEMALANG
| SKPD............

Tahun Anggaran......

LAPORAN PERTANGGUNGI A% 2P 5N ULNG PERSEDIAAN

Pericos
Besaran UP berdatariusn 5 KDH:
Uang Perediaan (UP) Awal Periode | .......... ... -
Penggunan Uang Persediann (UF) | ... ... -
Uang Persediaan [UP) Ahir Penadi - ... ... T

larniah Belasis
Anggom  Perode i




A Ald

Format 12,13

l PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
¥1 SKPD ....ccocunns
Tahun Anggaran......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWAEAN TAMEHAN UANG PERSEDIAAN
Periode-.........

Program

Sub Kegiatan LAy

Tanggal SPOTY oo

rm umlan SN ~.L:14,':|$§:H_-
TOTAL

Tambahan Uang Persedioan [TU)
Sisa Tombahan Uang Persediaan (Tu)

Memyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran 4 endahara Pengeluaran
@

Nama Nama
[ — || —



Format 12.14

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
7y b T

Tahun Anggaran...

LAPG AN PENUTUPAN £AS
Belan.... ...

Dengan memperhatikan Pe-aturz- LubermurfBupati/Wallkotm_____

| B Tahun______meng-na stem dan Prosedur  Pengelolsan
Keuangan Decrsh, bersama ini kam s=mpe kan Laparan Penutupen Ess
Bulanan yang terdapat di Berdahai= e el zran SKPD.__.. T T
Sejumish fp dengan perincan setagal berikur

A Kas di Bendahara Pengeiuaran
Al Saldo awal bulan tanggal FE
A2 lumiah Pengrimaan T
A3 Jumatah Pengelyaran F,
A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp

Saldo Akhir bulan tenggsl teidin g saldo dl kEs tunel sebesse
Bp.. -~ G@f SHI00 di Lank irbea B

B. Mas di Bendahara Pengeluaran Pe miba 1
Al Saldo awal bulan anggal Rp

A2 lumiah Penerimaan B

AN Jumalsh Pengeluarsn F

AA Saido akhir bulan tanggal Ma.

Saldo Akhir bulan wanggal f=idin darl saido di kas tunel sebesar
RP—e__ Oan saldo di bank scbesarBp

C. Rekapitulasi Posisi Kas & Bendahara i ﬁ.:n:lu;.m
€1 5aldo as Tunai

.2 Saldo Bank :
C.3 Saldo Total Rp,

Hond anarm Pengetuaran

nen

N2

Hama

| -
F [ ] # B B S o



Formart 12.15

KABUPATEN PEMALANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada harl Ini................... fanggal Yang bertanda tangan di bawah ini:

Narra Lengkap
lJabatan

Sesual dengan Peraturan Bupati Nomor .. Tahun . ., kami melakukan pemeriksaan setempat

Nama Lengkap
Jabatan

berdasarkan Keputusan Bupati Nomor....... Tanggal ... ditugaskan mengurus uang berdasarkan

Jurriah uang yang kami hitung dihadapkan peiabat tersebut adalah:

a. Uang kertas = Rp.
b. Uang logam = Rp.
e, SPID & alat pembayaran lainnya yang belum dicaikan = Rp.
d. Saldo Bank = Rp.
g, Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp.
Jurmiah - Rp.
Saldo uang menurut Buku Kas Urmum Daerah, Register dan lain = Rp.
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKL dan salda = Rp.
Penjelasan perbedaan positifinegatif
............... fangga
Yang diperiksa, Tang memenksa,
Bendahara Pengeluaran,/Pengeluaran Pembantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan) (tanda tangan)
(n lengkap (nama engkap)

NIP. NIP.
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Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

10,

11.
12,

13.

14,

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-
masing kode rekening

. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang

telah diterbitkan/SP] sampai dengan bulan laly

Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang
telah diterbitkan/SP] bulan ini

Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gajl dan tunfangan yang
telah diterbitkan,/SP] sampal dengan bulan ini

Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D stas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah
diterbitkan/SP] sampai dengan bulan lalu

Kolom 8 diisi dengan jumlah SPZD atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah
diterbitkan/SP] bulan ini

Kolom 9 diisi dengan jumilah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah
diterbitkan/SPJ] sampai dengan bulan inl

Kolom 10 diisi dengan jumlah SP] atas pengounaan dana UP/GU/TU sampal dengan
bulan lalu

Kaolom 11 diisi dengan jumlah SP] atas penggunaan dana UP/GUY/TU bulan ini
Kolom 12 dilsi dengan jumiah SP) atas penggunaan dana UP/GU/TU sampal dengan
bulan ini

Kolom 13 diisi dengan jumlah SF) atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampal
dengan bulan ini

Kolom 14 dilsi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh darl jumlah
anggaran dikurangi dengan jumiah 5PJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampal

dengan bulan ini.
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147 .

Cara Pengisian:

10.

11.

12.

13.

14.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah angegaran vang ditetapkan dalam APBD
atas masing-masing kode rekening

Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan
tunjangan yvang telah diterbitkan /SPJ sampai dengan bulan lalu
Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan
tunjangan vang telah diterbitkan /SPJ bulan ini

kolom & dusi1 dengan jumlah 5P2D atas pembayaran LS-gaji dan
tunjangan yang telah diterbitkan /SPJ sampai dengan bulan ini
Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ) sampai dengan bulan lalu
Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yvang telah diterbitkan /SPJ bulan ini

Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini

Kolom 10 dusi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu

Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU bulan ini

Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran vang diperoleh
dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas

penggunaan dana LS - UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
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Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening

2. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening

3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD
atas masing-masing kode rekening

4. Kolom 4 diisi dengan jumlah 5P2D atas pembayaran LS-gaj dan

tunjangan yang telah diterbitkan /SPJ sampal dengan bulan lalu

tn

Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan

tunjangan vang telah diterbitkan /SPJ bulan ini

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan
tunjangan yang telah diterbitkan /SPJ sampail dengan bulan ini

7. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan /3P sampai dengan bulan lalu

8. RKolom 8 dnsi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan /SPJ bulan ini

9. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan /5PJ sampai dengan bulan ini

10. Kolom 10 diusi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana

UP/GU/TU sampail dengan bulan lalu

11. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU bulan ini

12, Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampal dengan bulan ini

13. Kolom 13 diisi dengan jumilah SPJ atas penggunaan dana
Ls+UP/GU/TU sampai dengan bulan i

14. Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yvang diperoleh
dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas
penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

13, Pengisian atas kolom-kolom pada format diatas dilakukan sesuai

dengan kebutuhan.



Format 12,19

PEMERINTAH KABLPATEN PEMALANG
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BRENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Biendshnrn Pengeluanin PPED
Tahus Anggann

Bulan
Kode Urnian
ek
S — 2

| Jumlak

Penerimaan

- 5PID

= Posompan Pajek

n. PPN

: 5F) LS FPED ‘
Y il B Hin w4 Bl Sisa Pogu
I - 2 in Liha il | mi Anzp
! ) 4 -3 i o I T=3si
]
I l
— - |

b. PPh-21
o PPh-22

d. PPh-23

- La|n-lain
el L

| Jamlub Feperimann

| Pengelusran

= SPI{LS+ UL

- Penvelormn Pajak

. PPN

b FPh-21

e PPh-22

d. PPh-23

- Lain-lain

Tumlak I"':‘_"E"-'l"""'"-'"

Saldi Kas

Slenyeful

= m

Fenggunn Anggaran

{{anida langan)

Mama lelnn

il

E B

—

simsismmsimtiies ) BEEAL

Bendaharn Pengeluaran

| ERNGA Tangan

{nama jelas)
NIP.



Cara Pengisian ;
1,

2.

=

kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran vang ditetapkan dalam APBD
atas masing-masing kode rekening

Kolom 4 diisi SPZD atas pembavaran LS-Pihak Ketiga yvang telah
diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan vang laha.

Kolom 5 diisi SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yvang telah
diterbitkan /SPJ dengan bulan ini

Kolom 6 diisi SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah
diterbitkan / SPJ sampai dengan bulan ini.

Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari
jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas pPenggunaan

dana LS sampai dengan bulan ini
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Format 12.22

KABUPATEN PEMALANG

SKPD.....cu00 0
—_— e e —

SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (S5PJ)

............ Stanggal... ...
Momor RS A kKepada Yth,
LArmgiran  §© escesee Bendahara Pengeluaran
Perihal ¢ Penolakan SPJ
(B
Berdasarkan hasil permeriksaaan terhadap SP) Saudara pada periode........... tanggal.........
bulan......... dahun... ., , ditermukan kesalahan sebagai berikut:
S S S U e s S S S —
o o A I P L Rl H et ot i LA o sy TP ey PR T = L T T oo R R L o T
3.
DSOS
sehubungan dengan hal tersebut, pertanggunjawaban Saudara sebesar R eeeveeons
pada tanggal ..o RPN < 17 | | T = [ [T PR (bulan SP1) tidak dapat disahkan
untuk dicatat sebagal saldo tanggal ......... RN o 11 | | ;R S e T L) 11 | RN RO e at ey

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengatahul,

Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP,

Iembusan disampaikan kepada Yth,:
1. Kepala PPED,
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah.
3. Arsip,



Format 12.23

KABUPATEN PEMALANG
REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman......
Mo.Urut Tanggal & Nomor Uraian Jun?[l::]EPJ Keterangan
1 2 3 4 5
| |
Jumlah
Mengetahul, SRR - 13 [« [« - | F
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
(tanda tangan) {tanda tangan)
{nama lengkap) {nama lengkap)
NIP, MNIP,
Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut,

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan SP1.
Kolom 3 diisi dengan uraian alasan penolakan SPI.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditolak.

Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperiukan.

BN
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Format 12.24
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
REKAPITULASI PENGEMBALIAN BELANJA
PERIODE ........
TAHUN ANGGARAN .........
SKPD O
MO | NOMOR 5TS TANGGAL 5T5 KETERANGAN | JUMLAH (RP.)
JURLAH TRANLULAN IMI
LIRLAH 50. TRIAWLULAN LALLY o
IUMLAH 50. TRMVULAN IMI
Mengetahui, PP -~ 13|+ [« = | ISR
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angoaran Bendahara Pengeluaran
{tanda tangan) {tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
MIP NIP.

* Belanja tidak langsung (LS Gaji dan Turjangan) dan langsung (LS Barang dan Jas3)



_UNIT KERJA/ BADAN/ DINAS :

T

o = -'|HI -

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLA KELUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUMN ANGGARAN

BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN

[ No.
Lirut

.l!-_nrl|;|.a|r.;1n

|_Sisa Anggaran_

Mo. SP2D

PER UNIT KERJA
[anggal ;

Ursian | Jumiah
(=L~

L (Rp}
| Jumlah Har L -
| Jumiaf Hari Laly

| Jumlah 5.4 Hari Ini

“.n. Kepala Bidang Perbendaharaan
Kasubld ..............cvmes

(tanda tangan)

{(nama jelas)
NIP.
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Formai 12.26

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BPKAD
o ~ LAPORAN REKONSILIASI BANK
BULAN 2 .. . cooss- TAHEN I v an savva i
DATA DATA BANK
URALAN KASDA _ JATENG PERBEDAAN KETERAMNGAN
: 44 o i e sar gt e g S o - B R et s s e T B
|

SALDD KAS TANGGAL
REALTSAST /0. BULAN

REKENING KAS UMUM DAERAH B/fC

SALDO KAS 5/D TANGGAL
- PENERIMAAN BULAN . . ... ... . s |
JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN ... ... b

-
BT N e ¥

- PENGELUARANBULAN ............. | — e

___SALDO KAS = — 1! I 1 B (==
| |
PEMALANG,
PT BANKE JATEMNG KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
(tanda tangan)
(Mama jelas) #
MNLP.
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Format 1177

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN ANGGARAN ......
BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

Halaman

|Na. Urut

Uralan Penerimaan Pengeluaran

3 — .

Jumiah Tanggal...
Jumlah s/d tanggal ‘

Jumiah s/d Tanggal...
Deposito
Saldo

JUMLAH

Catatan :

FKEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Fepala Bidang Perbendaharaan

(tanda tangan)
(Mama jelas)
MIP
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BADAN FENGELOLA KELLANGAN
DaM ASET DAERAH
EABLPATEN PEMALANG

Format 1230

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

BULAN

TAHUN ....

PENERIMAAN

i

EMGELUARAN

S.8w Bin

Deposita

5. Kas Riil

i n

=i bin fajy

s4d binin
P& + Dap

Saldo Awal

Ueposito

JUMLAH

a.n, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

kKepala Bidang Perbendaharaan
(Tanda tangan)

{nama Lengkap)
NIP




¥ SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS DAERAH
1. Pembukaan RKUD

a. Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk dan
menetapkan bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD.
Bank umum vang sehat adalah bank umum di Indonesia yang
aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b, Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas
Umum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal
sebagal berikut:

1} Reputasi Bank
Bank vang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah
atau kasus-kasus lain vang merugikan nasabah.

2) Pelayanan Bank

Bank vang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan
memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan
dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk
Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan
pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran
pajak, dan lain-lain.
3] Manfaat

Memberikan manfaat ckonomi, sosial, peningkatan pendapatan
daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan

masyarakat.

¢. Penunjukkan Bank Umum sebagsi penampung RKUD ditindaklanjut
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan
pejabat bank umum vang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:
1) jenis pelayanan yang diterima,
2] mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3] pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
4] penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil,

-

2] pembayvaran imbalan atas jasa pelayanan;
6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian,
7} kewajiban menyvampaikan laporan; dan

8) tata cara penyelesaian perselisihan,
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d. Bendahara Umum Daerah kemudian membuka REekening Kas Umum

Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupat.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnva vang sejenis atas dana yang disimpan
pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang
berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang
zejenis vang diperoleh Pemeriniah Daerah merupakan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah vang Sah., Sedangkan biaya sehubungan
dengan pelayanan yang dibenkan oleh bank didasarkan pada
ketentuan wyang berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya

tersebut dibebankan pada belanja daerah.

2. Pembukaan Rekening Operasional

H.

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

operasional penerimeaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang
sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.

1] BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan
sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan pendapatan daerah.

2] BUD membuka reXening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening

Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka

rekening penernimaan dacrah pada Bank dimaksud setelah mendapat

persetujuan Bupati.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening

pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau

sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud

dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan

pejabat penanggungjawab pada Bank vang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

penerimaan adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima
setoran langsung penerimaan daerah vang tidak melalui
bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan

yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
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2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening
bersaldo nihil vang seluruh penerimaannya harus disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari
pada akhir hari/ jam yang ditentukan sesual dengan yang
ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan
Bank Umum bersanghkutair

. Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional
adalah sebagai berikut:

1} Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesuai rencana pengeluaran,

2] Rekening operasional pengeluaran ini  dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja vang dibayarkan secara langsung kepada
pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian
UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara
pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran
dan bendahara pengeluaran pembantu,

3. Pembukaan Rekening SKPD

a. Untuk mendekatkan pelavanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank
atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD pada bank vang sama dengan RKUD sesuai dengan
kebutuhan untuk mempermudah mekanisme  penerimaan
pendapatan daerah dan belanja daerah.

b. Kepala SKPD mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada
BUD,

c. BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD /rekening
pengeluaran SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan/belanja daerah.

d. Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening
Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank
dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

e. Rekening penerimasn SkPD digunakan wuntuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersanghutan.

Pada akhir hari kerja, saldo vang ada di rekening penerimaan SKPD

¢
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tersebut wajib disetorkan selu ruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah
cleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas
nama bendahara penerimaan SKPD,

Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang
yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang
persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka
atas nama bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran

pembantu SKPD dan/atau PPTE.

4. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

H.

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek,
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas
dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan. Termasuk dalam investasi Jangka pendek adalah deposito
berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang
Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu
melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.
1) Deposito
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan
oleh bank kepada masvarakat, Deposito  juga memiliki
persyaratan tertentu  salah satunya memiliki jangka waktu
tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah.
Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito
vang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah
Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk
deposito pada Bank vang ditunjuk sebagai penempatan RKUD
yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah,
Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya

ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.
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2] Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa
surat pengakuan utang vang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh negara Rl sesual masa berlakunya. SUN
digunakan cleh pemeriniah pusat antara lain untuk membiayai
defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek
dalam satu tahun anggaran.
Surat Utang Negara terdiri atas!
a) Surat Perbendaharaan Negara
b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai
dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3) Obligasi Negara
Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 {dua belas) bulan
dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara
diskonto.
Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka
pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara
karena berjangka waliu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi

dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan

tentang SUN.

4) Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagail pengakuan utang
berjangka waktu pendek 1 {satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan
dengan sistem diskonto/bunga, Tingkat suku bunga vang
berlaku pada setap perjualan SBl ditentukan oleh mekanisme
pasar berdasarkan sistem lelang,

d. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan
melalui langkah-langkah scbagai berikut:

1} Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas
daerah, dan kualitas pelayvanan publik.

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pEI‘ld-Ek, BUD haras :‘:u:'j,'ELI-:in'E dulu bahwa dana VANE
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan

dalam waktu dekat ficlle cash).
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3] BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah
dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta
alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas
rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis
investasi jangka pendek vang dipilih dengan menerbitkan Surat
Keputusan Bupati.

5) Dalam hal investasi jangka pendek berupa deposito pada bank
vang ditetapkan sebagai RKUD, BUD dapat memutuskan untuk
melakukan penempatan dan penarikan deposito berdasarkan
pertimbangan penyediaan kas tanpa melalui prosedur pada
nomor 3 dan 4 di atas. Dalam hal ini BUD melaporkan posisi kas
daerah secara periodik kepada Bupati.

6) Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat
Perintah Pemindahbukuan (5P2) BUD yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang
dipilih.

7] Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum

Daerah paling lambat per 31 Desember.

5. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
a. PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan
daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan
oleh Bendahara Umum Dacrah memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penvajan dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
b. Penerimaan EKUD
1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,
BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sis1 penenmaan pada
kolom tangegal dan kolom nomor bukti.
2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
3] BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas
Umum.
c. Pengeluaran RKUD
1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran
uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen
surat perintah membavar vang diterbitkan oleh PAfKPA.
2] Setiap pengeluaran dari REUD, BUD mencatat pada Buku Kas
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom

nomor bukt,

{
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B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
L.

Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
vang diterima (bersifat transii| untuk disetorkan pada rekening pihak
ketiga yang telah ditentukan

Beberapa ketentuan terkail penatausahaan kas transitoris  adalah
sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitons, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/fatau PPN;

2| Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Bupati, DFRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan
Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, FPh Pasal 21, Taspen,
juran jaminan kesehatan, juran jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; schingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang
jaminan ini menjadi milik pthak pemberi pekerjaan, dalam hal ini
pemerintah daerah.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar

pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari

dokumen kelengkapan transaksi

¢. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun

perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris

f



dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak

ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak

dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya

disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di

bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan,

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibavarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah vang Sah.

2) Pendapatan daerah vang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga vang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitonis dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu,

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penvajian dokumen yvang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BFP

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesual peraturan
perundang-undangan scbaga:  wajib  pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas
pembayaran belanja melalu UP/GU/TU/LS.

2} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnva scbagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh

penerimaan pajak vang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

t
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3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1) Kas Transitoris yang melckat pada transaksi penyetoran kas
transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya
dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan
langsung oleh bank.

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga
atau rekening penerima lainnya, bank Juga melakukan
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
vang telah ditentukan.

3] Jaminan
Bagian 1! Pengembalian Uang Jaminan
a) Uang Jaminan disctorkan oleh pihak ketiga vaitu penyvedia

barang/jasa ke rekening RKUD,

b} Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada pemerintah dacrah.

¢] Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah
BUD yang berisi
(1) Perintah Pencairan Uang:

(2) besaran Uang Jaminan vang akan dicairkan:

(3) pthak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Kelerangan yang menyatakan bahwa
penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.

b} Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jeminan vang diformulasikan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD vang

bersangkutan,



¢) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang

sebelumnya tercatat scbagai hutang pihak ketiga.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)
1. Ketentuan Umum
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan, rencana belanja, dan rencana pemblayaan yang terinci

sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran
2. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
PPKD menvampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKFPD
untuk menvusun dan menvampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKFD paling lambat 3
(tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

b. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat
pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang
telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) har setelah surat
pemberitahuan diterima.

¢. Rancangan DPA-SKPD mencakup:

1) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

2) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

3) Rancangan DPA-Belanja SKPD

4] Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

3) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

d. Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD
1] Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan

rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

2] TAPD melakukan wverilikasi atas rancangan DPA-SKPD paling
lambat & [enam) har sejak diterimanva Rancangan DPA-SKPD,
Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen
verifikasi antara lain:

a) standar harga satuan vang ditetapkan Bupati dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

{



b) analisis standar belanja:

¢) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

d) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

€} Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana
otonomi khusus.

3] Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD,
SKPD melakukan penyvempurnaan penyempurnaan kepada TAPD
dan menyampaikan hasil

c. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-

SKPDyang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah,

D. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentuan Umum
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk vang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap

periade.

b2

Ketentuan Pelaksanaan

4. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-
SKPDdan jadwal pelaksanaan kegiatannya,

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD
bersamaan dengan penyampaian Rancangan DPA-SKPD.

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling
lama2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
1) sinkronisasi perkirasn Penerimaan dalam DPA-SKPD:
2] sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan

dana dalam DPA-SKPD,

e. Kuasa BUD berdasarkan Anpggaran Kas SKPD yvang telah diverifikasi,
mMenyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

. Kuasa BUD menyampaikan rancangan angegaran kas pemerintah
daerah kepada PPKD selaku BUD
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E. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN
1.

B PPKD selaku BUD mengesahla;

daerah yang disampailkan

' fancangan anggaran kas pemerintah

huasa BUD paling lambat 1 (satu) hari

seja ¥ ANCAngE;
jak dokumen rfancangan anggaran kas prmerintah daerah diterima

ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN
Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau

restitusi daerah, Pemerintah Daeral menetapkan Surat Ketetapan Lebih

Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian
pendapatan daerah,

kelebihan penerimaan

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai

berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengar membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan,

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang vang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yvang bersangkutan,

¢. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan

membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

da. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah vyang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
1) penerimaan daerah berkenasn dianggarkan rutin setiap tahun;
dan
2] objek penerimaan daerah vang sama.
b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
2) rekomendasi APIP;
3) rekomendasi BPFR-RI;
4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak

ada upaya hukum lainnya; dan/atau




5] Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan

| S
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perundang-undangan.

c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan
pembayaran, PA sesual dengan kewenangannya melakukan proses
verilikasi dan validasi, vang dimaksudkan untuk:

1} memastikan keabsahan bulkti yang dijadikan dasar pengajuan.
2] memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
<) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
vang sudah disampaikan

e. Berdasarkan informasi kelebihian atas penerimaan daerah serta hasil
verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLE sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan  Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)
atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain
pajak daerah dan retribusi daerah

g Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerash menerbitkan surat permohonan
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah/retribusi daerah kepada BUD

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan
penerimaan pajak daerah /retribusi daerah.

.. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajlan
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB

1) Bendahara Penerimaan menenma informasi kelebihan atas
penerimaan pendapatan daeral,

2] Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau  permohonan  pengembalian  kelebihan  penerimaan

pendapatan daerah.
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3) Setelah terverifikasi Bendahara Penerimaan menylapkan SKLB

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB
b. ' .
Tahap Pengajuan LS Pengembalian  atag kelebihan penerim

I
pendapatan daerah -
Bagian ] - Penyesuaian Pendanatar
Berdasarkan pengajuan SKLE unruk pengembalian atas kelehiha
Penerimaan Daerah: )

] . oy - = - !
| yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun Yang sama
maupun tahun sebelummnus

2) yang sifatnva tidak berulang vang terjadi dalam tahun vang s
£ HITE

Bendahara Penerimaan SKPD /SKPKD melakukan koreksi
rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduca

pada

Berdasarkan pengajuan SKLEB. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD
akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan
pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja

tidak terduga.

€. Tahap Penvesuaian Pencatatar

1} Berdasarkan Sp?2 pengembalian atas  kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan
terhadap pengembalian atas  kelebihan penerimaan  daerah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan pencrimaan
daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya,
Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah dimaksud vang dibebankan pada BTT.

F. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

Ketentuan Umuam

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembavaran perjanjian/kontrak/perikatan
lainnyva sesuaiatas ikatan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun

anggaran dapat terjadi akibazr

f
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1} keterlambatan pembavaran terhadap pekerjaan yvang telah
diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa;

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure] sesuai
peraturan pemndm.g-mnl.m;;an

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan vang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan,
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
dibentahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

2] pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan,

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPDsebagal dasar pelaksanaan pembayaran.

¢. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenal pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
dibernitahukan kepada pimpman DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketipa dianggarkan dalam
program, kegatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembavaran

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembavaran atas keadaan di luar kendali

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk



keadaan kahar [foree majeure sesuai  peraturan perundang-

undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD menecht sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan | ada tahun anggaran yang berkenaan
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian  terjadi
bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna
barang dan jasa;

2) Bupati menetapkan Kkeadaan kahar [(force majeure] sesual

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan

diberitahukan kepada pmpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

4) pembayaran atas kewajiban nihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD  atau Perubahan DPA SKPD dan

SPDsebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

e. Pelaksanaan pembayvaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain

hasil putusan pengadilan vang bersifat tetap, pemerintah daerah

melakukan tahapan scbagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah
daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

4] mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

{. Dalam rangka pelaksanaan pekenaan/pembayvaran atas ikatan

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan
vang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih

dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;
h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui

tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati.

G. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT
1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan

dalam rangka pemenuhan pelayvanan dasar masyarakat. Belanja yang

bersifat mengikat merupakan belamja yang dibutuhkan secara terus

menerus dan haris dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah

yvang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang

berkenaan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

vang bersifat wajib dan mengikat adalah;

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan

Peraturan Daerah tentang APBED oleh Bupati kepada DPRD, Bupati

menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupat: tentang APBD sebagaimana dimaksud
di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan
belanja vang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikout:

a. Dalam hal terdapat belanja vang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA  disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati
tentang belanja wajib dan mengikar,

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam. satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
Kabupaten A, SPD diberikan tap bulan karena kebutuhan dana vang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan
SPD dibenkan per triwulan

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

H. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tehun anggaran Yyang
pekerjaannya dilakukan melalw kontrak tahun jamak.
Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat
tahun jamak sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multivears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
2. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRD
3. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS,
4. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun
jamak sekurang-kurangnya memuat,
a. nama sub kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun

en

. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria melipu:

a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output
yvang memerlukan waktu penvelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;
atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan
dan obat di rumah sakit, lavanan pembangunan sampah dan
pengadaan jasa cleaning service

c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tdak melampau masa

jabatan Bupati.



184 -

d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir

sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud

dapat diselesaikan sampal berakhirnya tahun anggaran.

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154

sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagal berikut:

1.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiavaan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam

tahun anggaran berjalan untuk

a, menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
Aanggarannya,

¢. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan
dari vang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan,
vang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian

pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

5. Pemindahbukuan dan rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Dacrah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan

sesual peruntukannya.

6. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
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berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan
yang bersangkutan mencukup:

7. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yvang akan
digunakan sesual peruntukannva pada tahun anggaran berkenaan
scsual dengan vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan

8. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa
BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP] pada sist pengeluaran.

2. Terhadap penenmaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,
sedangkan pengeluaran pembiayvaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

3. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

4. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melalui RKUD,

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan

e

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah mengpunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.

6. Pinjaman Daerah merupakan =emua transaksi yvang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah wang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:

a. pemerintah pusat;
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b. pemerintah daerah lain;
¢. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.
7  Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah
pusat dilaksanakan melalul
a, pembayaran langsung;
b. rekening khusus;
c. pemindahbukuan ke RKUD;
d. letter of credit; dan

e. pembiayaan pendahuluan

8. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisi penerimaan.

9. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11, Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

J. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan

Daerah adalah sebagai berikut:

l. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

2. Penerimaan dan pengeluarsan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah

3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

4. Pengalokasian anggaran uniuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesus dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

0. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan

f
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6. Pemindah bukuan dilakukan dengan SP2D.
7. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan SPM vang diterbitkan oleh kepala SKPKD,
berupa:
1) Dokumen SPM;
2] Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
3) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dokumen,
b. menguji kebenaran perhitungan aritmatika pengeluaran Pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

¢, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran  Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sis: pengeluaran.

2, Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran,

3. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindanr denda dan/atau
sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

4. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendin untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan
Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya
vang berisiko rendah.

9. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfasatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakul dan mencatat Bunga Dana

Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

- " I ] T B T




10.

11.

12,

13.

14,

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapal

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub

kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah

ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/

daerah dan/atau bacdan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan

daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah daiam bentuk uang merupakan bentuk

investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak

kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik dacrah

merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan

hukum lainnya yang dimilik: negara

Pemindahbukuan atas penyerizaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD denpan berdasarkan dokumen antara lain :

a. Dokumen Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan

b. Peraturan Bupatl tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang
penyertaan modal di atas

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil penjualan kekavaan daerah vang dipisahkan merupakan hasil

bersih setelah dikurangi biava pelaksanaan penjualan kekayaan daerah

vang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Dokumen yvang digunakan dalam hasil penjualan kekavaan daerah yang

dipisahkan antara lain:

a. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah vang
dipisahkan;

b. Bukti hasil penjualan kekayvaan daerah yang dipisahkan;
¢. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.



16.

17.

18.

19.

20,

21.

2.

23.

24,

25.
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Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan,

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan
surplus.

Pengalokasian anggaran Untux Pemberian Pinjaman Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan sesual dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBED dengan mengacu pada perjanjian
pemberian pinjaman/ pemberian utang

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembal
Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Dacrah tentang APBD dengan mengacu
pada perjanjian utang/ obligasi daerah.

Pembayaran pokok utang vang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

Tata cara pembavaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam
Peraturan Bupati dengan mengacu pada kefentuan peraturan
perundang-undangan.

Qistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Penatausahaan Pengelusran Pembiavaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penvajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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XV, SISTEM DAN PROSEDUR PALAPORAN DAN PENGENDALIAN

A. KETENTUAN UMUM
Pelaporan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD dimaksudkan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, progres fisik dan keuangan serta

permasalahan yang terjadi pada sctiap kegiatan dapat terpantau secara

berkala.
B. PIHAK TERKAIT
1. SKPD
Bagian Administrasi Pembangunan

2
3. Bappeda
4

Inspektorat
2. BPKAD
6. Bapenda

C. ALUR PROSEDUR
1. Pelaporan SKPD
a. Pelaporan Pendapatan Daerah

1} SKPD membuat laporan bulanan yvang memuat target dan
realisasi pendapatan perbulan serta alasan tercapai dan tidak
tercapainya pendapatan berdasarkan 8T8 dan upaya

pemecahannya.

2] Laporan kinerja pendapatan bulanan dimaksud dikinm ke
Bapenda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan
tembusan kepade Inspekiur Kabupaten Pemalang dan Kepala

BPKAD, dengan Format 14,1,

3) Laporan Target Kinerja Pendapatan Tahunan per SKPD dikirim
ke Bapenda paling lambat 15 (ima belas) hari setelah tahun
anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Inspektur
Kabupaten Pemalang dan Kepala BPKAD. Laporan ini memuat
target dan realisasi pendapatan perbulan sesual dengan
kemampuan masing-masing SKPD yang dihitung secara
kumulatif per bulan sampai dengan akhir tahun, menggunakan

Format 14.2.



b. Pelaporan Belanja Dacrah

1) SKPD menyusun laporan bulanan atas pelaksanaan Belanja

2}

3)

4)

Langsung dengan Format RFE-1, RKFK-2, RFK-3 dan Laporan
Kinerja Pelaksanaan Program dengan fotmat R-Kin, Penyusunan
laporan menggunakan  aplikasi  pelaporan vang telah
disediakan.

a] Form RFK-1 memuat antara lain Nama Program/Kegiatan,
Jumlah Anggaran, Target Fisik, Target Keuangan, Realisasi
SP2D, Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik dan Permasalahan
dan upaya pemecahannya, scbagaimana Format 14,3,

b] Form RFK-2 memuat antara lain Nama program/ kegiatan,
Jjumlah anggaran, target fisik dan target keuangan selama
satu tahun, serta realisasi fisik dan realisasi keuangan dalam
prosen, sebagaimana Format 14,4,

c] Form RFK-3 memuat antara lain Nama program/kegiatan,
Jumlah anggaran, metode pengadaan, nilai kentrak, nama
penyedia, realisasi fisik dan keuangan, tanggal mulai dan
selesainya pelaksanaan, Sertg permasalahan dan upaya
penyelesaiannya, sebagaimana Format 14.5.

d) Form R-Kin memuat antara lain urusan, program, indikator
Kinerja program, target dan realisasi kKinerja program, nama
kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan realisasi
indikator kinerja kegiatan, sebagaimana Format 14.6,

Inputing laporan bulanan melalui aplikasi pelaporan yang telah

disediakan paling lambat tangeal 10 bulan berikutnya.

SKPD mengirim laporan bulanan dalam bentuk hard COpY yang

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan bulanan tersebut memuat
antara lain ringkasan tentang target fisik rata rata; realisasi fisik
dan keuangan, deviasi; jumlah kegiatan yang berdeviasi negatif
diatas 5%; dan permasalshan vang terjadi dengan Form LB-

RFK, sebagaimana Format 14.7

Setiap tahun, SKPD membuat Laporan Akhir Tahun Anggaran

yang dikirim kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun

anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda,

Inspektur Kabupaten Pemalang, dan Kepala BPKAD. Laporan in

v 1 R T T - .



memuat antara lain target dan realisasi indikator kinerja daerah
dan indikator kinerja program, keluaran dan hasil kegatan
serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya,
dilampiri dengan foto/dokumentasi pelaksanaan dan hasil
kegiatan dengan Form LA-PD, sebagaimana Format 14.8.

c. Pelaporan Hibah/Bansos.

1) SKPD pengampu yang membidangi hibah/bansos barang
maupun uang melakukan monitoring dan evaluasl atas
pemberian hibah dan bansos.

2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan, Inspektur dan Kepala BPKAD,

3] Laporan dikirim secara bulanan, paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya dengan Form HB-B (sebagaimana Format 14.9.) dan
Form HB-U (sebagaimana Format 14.10). Form HB-B untuk
laporan hibah/banses barang, memuat antara lain Nama
Kegiatan, Anggaran, Nama barang, Penerima, Realisasi Fisik dan
keuangan. Format HB-U untuk laporan hibah/bansos uang,
memuat antara lain jenis/bidang hibah/bansos, anggaran,
jumlah penerima manfaat, progres pelaksanaan dan
kendala/ permasalahan

2. Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten

a. Pemerintah Kabupalen menyusun laporan bulanan tentang
kemajuan lsik dan keuangan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan
Keuangan kepada Kabupaten, Penyusunan laporan dikoordinir
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten .

b. Laporan Bulanan disusun mengegunakan aplikasi Pembangunan
Daerah dan Bantuan Keuangan yang telah disediakan, dengan
Format Lap BK-1 dan Lap BK-2,

1) Form Lap BK-1 memuat SKPD pengampu, nama kegiatan,
anggaran, sharing APED Kabupaten, data pengadaan
barang/jasa, realisasi pencairan dana dari Kabupaten, realisasi
keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan
vang dihadapi dan upaya pemecahannya, sebagaimana Format
14.11.




2] Form Lap BK-2 memuat nama kegiatan, Target fisik selama satu
tahun, realisasi fisik, realisasi keuangan dan realisasi pencairan
dari Kabupaten, sebagaimana Format 14.12,

c. Laporan dikinm kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan
tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur Kabupaten
Pemalang, dan Kepala BPKAD

d. Pemerintah Kabupaten vang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah
menyusun Laporan Akhir Tahun Anggaran scbagai bentuk
pertanggungjawaban delam pengelolaan Bantuan Keuangan
kepada Kabupaten. Laporan terscbut memuat jumlah anggaran,
keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya,
permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, dilampiri
dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan, dengan Form LA-BK,
sebagaimana Format 14.13. Laporan akhir Tahun Anggaran
disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan paling lambat akhir Pebruari dengan tembusan
kepada Kepala Bappeda, Inspektur Kabupaten Pemalang, dan
Kepala BPKAD.

3. Pengendalian Pelaksanaan APBD

a. Pengendahan meliputi pencermatan kelengkapan administrasi,
pemantauan dan evaluasi, peminjauan lapangan serta rapat
koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan.

b. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian internal atas
pelaksanaan APBD di tingkat SKPD masing-masing, meliputi
Belanja langsung maupun Helanja Tidalk Langsung, termasuk
Hibah/Bansos.

1} Kepala Peranghkat Daerah menyelenggarakan Rakor
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) tingkat SKPD setiap
awal bulan yang ditkuti Pejabat dan staf terkait pada SKPD yang
bersangkutan.

3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil Rakor POK tingkat
SKPD kepada Bupati up. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya melalu aplikasi pengendalian yang telah disediakan

dengan Form R-POK, sebagaimana Format 14.14.



1)

¢. Pengendalian di Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bagian
Administrasi Pembagunan
1) Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rakor
Pengendalian Pelaksanaan APBD setiap triwulan, yang dipimpin
oleh Bupati dan diikuti oleh para Kepala SKPD dan pihak terkait.

2] Rakor Pengendalian Tingkat Kabupaten bertujuan untuk
mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang,
menegaskan kembali  kebijakan pimpinan dan pedoman
peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan
APBD, dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta
merumuskan upaya  penyelesaiannya. Notulen  Rakor
Pengendalian Tingkat Kabupaten didokumentasikan ke dalam
Notulen Rakor Pengendalian Pelaksanaan APBD Tingkat
Kabupaten melalui aplikas: pengendalian yang telah disediakan
dengan Format R-POK Tingkat Kabupaten.

d. Pengendalian Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Bapenda).
Bapenda menyelenggarakan rakor pengendalian pendapatan setiap
triwulan yang diikuti oleh para Kepala SKPD.

e. Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
1) Pengendalian  Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten

dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan

yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat

jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib
administrasi.

2) Bupati wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di
tingkat Kabupaten sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan

APBD Kabupaten.

) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten
dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dapat
melibatkan SKPD terkair

4) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten di Tingkat
Rabupaten dilaksanakan dengan cara :

a) pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah
Kabupaten,
b) pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-

waktu.



¢) penyelenggaras
Keuangan
Baglan Admin:
Pengendalian
pelaksanaan b
mengidentifikas

merumuskan uj

D. FORMULIR YANG DIGUNAL

ek e B~ R S

B N = D

Laporan Bulanan Targe: d:

Laporan Target Kinerja |
Laporan pelaksanaan B
Laporan pelaksanaan Be

Laporan pelaksanaan B

Laporan Kinerja Perangk

Laporan Bulanan Belan

Laporan Akhir Tahun Ki

Laporan Bulanan Hibah

. Laporan Bulanan Hibah
. Laporan Bulanan Bantu
. Laporan Bulanan Bantu
. Laporan Akhir Bantuan

. Laporan Rakor Tingkat !

clilaksanaloan

MLLVET

irt ke

WO RLELEE

Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan

hepida Kabupaten yang dikoordinasikan oleh

rasi Pembangunan setiap triwulan. Rakor
untuk mengevaluasi kinerja
keuangan kepada Kabupaten dan
permasalahan,

hambatan serta

va penyelesalannya.

N

in Realisasi Pendapatan (Format 14.1)

ndapatin Tahunan per SKPD (Format 14.2)

anja Langsung RFK 1 (Format 14.3)
negsung REFK 2 (Format 14.4)

Langsung RFK 3 (Format 14.5)

anja |
anja
it Daerah R-Kin (Format 14.6)
Langsung LB-KFK (Format 14.7)
erja SKPD LA-PD (Format 14.8)

darang HB-H [Format 14.9)

UJang HB-U (Format 14.10)

ngan BK-1 (Format 14.11)
n keuvangan BK-2 (Format 14.12)
ean LA-BK (Format 14.13)

WP} R-POK (Format 14.14)
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Format 14.7

——

‘ Form LB- RFH:l

——

KOP SURAT

Nomaor z Kepada :

Sifat

Perihal : Laporan Bulanan Yth. Bupati Pemalang
Pelaksanaan APBD u.p. Kepala Bagian Admpem
Bulan .....occoovennnen Setda Kabupaten Pemalang

L1 — Pemailang

Dengan hormat, bersama i kami sampaikan Laporan Pelaksanaan
APBD Belanja Langsung s.d. bulan . thun Anggaran ......

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a, Fisik ol T % dar target ... Mo
b. Keuwangan ST . 1 | JRUURRUNUNLL | R rA—. %)
B. Kegiatan yang berdeviasi negatif fisik Y
\RGET | REALISASI | DEVIASI
o - MO UL IRRIOR, CORRS,  FL)

MO NAMA KEGLATAN AMGGARS K KEU | FISIK | KEU | FISIE | KEU | KETERANGAN
| ﬂ.:_ | | |
|1 : |3 5 | & | 7] 8 | 9 10
| — 1

C. Realisasi kevangan vang sudah dicairkan sampai dengan bulan ini (SP2D

Pencairan) sebesar  Rp. covevneee.

D. PERMASALAHAN DAN HAMBA | AN SERTA UPAYA
PENYELESAIANNY A
MASALAH/HAMBATAN UPAYA PENYELESAIAN

kepala P

NAMA



Format 14.8

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN APBD
BADAN/DINAS/BAGIAN ...
TAHUN ANGGARAN .

I. PENDAHULUAMN
A. Latar Belakang (dikaitkan dengan pelaksanzan misi Bupati)

B, Dasar hukum (dasar hukum Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta
penganggaran)

C. Maksud dan tujuan (maksud dan tujuan penulisan laporan)

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah ( struktur pada Akhir Tahun Anggaran).

II. PENGELOLAAN ANGGARAN
A. APBD (setelah Perubahan APBDY)
1. Pendapatan

| No. | Sumber Target | Realisasi Ket.
| pendapatan Rp. %o |
|
T [Jumleh | 1 i
2. Belanja

| Jenis Anggaran | Pagu Anggaran | Realisasi |
| ‘ : St | Fisik (%) | Keu (%)

1. | Belanja Tidak Langsung: |
‘ a. Gaji/belanja Pegawal
|| b. Hibah/Bansos |
' 2. | Belanja Langsung (Total) | |
3. | DAK _ | _ |
| 4. | DBHCHT | N | . B
5. | BLUD |

B. Dana Dekonsentrasi ) -

Mo Nama Kegiatan Pagu Anggaran | Realisasi

_ | _Fisik (%]} ‘ Keu (%)
|1,

| Jumiah
C. Dana Tugas Pembantuan _
| No|  Nama Kegiatan Pagu Anggaran | Realisasi
| Fisik (%) | Keu (%)
1

B | |
[ Jumiah . | |

¢




IIL.CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Indikator Kinerja Program

(Target dan capaian indikator kinerja daerah dan indikator Kinerja program yang
diampu SKPD)

B. Indikator Kinerja Kegiatan
(Target dan capaian indikator kegiatan atau output kegiatan, realisasi fisik dan
keuangan)

IV. KENDALA/PERMASALAHAN DAN SOLUSI
A. Permasalahan dan kendala
B. Solusi yang telah dan/atau yang axan dilaksanaxan

V. PENUTUP
Ditutup dengan menyampaikan prestasi yang diperoleh (apabila banyak, daftar prestasi
bisa dilampirkan).

LAMPIRAN
1. SK Organisasi Pengelola Kegiatan (Penangoung jawab Kegiatan a.l. PA, KPA, PPKom,
Bendahara, Pembantu Bendahara dil)
2. Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan masing-masing Kegiatan pada akhir tahun
anggaran (seperti RFK-1)
3. Daftar Prestasi lingkup SKPD

Catatan ;

1. Laporan akhir Pelaksanaan APBL (LA-PD) merupakan gambaran umum pelaksanaan
APBD di tingkat SKPD, prestasi, kendala/masalah serta upaya pemecahan dan solusi,
serta informasi pengelolaan anggaran yang lain..

2. Data yang disajikan sama dengan data LKP] Bupati.

— . - T . B - L e R = -
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Format 14.13

LA- BK

OUTLINE

LAPORAN AKHIR APHSL BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KABUPATEN KABU PATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN. Lanenen
Di Kabupaten ....oocommmmimmraeaan

PENDAHULUAN

Latar belakang,

Tujuan penulisan laporan

Regulasi pelaksanaan Bantuan koouaigan

PELAKSANAAN KEGIATAN
Limum
memuat gambaran umum jumish alokast dan kegiatan, realisasi penyaluran, realisasi

fisik, kegiatan vang tidak dapat dilak .anokan seria kegiatan yang tidak selesai

Ko husus

Bantuan Non-sarpras Non-Pendidikan

Memuat hasil pelaksansan  sctiap kegiatan yang menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi fisik dan ke mgan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, wakiu
dan lokasi kegiatan, kelusran/hasil dan manfaat, permasalahan dan upaya
pemecahannya, dengan dilamipi foto hasil pelaksanaan kegiatan, dil.

Bantuan Sarana Prasaran

Memuat  hasil  pelak sana stiap kegiatan yang menggambarkan jum lith
anggaran, realisasi fisitk dan ko jangan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, waktu
dan lokasi kegiatan, kelunran‘hasil dan manfaat, permasalahan dan upaya
pemecahannya, dengan dilampiri foto hasil pelaksanaan kegiatan, dil

Bantuan Pendidikan

Memuat hasil pelaksan ctiap kegiatan vang menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi fisik dan kevangan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, wakiu
dan lokasi kegistan, keluaron/hasil dan manfaat, permasalahan dan upaya
pemecahannya, dengan dilampiri foto hasil pelaksanaan kegiatan, dll

. KENDALA DAN PERMASALAHAN
Kendala dan permasalahin

Upaya yang dilakukan

. PENUTUP

Kesimpulan

Saran/masukan dan Rekomendasi

SEKDA KAB.....

Nama
NIP



Format 14.14

R-POK |

LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD
PELAKSANAAN APED HABUFPATEN PEMALANG
TARUN ANGGARAN ...
BULAN ...... SRPD. i

[. DISKRIPSI PENYELENGGARAAN FAKOR
a. Waklu penyelenggaraan Rakor
b. Pimpinan Rakor
c. Peserta Rakor
d. Dl yang dianggap perlu

II.  KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAL DENGAN BULAN LALU

No Nama Anggara Target | FRealisasi (%) | peviasi| Ket
Kegiatan Fisik | Fisik | Keuangan
ju I
| (o) |
1 | a | i 4 : 5 [ | 7 (5-4) 8
. Rata-rata

[II. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

(antara lain berisi penjelasan dari kolom 8 (keterangan) terhadap adanya
deviasi dari masing-masing kagiatan

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

V. PENUTUP
Berisl kesimpulan rakor dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KEPALA SKPD

Nama
NIP



XV.SISTEM DAN PROSEDUR PENGESAHAN BLUD

A. KETENTUAN UMUM
Sistemn dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan BLUD adalah dalam rangka melakukan pengesahan atas
pendapatan, belanja dan pembiayvaan BLUD yang terdiri dari Laporan
Pendapatan, Laporan Belanja, Laporan Pembiavaan dan Laporan Arus

Kas BLUD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah setiap bulannya.

B. PIHAK TERKAIT
1. SKPD/BLUD
2. SKPKD/BPKAD
a. Bidang Perbendaharaan

b. Bidang Akuntansi dan Asct Dacrah

C. ALUR PROSEDUR
1. PPK-SKPD/BLUD berdasarkan [aporan Pendapatan dan Laporan
Belanja dari Bendahara BLUID, serta Laporan Pembiayaan dan
Laporan Arus Kas dan [ungsi akuntansi BLUD, melakukan Input
Data SP3B-BLUD melalui Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah,

kemudian mencetak Sural Penvalaan Tanggpung Jawab (SPTJ)
BLUD, Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
BLUD (SP3B] BLUD dan Penjubaran Laporan Realisasi Anggaran
(LEA) Pendapatan dan Belanja BLUD

2. SKPD/BLUD menyampaikan SP3B BLUD sebanyvak 3 (tiga) rangkap
kepada Kepala BPKAD, dengan dilampiri SPTJ BLUD vang
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, Penjabaran LRA Pendapatan
dan Belanja BLUD, Laporan Pendapatan, Laporan Belanja, Laporan
Pembiayaan dan Laporan Arus kas.,

¢. Bidang Akuntansi melakukan wverifikasi dan memeriksa semua

kelengkapan pengajuan SP2E BLUD dan melalui Aplikasi Pengelola
Keuangan Dacrah mencetak Form Verifikasi SP3B BLUD. Setelah

lengkap dan benar, Bidang Akuntansi meneruskan pengajuan
lersebut kepada Bidang Perbendaharaan.

d. Bidang Perbendaharaan sclaku Kuasa BUD selanjutnya melalui
Aplikasi Pengelola Keusngsn Dserah mencetak Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP2H) BLUD, dan menerbitkan SP2B
BLUD sebanyak 3 (tiga) rangkap, dan mendistribusikan kepada:

a. Lembar | kepada SKPD/BLUILD;
b. Lembar 2 kepada Bidang Alkuntansi;

¢. Lembar 3 sebagai Arsip di Bidang Perbendaharaan,



D. BAGAN ALIR
BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN BLUD

al PPI.D/BPKAD
SKPD/BLUD i BIDANG AKUNTANSI DAN |
= BIDANG FE'.F.E_E. VDA i]{.uﬂ AT D AERATT
| -_ - __1

Lampiran
BPFT.I;
Penjabaran
LA
Laporan
Pendapatan;
Laporan
Belanja;
LapoTran
Fembiayadin;

= E
>

1-5P2B

SP3B ‘ .
|| BLUD [—

(Jtorisasi

———
SP2BP

BLUD |

BLUD

-'-'-'-

Y

3-5P2B
BLUD

i
—

\:-'-‘rrr'n:an.- in

I |

—

ST e rak |

=

—_— Verifilkasi ‘

2-8P2B8
BLUD

I
Pencatatan /




E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN
1. SP3B BLUD [Format 15.1

2. SPTJ BLUD (Format 15.2)

J. Laporan Penjabaran LEA BLUD (Format 15.3)
4. Laporan Pendapatan BLUD (Format 15.4)

3. Laporan Belanja BLUD [Formai 5)

6. Laporan Pembiayaan BLUD | t 15.6)

7. Laporan Arus Kas BLUD (Fon 5.7)

8, 5BP2B BLUD (Format 15.8

0, Form Verihikasi SP3B BLUD (] it 15.9)



Format 15.1

FEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)

| Mama Sub Una
|

|II Tanggal
"-;::E.:,:J"I MNomos
Tahun Anggaran

Kepala SKPD Dinas Kesehatan memohon kepada Bendab
agar mengesahkan dan marmbukukan pendapatan darn bals

a Ealdo Awa Rip
b. Pendapatan Ap
. Belania Rp
1 Belanja Pegawal Rp
2. Belanja Barang dan Jasa Rp
3. Belanja Modal Peralatan dan  Rp
Pesin
d. Saldo Akhir Rp

1 Diazrah selaku PPRED

man

Pemalang
Pemumpin BLUD

MIF

dviovimd ty SIS BES | 1LY




Format 15.2

‘._:u'_I,.jRAT PERNYATAAN TA NGGUNG JAWARB
MNomor @ Trir

1. Kode SKPD BLUD
2. Nama SKPD BLUD
3. Nomor /Tanggal DPA
4. Kematan
5., Chutput
6. Periode SP3B BLUD
7. Tahun Anggaran
Yang bertandatangan di bawah i mpin BLUD . ,
menyatakan bahwa saya bertangpung jawab [::rf:nuh SECATA ﬁrrm:ﬂ r]’m
material atas segala realisasi pendapatan vang telah diterima dan/atau
belanja yang telah dibayar kepada v berhak menerima yang sumber
dananya berasal dari pendapatan vang digunakan langasung oleh BLUD,
sebagaimana yang tercantum dalam 5P38 BLUD nomor .............. tanggal
........... dengan rincian sebagal b
BELANJA _ PENDAPATAN _
Akun Jumlah Ua _E _ _ Alun Jumlah Uang

Jumlah Belanja | mlah Pendapatan ] _J

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai

ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan
aparal pengawasan fungsional.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugan negara akibat terbitnya SP3B
BLUD ini, saya bersedia bertangeungjawab sepenuhnya atas kerugan
negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Pemalang, ...............
Mengetahw
Kepala Dinas Kesehatan RSUD .,
Kabupaten Pemalang 1F"r.'.':I'I!HT:I'I]TJ||'| H[ UD
NAMA NAMA
| AR IR il
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KETERANGAN LAPORAN PENJABARAN LRA BLUD

(1) Dusi dengan namé RSUD

(2] D) dengan iahim anggaran peiapor

{3 D dengan bulan petzporan

(4} Dii dengan hode nama kegelar

(5) Cisi dengan fempal kedudiiian RSUID
15} Disi dengan {anggal pelaporan

(T) Disinama PP¥-5KF0 | BLUD

(6] Dits NIP PPY-SKPD { BLUD

(%) i nama Peiabal | Pimpnas RSUD

(10) Dig NP Peizkal [ Fimpian RSUD
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KETERANGAN LAPORAN PENDAPATAN BLUD

(1] Disi dengan nama RSUD
1| s dendan bulan petaporan
3| Dl dengan tahun angaaran peaporan

|4} Disi dengan rinci per-fenis pendapatan BLUC

(%) Ditsi dengan lempal keduddkan RSUD
|6} Disi dengan tangaal pefaporan

(7} Disi dengan nama 3KPD

(d) Disi nama Pegzbal | Prapian RSUL

(%) Digi NP Peighal/ Fmonan RSUD
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KETERANGAN LAPORAN BELANJA BLUD

(1) Disi dengan nama RSUD

12) Disi dengan buen pelaporan

(3} Disi dangan ahun anogaran pelanoran
(4] Disi dengan rinci per-jenis belanja BLUD

(5 Dis dengan fempat kedudukan RSUD
15) Dt dengan tanggal pesaporan

(T} Disi dengan nama SKPD

IB) Dlis nama Pejabat | Pmpinan RSUD

(9} Disi NIP Pebet{ Pimpinan RSUT
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KETERANGAN LAPORAN PEMBIAYAAN BLUD

1) s dengan nama RSUD
12) Disi dengan buian pelaporan
| Dis dengan tahun anggaran pelaporan

(4} Dits! dengan rincian pembiayaan BLUD

(3] s dengan iempal kedudukar RSUD
6] D
1) Crsi dengan nama SKFL
(8}

0 Diis NP Pejabat | Pmpinan RSUD

LS CEndan 'EI“““"' paEpran

Ciisi nama Pegsbat | Pmpinan RSUD
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KETERANGAN LAPORAN ARUS KAS BLUD

(1) Diisi dengan nama RSUD

{2 Dusi gngan bulen peiaporan

[3) Dits dengan lahun anggaran pefaporan
(4} Difsi oengan tempat kedudukar RSUD
(5] [itsi cengan fanggal pelaporan

(6} Diisi dengan nama SKPOD

(7) Dhisi nama Pejabat | Pimpinan RSUD

(B} DisiNIP Pejabat | Pmpinan RSUD
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Format 15.8

| FEMERINT AH HKABUPAT EN PEMALAMNG
| SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)
Nama BLD
Tanggal
| omiar
i Tahioh Anggaran
iElerdag.a-'-can SPIE perangkat dasrah RSLUD Or. M. Asnan dan tamggal . telah desahkan

perdapatan dan belanja sejurmiah

a Saldo fwal Hp
b Pendapatan Ap
£ Balanja Rp
1. Balanja Pegaws Rp
7 Balanjs Barang dan Jas3 Rp
3. Balanja Modal Feraiatan &an Ap
Mesin
d., Saldo Ash Rp

Pematang
Bandahara Umum Daetah

NIP

Priiad By SWA-NT | M1




jdih.pemalangka

FORM VERIFIKAS!

SERPDVBLUD

Y7 gy F
Jiterima langgal

No.
= KE]E]}E]-‘ ap‘-.

1 | 8P3B BLUD

L5 LR ——
SUrat Pernvataan Tanggung . lay

* | i4poran Penjabaran LRA BLUD

4 | Laporan Pendapatan BLUD

Laporan Belanja BLUD

6 | Laporan Pembiayaan BLUD

Laporan Arus Kas BLUD

SP3B BLUD UNTUK PENGESAHAN PE|
BULAN

FTAHUN ANGGARAN @ ...............
sSegaia kelengkapan dalam pengiju
sesUal dengan peraturan Bupat Pem:
[entang Sistem dan Prosedur Per

memenihi gvarat guna proses penori

Salinan sesual dengan asin
Pit. KEPALA BAGIAN HUKU

SETDA KABUPATEN PEMALA
.-"'-. -

EKO ADI SANTOSO, SH., M
Permnbina Tingkat |

NIP. 19680208 199803 1 O

P3B BLUD

cngajoan

3B BLUD dimaksud telah
NOITIOT cocvivnisn Tahun .........

in  keuangan Daerah dan
*2H BLUD

N, PEJABAT PENGELOLA
RELUANGAN DAERAH
JEPALA BIDANCG ARLINTANSE

NAMA
NP
Pl BUPATI PEMALAMNGC
WARIL BUPATI,
ftd
cap

VANSUR HIDAYAT

e o
b




